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Pengantar 


Di tengah-tengah tuntutan untuk merespon tantangan dan ancaman terorisme 
dengan cepat, kajian konseptual mengenai terorisme menjadi produk yang langka. 
Investasi yang ditanamkan untuk melakukan kajian yang kontemplatif, reflektif 
dan kritis nampak menjadi terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan 
mendesak untuk menghadapi 'musuh' dan ancaman yang sudah berada di depan 
pintu. Tetapi, kajian-kajian semacam itu tidak berati tidak dibutuhkan. Justru 
sebaliknya. Pada saat sebagian besar kajian tentang terorisme memfokuskan diri 
pada aspek praktis, kebutuhan akan kajian-kajian konseptual juga sangat besar. 
Kajian yang berbasis konsepual dan bersifat reflektif ini berfungsi bukan hanya 
untuk mensuplai kajian-kajian praktis dengan konsep dan kerangka teroretis yang 
lebih matang tetapi, lebih dari itu, bersama dengan kajian-kajian yang lebih 
empiris dan 'praktis' membantu pengembangan kajian terorisme secara 
keseluruhan. Kajian-kajian konseptual membantu mengklarifikasi atau bahkan 
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Pendahuluan 


Sepuluh tahun setelah serangan teroris n September 2001, terorisme tetap 
menjadi salah satu isu penting yang dihadapi oleh umat manusia. Berbagai upaya 
untuk mengatasi terorisme ternyata tidak berhasil menghilangkan ancaman 
terorisme di dunia. Salah satu penyebab dari kegagalan ini adalah kegagalan kita 
untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang 
fenomena terorisme sebagai dasar dari kebijakan dan respon kita terhadap 
terorisme. Kajian mengenai terorisme bukannya tidak ada. Bahkan sebaliknya, 
kajian tentang terorisme mengalami proliferasi yang luar biasa sejak serangan 11 
September. Hanya saja, kajian-kajian yang ada cenderung sangat berserak dan 
bahkan bertentangan satu sama lain. Dalam konteks seperti ini sebenarnya dua 
strategi utama dalam menghadapi terorisme yang berkembang setelah serangan 11 
September, yakni 'perang melawan terorisme' dan 'deradikalisasi' jelas tidak 
ditopang oleh bangun pengetahuan yang kuat. Penelitian awal yang kami lakukan 
sepenuhnya dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan 
akan bangun pengetahuan tentang terorisme tersebut. 


Pemahaman Mengenai Terorisme 
Pasca Serangan 11 September 

Terorisme pada dasarnya bukanlah sebuah fenomena yang baru dalam sejarah 
umat manusia. Apa yang saat ini kita kenal sebagai terorisme, telah menjadi 
bagian penting dalam hubungan sosial yang konfliktual sejak ribuan tahun yang 
lalu (Aprey, 1994). Tetapi, terorisme bukanlah merupakan sebuah isu yang 
menarik perhatian para akademisi dan pengetahuan kita terhadap fenomena ini 
sangat terbatas. Hanya sekelompok kecil ilmuwan yang secara konsisten 
melakukan riset dan publikasi mengenai terorisme. Kondisi ini berubah secara 
drastis setelah terjadinya serangan 11 September. Serangan 11 September telah 
menghasilkan tuntutan, jika bukan tekanan, yang sangat besar dan mendesak 
kepada komunitas akademik untuk menghasilkan kajian dan rekomendasi 
kebijakan untuk merespon tindakan-tindakan teror serta untuk mengantisipasi 
ancaman terorisme selanjutnya. Tuntutan yang sangat mendesak ini tidak 
sepenuhnya menguntungkan bagi dunia akademik. Kuatnya tuntutan untuk 
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sangat cepat ini cenderung 
menghasilkan kajian-kajian yang menjauhkan komunitas akademik dari dimensi 
kritis dan reflektif dalam melihat fenomena terorisme. Akibatnya, di satu sisi, 



paska serangan n September ditandai dengan proliferasi kajian dan publikasi 
tentang terorisme yang sangat melimpah, tetapi, di sisi lain, tidak diimbangi 
dengan penambahan pengetahuan yang sangat signifikan tentang terorisme 
(Ilardi, 2004; Jenkins, 2001). 

Disamping itu, kuatnya aspek emosional yang terkait dengan serangan terorisme 
memperbesar kesulitan para akademisi dalam melakukan kajian tentang 
terorisme. Besarnya korban tidak berdosa dan skala kerusakan yang diakibatkan 
oleh serangan 11 September maupun serangan-serangan teroris yang lain 
menimbulkan hambatan-hambatan psikologis, sosial maupun politik yang 
menyulitkan para ilmuwan untuk menghasilkan kajian-kajian yang obyektif, kritis 
dan berorientasi pada pengembangan konsep untuk memahami fenomena 
terorisme dengan lebih baik. Tidak dapat dipungkiri, serangan teroris seringkah 
menggambarkan bentuk kekerasan yang sangat ekstrim dan oleh karenanya sulit 
untuk menghindarkan munculnya emosi dalam kajian yang dihasilkan oleh 
seorang ilmuwan. Mengutip ungkapan Jenkins, 'cold-blooded murder requires 
cold-blooded analysis, the careful selection of words to convey precise meaning 
uncluttered by emotional rhetoric' (2001, 2). Dalam artian ini, tidak 
mengherankan jika kajian-kajian tentang terorisme paska serangan 11 September 
lebih cenderung ditandai dengan kecaman terhadap terorisme daripada dengan 
analisis yang obyektif dan kritis yang memberikan pemahaman yang lebih baik 
mengenai terorisme. Tindakan teroris dilihat sebagai tindakan yang keji yang 
hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak normal, menyimpang atau 
biadab. Dalam kerangka ini, penilaian moral menjadi bagian penting dalam kajian 
mengenai terorisme. Sebaliknya, kajian-kajian kritis dan obyektif terhadap 
terorisme bisa dilihat sebagai indikasi empati atau penerimaan terhadap 
tindakan-tindakan terorisme atapun pelaku-pelaku teror. 

Kecenderungan lain yang menandai pemahaman tentang terorisme paska 
serangan 11 September adalah asosiasi terorisme dengan Islam. Fakta bahwa 
serangan 11 September dan serangan-serangan teroris yang lain setelahnya seperti 
serangan teroris di Bah, Madrid, atau London dilakukan oleh Muslim, mendorong 
orang untuk mengasosiasikan terorisme dengan Islam. Apa yang ditulis oleh 
Huntington dalam The Clash of Civilization seakan-akan muncul menjadi realitas 
dengan adanya serangan-serangan terorisme. Islam diasosiasikan dengan 
terorisme karena ajaran-ajaran di dalamnya dianggap memberikan memberikan 
dorongan yang sangat kuat bagi seseorang untuk mau mengorbankan diri. 
Sekalipun asosiasi ini sulit untuk dipertahankan (Lihat Pape, 2005), tetapi 
kecenderungan untuk melakukan kajian tentang terorisme dengan fokus pada 
fundamentalisme ataupun radikalisme Islam menunjukkan kuatnya pengaruh 
pemikiran ataupun asumsi dasar mengenai Islam dan terorisme. 



Dua Strategi Melawan Terorisme 

Pemahaman tentang terorisme setelah serangan n September yang ditandai 
dengan asumsi dasar yang salah dan syarat dengan prasangka sangat jelas 
mewarnai kebijakan untuk menghadapi terorisme. Setidaknya, dua strategi besar 
yang berkembang, baik yang berorientasi pada hard-approach (perang melawan 
terorisme) maupun yang berorientasi pada soft approach (deradikalisasi) sangat 
mencerminkan dua pemahaman ini. 

Perang melawan terorisme merupakan respon yang segera diberikan oleh 
Pemerintah Bush terhadap serangan n September. Perang melawan terorisme 
memenuhi tuntutan emosional untuk bertindak cepat dan menekankan pada 
hukuman bagi pelaku serangan. Karakter emosional dari perang melawan 
terorisme adalah 'damonisasi' pelaku terorisme, yakni tidak lagi melihat pelaku 
sebagai manusia dan layak diperlakukan sebagai manusia. Tindakan-tindakan 
ekstrim terhadap para pelaku terorisme bukan hanya sangat sesuai dan 
dibenarkan, tetapi justru menjadi keharusan. Pada saat yang sama, perang 
melawan terorisme adalah respon yang dibungkus dengan retorik moralitas. 
Artinya, perang melawan terorisme adalah perang melawan setan atau kejahatan. 
Dalam artian ini, esensi dari perang melawan terorisme adalah mengenyahkan 
para pelaku yang dianggap bertanggung jawab terhadap serangan tersebut. 
Mereka yang tidak masuk dalam kategori ini dianggap sebagai simpatisan ataupun 
bagian dari yang harus diperangi. Ekspresi seperti: 'either you are with us, or with 
the enemy,' menjadi bagian dari retorik yang penting dalam perang melawan 
terorisme. 

Alternatif perang melawan terorisme yang berkembang setelah serangan n 
September adalah strategi yang tidak berorientasi pada penggunaan kekerasan, 
dan oleh karenanya dikenal dengan soft-approach. Salah satu bentuk dari strategi 
ini dikenal melalui program-program deradikalisasi. Program deradikalisasi saat 
ini menjadi program yang sangat menarik dan diadopsi oleh banyak negara. 
Sekalipun mengambil bentuk yang berbeda, program deradikalisasi pada dasarnya 
berangkat dari asumsi yang sama, yakni adanya keterkaitan antara terorisme dan 
radikalisme terorisme berawal dari radikalisme. 1 Oleh karenanya, upaya untuk 
memerangi terorisme lebih efektif dilakukan melalui deradikalisasi. Esensi dari 
program-program deradikalisasi adalah mengubah pemahaman ataupun cara 


1 Mengkaitkan terorisme dan radikalisme merupakan posisi yang diambil oleh banyak negara dan 
lembaga. The New York City Police Department misalnya secara komprehensif berusaha 
menunjukkan dalam laporannya Radicalization in the West: The Homegrown Threat (2007) 
menempatkan radikalisme sebagai satu tahap dalam sebuah proses ke arah terorisme 
(jihadisme) 
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berpikir yang dianggap salah menjadi pemahaman maupun cara berpikir yang 
'normal' (moderat). 


Teorisasi Terorisme 

Perang melawan terorisme maupun deradikalisasi merupakan dua strategi yang 
berkembang berdasarkan pemahaman mengenai terorisme yang berkembang 
paska serangan 11 September. Pemahaman tersebut tidak dibangun melalui kajian 
yang komprehensif dan kritis dan oleh karenanya sangat bisa diperdebatkan. 
Perang melawan terorisme, misalnya, salah memahami terorisme sebagai semata- 
mata perang. Kemenangan menghadapi terorisme diukur melalui keberhasilannya 
menghilangkan ancaman terorisme, dengan biaya apapun. Reaksi yang berlebihan 
terhadap terorisme justru akan lebih menguntungkan teroris karena akan 
menghasilkan spiral kekerasan dan meningkatkan simpati kepada teroris. 
Sementara itu, program deradikalisasi cenderung mengabaikan realitas bahwa 
teroris pada dasarnya bukanlah individu-individu yang salah memahami utaupun 
menafsirkan ajaran. Mereka adalah orang dengan persepktif yang jelas. Oleh 
karenanya, sangat diragukan apakan mungkin mendorong mereka untuk berpikir 
dengan cara yang 'moderat' atau 'normal,' tanpa mengubah perspektif mereka. 

Berangkat dari permasalahan yang terkait dengan pemahaman terhadap terorisme 
yang berkembang setelah serangan 11 September di atas, oleh karenanya, terdapat 
kebutuhan mendesak untuk menghasilkan bangun pengetahuan yang lebih kritis 
dan obyektif, yang tidak berorientasi pada kebutuhan pembuatan kebijakan jangka 
pendek ataupun ataupun pada kebutuhan untuk merespon peristiwa dan 
fenomena sesaat, tetapi berorientasi pada pengembangan konsep dan teorisasi 
untu pemahaman tentang terorisme yang lebih baik. 

Tantangan ke arah itu tentu tidak kecil. Pembuat kebijakan tentu akan lebih 
menyukai kajian yang rekomendasinya dapat dengan mudah dilihat hasilnya saat 
kebijakan tersebut diterapkan. Oleh karenanya identifikasi tentang 'musuh' atau 
target menjadi sangat penting bagi para pembuat kebijakan. Tetapi, terorisme 
adalah fenomena yang sangat kompleks. Tidak ada cara yang mudah untuk 
mengatasinya secara komprehensif. Perlu kajian yang mendalam dan 
komprehensif yang tidak berorientasi pada kebutuhan jangka pendek. Ini tidak 
berarti bahwa kebutuhan untuk melakukan tindakan-tindakan praktis tidak 
diperlukan. Kebutuhan untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan 
terhadap serangan teroris dengan mengembangkan fasilitas yang berbasis 
teknologi yang lebih canggih, misalnya, tentu sangat membantu. Tetapi, apa arti 
semua fasilitas baik teknologi ataupun organisasi dalam mencegah serangan 
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terorisme tanpa kita memahami bagaimana sistem keyakinan, perspektif, motivasi 
maupun konteks sosial dari individu ataupun kelompok yang kita hadapi atau kita 
identifikasi sebagai teroris? 

Tantangan lain yang mungkin akan muncul adalah tidak adanya kesepakatan 
mengenai pemahaman mengenai terorisme. Saat ini terdapat lebih dari 100 
definisi yang berbeda tentang terorisme. Tidak adanya pemahaman yang sama ini 
sangat mencerminkan perspektif maupun kepentingan praktis yang sangat 
berbeda. Dalam bentuknya yang sangat ekstrim, perbedaan pemahaman mengenai 
terorisme menghasilkan dua pandangan yang bertolak belakang: teroris dan 
pejuang kemerdekaan. Sejauh mana kajian komprehensif tentang terorisme bisa 
dilakukan tanpa adanya kesepakatan mengenai definisi tentang terorisme 
merupakan perdebatan yang masih berlangsung. Sementara ilmuwan melihat 
bahwa riset tentang terorisme yang komprehensif tidak mungkin dilakukan tanpa 
mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan terorisme (Gibbs, 
1989), ilmuwan lain sangat optimis bahwa perbedaan pemahaman tidak harus 
menjadi penghalang bagi kajian komprehensif tentang terorisme (Laqueur 1977, 3) 


Tentang Penelitian ini 

Penelitian ini merupakan penelitian awal dan dimaksudkan untuk membangun 
pemahaman tentang terorisme yang lebih baik melalui pengembangan kerangka 
konseptual. Gagasan penelitian ini diilhami oleh pergeseran drastis strategi 
penanganan terorisme dari hard approach ke arah soft approach yang salah 
satunya ditandai dengan dominannya programs deradikalisasi. Program 
deradikalisasi berangkat dari pemahaman bahwa sumber utama dari teorisme 
adalah radikalisme, dan oleh karenanya mencegah kecenderungan ke arah 
radikalisme dilihat sebagai strategi yang menjanjikan. 

Tetapi, tanpa mengabaikan realitas bahwa program-program deradikalisasi saat 
ini menjadi program yang sangat populer dalam upaya melawan terorisme, tidak 
dapat dipungkiri bahwa daya tarik program-program deradikalisasi terletak pada 
tawarannya untuk memberikan penjelasan mengenai terorisme dengan melalui 
hubungan kausal yang linear, yang menggambarkan jalan menuju terorisme. 
Bagaimana hubungan antara radikalisme dan terorisme dilihat sebagai sebuah 
kepastian dan tidak perlu dipertanyakan. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan 
mengenai hubungan antara fenomena-fenomena yang terkait dengan terorisme, 
yakni radikalisme dan kekerasan, tetapi seringkali diabaikan dalam kajian karena 
dianggap sebagasi sebuah konstanta atu kepastian. Dengan menggeser posisi dari 
berbagai fenomena yang terkait dengan terorisme, maka terbukalah semua 
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problematik tentang hubungan kausal antara berbagai fenomena dalam kaitanya 
dengan terorisme. Oleh karenanya, penelitian ini berangkat dari sebuah 
pertanyaan singkat tetapi mendasar, yakni apa hubungan antara terorisme, 
radikalisme dan kekerasan. 


Tentang Metodologi 

Penelitian awal yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan konseptual ini 
dilakukan sepenuhnya melalui kajian litteratur. Targetnya adalah mengidentifikasi 
berbagai konsep dan pemikiran yang yang berkembang untuk memahami 
terorisme. Berbagai pemikiran dan konsep kemudian dianalisis dan dipilahkan ke 
dalam kategori-kategori perspektif dan tema. Masing-masing kategori 
menggambarkan pemikiran yang memiliki yang sama yang seringkali ditampilkan 
dalam tema-tema kajian terorisme yang sangat spesifik. Kajian literatur yang kami 
lakukan dalam penelitian ini menghasilkan empat kategori perspektif dan tema, 
yang secara longgar kita beri label sebagai akar penyebab, aktor dan tindakannya, 
strategi dan metode, serta isu etis dan moral. 

Masing-masing kategori pemikiran atau perspektif dibahas dengan 
komprehensif untuk menemukan asumsi dasar yang digunakan, fokus kajian 
terorisme yang dilakukannya serta kontribusi serta keterbatasan mereka bagi 
upaya-upaya untuk menangani terorisme. Dari pembahasan mengenai 
kontribusi dan keterbatasan masing-masing perspektif, penelitian ini berusaha 
untuk mengkonstruksi bangun pengetahuan yang lebih obyektif dan lebih baik 
mengenai terorisme. 
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i. Kajian Terorisme dan 
Wacana Terorisme Global 


Terorisme merupakan fenomena politik. Sebagai fenomena politik, 
konseptualisasi dan kajian tentang terorisme tidak berlangsnung dalam ruang 
hampa. Bab ini membahas bagaimana keterkaitan antara kajian mengenai 
terorisme dalam kaitannya dengan konteks politik global. Artinya, 
konseptualisasi, teorisasi dan pemahaman kita tentang terorisme sangat 
dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi dalam politik global. Studi literatur 
yang kami lakukan menghasilkan temuan yang sangat jelas bahwa kajian 
tentang terorisme persis berada dalam spektrum relasi kekuasaan dalam 
politik internasional. Artinya pengetahuan yang dihasilkan dalam kajian 
tentang terorisme juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik dan 
hubungan kekuasaan dalam politik internasional. Keterkaitan antara politik 
dan terorisme sebagai fenomena ini menjelaskan antara lain kegagalan 
masyarakat internasional untuk mencapai konsensus mengenai definisi 
terorisme. Berbagai konvensi serta resolusi yang dikeluarkan Dewan 
Keamanan PBB sejak tahun 1970-an secara jelas menggambarkan kondisi ini. 
Dan, ketiadaan kesepakatan mengenai definisi ini memiliki pengaruh yang 
sangat besar pada bagaimana penanganan terorisme dilakukan, baik secara 
global maupun secara individual di masing-masing negara. 

Di tengah ketidakjelasan definisi inilah, readikalisme muncul dan menjadi 
bagian yang semakin penting dalam pemahaman terorisme saat ini. Terorisme 
dilihat terkait secara erat dengan radikalisme. Upaya untuk memahami 
keterkaitan antara terorisme dan radikalisme ini menghasilkan berbagai kajian 
di berbagai bidang seperti studi kekerasan politik, konflik dan perdamaian, 
hukum internasional dan hukum humaniter internasional, demokrasi, 
pembangunan serta, tidak kalah pentingnya, etika dan kebudayaan. Bidang- 
bidang kajian ini merupakan ‘areas of issue’ yang mencoba membahas 
terorisme dengan memberi tekanan yang berbeda pada aspek atau 
karakteristik tertentu. Tentu saja, kontribusi dari berbagai bidang kajian ini 
sangat memperkaya kajian tentang terorisme dalam artian bukan hanya 
memperdalam tetapi juga memperlas cakupan kajian terorisme dan 
memungkinkan berlangsungnya pertukaran konsep-konsep dasar yang 
digunakan. Pada saat yang sama, kombinasi dari berbagai bidang kajian ini 
juga menjadikan kajian terorisme semakin memiliki karakter interdisiplin, 
serta keragaman perspektif dan metode. Keragaman perspektif dan metode 
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dalam kajian terorisme serta implikasi politiknya akan merupakan fokus dari 
bab-bab selanjutnya. 2 


Masalah Konseptual dan 

Urgensi Definisi dalam Kajian Terorisme 

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa terorisme bukanlah sebuah 
realitas yang independen dan objektif. Sebagai realitas, terorisme sangat 
tergantung pada pemahaman, pemaknaan dan penilaian. Kajian literatur 
dalam penelitian ini secara jelas menemukan sejumlah versi terorisme sebagai 
fakta dan norma. Dalam artian ini penting untuk dicatat adanya dua 
kecendeungan konseptual yang mempengaruhi bagaimana terorisme 
didefinisikan dan dipahami. Yang pertama kecenderungan yang melihat 
terorisme sebagai sebuah tindakan kekerasan yang dapat didefinisikan atau 
dipahami hanya dengan mengacu pada perilaku ataupun tindakan seseorang 
atau kelompok orang. Yang kedua, terorisme merupakan sebuah imperatif 
moral, yakni tindakan yang hanya masuk akal jika dipahami dalam kaitannya 
dengan apa yang ada dalam pikiran seseorang atau kelompok orang, yang 
memberikan pembenaran atau keharusan kepada orang atau kelompok orang 
tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dengan kata 
lain, terorisme tidak bisa dilihat dalam kaitannya dengan tindakan teror 
semata-mata, melainkan juga justifikasi yang dimiliki oleh yang melakukan 
tindakan tersebut. 3 Wacana dan perdebatan tentang terorisme yang 
berlangsung sejak tahun I970an dan semakin menguat sejak serangan 11 
September pada dasarnya dilandasi oleh perbedaan konseptualisasi ini. Kedua 
kecenderungan koseptualisasi ini muncul dalam kajian-kajian dan dalam 
pemahaman mengenai terorisme baik dalam kaitannya dengan demokrasi, 
kedaulatan negara, hak-hak asasi manusia, identitas kultural, peradaban dan 
bahkan status kehidupan dan kematian. 


2 Dalam konteks intervensi politik, keragaman perspektif dan metode untuk memahami terorisme sangat 
bermanfaat karena keragaman tersebut memperlihatkan kompleksitas wacana terorisme dan memandu 
pengambil kebijakan dengan pilihan-pilihan kebijakan taktis dan strategis. Tetapi, terlepas dari berbagai 
perbedaan perspektif dan metode, tak satupun pengkaji terorisme yang menolak kekerasan sebagai 
‘hardcore' dalam memahami terorisme. Yang diperdebatkan adalah bagaimana kekerasan teroris itu 
dipahami dalam konteks struktural, relasi-kuasa dan fenomenologi tindakan. Dengankata lain, berbagai 
definisi hadir dengan menonjolkan atau, sebaliknya, mengaburkan segi-segi yang dianggap penting dan tak 
penting. 

3 Konsep imperatif moral mengacu pada konsepsi Immanuel Kant tentang categorical imperative, yakni 
tuntutan absolut tanpa tanpa syarat yang memberikan pembenaran kepada seseorang orang untuk 
melakukan sebuah tindakan. Tindakan itu sendiri dilihat sebagai keharusan sekaligus sebagai tujuan itu 
sendiri. Tentang konsep konsep categorical imperative Kant, lihat karyanya, Groundworks for the 
Methaphysics of Moral (1993) 
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Definisi pada dasarnya adalah penamaan terhadap suatu tindakan atau 
peristiwa. Tanpa definisi, hampir tidak dimungkinkan adanya pengembangan 
konseptual dan rekomendasi kebijakan. Tetapi, definisi bukan berarti identik 
dengan kepastian semantik dari apa yang didefinisikan. Definisi berpotensi 
membentuk pengertian berbeda dalam konteks yang lain. Dalam pandangan 
yang paling ekstrim, definisi dapat pula dirumuskan dan berlaku sebagai 
topeng dominasi dan manipulasi atas fakta yang dipelajari. 

Dalam karyanya, Image of Terror: What We Can and Can’t Knoiv about 
Terrorism (2003, 1-16), Philip Jenkins, berbasikan pada pendekatan 
konstruktivist-historis, memperlihatkan kenyataan bahwa definisi sangat 
menentukan apa yang dapat dan tidak dapat kita ketahui. Definisi membuat 
kenyataan menjadi terang benderang atau, sebaliknya, gelap gulita agar politik 
leluasa berkonsep sambil bertindak. Karena itu mengkaji definisi terorisme 
berarti mencari tahu apa sebetulnya obyek yang didefiniskan sambil pada saat 
yang sama melihat sejauh mungkin implikasi etis-moral dan tindakan politik 
yang terbentang di belakangnya. 

Tak adanya konsep tunggal terorisme membawa manfaat dan kelemahan 
sekaligus. Tampilnya sejumlah perspektif dalam perdebatan tersebut 
membuat kajian terorisme menjadi lebih komprehensif. Salah satu dampak 
positif adalah kembalinya negara sebagai obyek kajian teroris (Jackson 2008, 
25-32). Terorisme sebagai salah satu variabel penting dalam kajian kekerasan 
politik telah menempatkan negara (rejim totaliter, otoritarian dan 
demokratik-liberal) sebagai aktor dan faktor diskursif dalam produksi dan 
reproduksi terorisme. Dalam kajian kekerasan politik, sentralitas negara 
terhadap terorisme diperlihatkan oleh semua perspektif. Yang membedakan 
posisi dan peran negara dalam berbagai perspektif tersebut adalah bagaimana 
kekuasaan negara beroperasi dan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan 
politik radikal dalam konteks pertarungan ideologis dan kepentingan yang 
spesifik (Chomsky 2003, 69). Pada saat yang sama, berbagai perbedaan 
perspektif tersebut juga mendorong munculnya terobosan etis keilmuan untuk 
keluar dari perangkap pragmatisme politik. Perdebatan mengenai terorisme 
telah membuat para pakar menyadari posisi epistemologis dan aksioma etis- 
moral mereka sendiri (Franks 2006, 13-28). 4 Ini tentu mendorong mereka 


4 Jason menggabungkan Pendekatan Kritis dan Analisis Wacana dalam memahami ragam definisi 
dan konseptualiasasi terorisme. Dengan cara ini, dalam pandangan Franks, definisi terorisme 
dibangun dalam ruang konseptual yang diterbingkai dalam pertarungan antara wacana-wacana 
besar. Pendekatan Kritis membantu memproblematisasi relasi-kuasa yang sedang beroperasi dan 
berusaha memahami bagaimana relasi itu muncul, mempengaruhi, dan dipengaruhi wacana 
terorisme (Franks 2006, 18). Sementara Analisis Wacana memusatkan perhatian pada ‘kategori 
realitas’ karena wacana adalah ‘matrix of social practice that gives meaning to the way people 
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mencari rumusan bersama dalam suatu komitmen tak tergadaikan untuk 
membela kehidupan yang hendak dihancurkan tindakan teroris sekaligus 
memberi basis kuat dalam kritik permanen terhadap cara kerja kekuasaan 
dalam pemberantasan terorisme dan de-radikalisasi. 


Boks i. Tiga Rumpun Teoresasi Terorisme 
Teori Terorisme Orthodoks 

Teorisasi ini tak lain adalah pemahaman dan penjelasan dominan atas terorisme. Kata 
kuncinya adalah hukum dan legitimasi moral-politis sambil menjauhi perdebatan tentang 
akar penyebab (roof causes ). Paradigma Realist dan Kedaulatan Negara mengendalikan 
teorisasi ini. Teoretisi terorisme orthodoks ini antara lain Wilkinson, Hoffman, Alexander, 
Schmid, dan Jongman. 

Teori Terorisme Radikal 

Teorisasi ini tak terlalu sering mengemuka dalam kajian akademis. Berusaha memahami dan 
menjelaskan terorisme dari sudut pandang individu, kelompok dan gerakan yang dicap 
teroris. Lebih sering dipakai untuk memberi pembenaran terhadap tindak kekerasan sekaligus 
pembelaan terhadap pentingnya perspektif akar penyebab. Teoretisi dalam kelompok ini 
Fanon, Satre, Qutb, dan Marx. 

Teori Terorisme Moderat 

Teorisasi ini belum banyak dikembangkan dalam kajian terorisme. Pusat perhatian pada akar 
penyebab. Perdebatan tentang sebab-sebab teorisme dalam kaitan dengan struktur sosial, 
ekonomi dan sebab-sebab politik. Proponen yang tercatat antara lain Gurr, Bowyer Bell, 
Crenshaw, Della Porta dan Berman. (hal 46). 

Sumber: Franks, Rethinking the Roots ofTerrorism (2006, 46). 


Kendati demikian, kelemahan dari ketiadaan definisi dan konsep terorisme 
juga tidak dapat diabaikan. Politik praktis pemberatasan terorisme dan 
penanganan radikalisme intoleran tidak dipandu kerangka etis dan 
epistemologis yang koheren. Kekosongan ini menjadi arena artikulasi 


understand themselves and their behavior’ (2006, 21). Berbeda dari substansi debat di kalangan 
positivistik, dua pendekatan ini berargumentasi bahwa tak ada pengetahuan yang tidak 
berhubungan dengan praktik kekuasaan, dan bahwa hanya melalui kekuasaan — praktik wacana 
tertentu — barulah ‘kebenaran’, dalam hal ini definisi terorisme, dapat dirumuskan. Karena itu 
memahami definisi dan konsep terorisme berarti mempelajari isu, kepentingan, struktur dan 
hubungan. Definisi tak lagi melayani fantasi pragmatisme akan obyektivitas. Lebih tegas lagi 
Jakson menulis, ”Theory does not express, translate or serve to apply practice: it is practice” 
(2006, 27. Huruf miring ditambahkan). Apa konsekuensinya dalam membaca ragam definisi dan 
konseptualisasi terorisme? Dalam kajiannya, definisi-definisi akademis mengenai terorisme 
bersumber dari 3 rumpun teorisasi terhadap terorisme: Orthodox Terrorism Theory, Radical 
Terrorism Theory, dan Moderate Terrorism Theory (lihat Box 1). 
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kepentingan domestik, regional dan internasional dari rejim-rejim politik, baik 
negara-negara Barat dan AS, maupun rejim-rejim sekuler-otoritarian di Timur 
Tengah, Asia Tengah dan juga dalam skala yang lebih lunak di Asia Tenggara 
termasuk Indonesia. 

Dalam konteks ini, Just War Theory, misalnya, justru tak mampu 
mendamaikan ketegangan antara realisme dan pasifisme dalam sejumlah 
kriteriumnya mengenai Jus ad Bellum (kriteria yang memberikan justifikasi 
dilakukannya perang) dan Jus in Bello (keriteria mengenai cara-cara yang 
dibenarkan dalam melakukan perang). Alih-alih memberi basis etis-moral 
pada ‘War on Terrorism’, teori ini meletakkan kekerasan homisida 
(penghilangan nyawa) sebagai instrumen sekaligus tujuan. Kekerasan 
homisida diberikan prasyarat dan prakondisi. Membunuh dalam perang (versi 
counter-terorism) dianggap sah karena memiliki basis dan pedoman ‘Hukum 
International’. Di lain pihak, pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok 
teroris transnasional (terorisme) seperti al-Qaeda dianggap tak sah dan 
melanggar hukum. Ini tercermin dengan jelas dalam padangan dominan 
tentang terorisme dan terorisme. Klasifikasi sebuah tindakan teror dan, 
konsekuensinya, logika yang mendasari tindakan counter-terrorism sangat 
ditentukan oleh legitimasi aktor atau keabsahan pelaku. Dalam artian in, 
kekerasan counter-terorisme sangat bisa diterima atau dibenarkan karena 
dilakukan oleh aktor-institusi yang sah kendati pun intensitas dan frekuensi 
kekerasan yang dilakukannya mungkin melebihi derajat kekerasan kelompok 
teroris. Banyak kasus yang menggambarkan skala kekerasan yang dilakukan 
dalam kerangka counter-terorisme, yang mencekam populasi suatu negara dan 
kawasan, ditoleransi atas nama perang melawan teroris dan terorisme atau 
‘penjahat kemanusiaan'. 

Definisi mengenai terorisme berdasarkan legitimasi aktor ini jelas sangat ini 
jelas sangat tidak menguntungkan bagi upaya-upaya untuk mengatasi 
terorisme. Definisi semacam itu jelas cenderung konservatif, dan bermasalahs 
ecara moral maupun etis. Seperti dikemukakan oleh Virginia Held, misalnya, 
perang melawan terorisme ’can be morally wrong than terrorism’ (2004, 63) 
Oleh karenanya, penting bagi para penstudi dan praktisi untuk kembali ke titik 
dan membangun pemahaman bersama mengenai terorisme. Bukannya tidak 
mungkin, kekeliruan terbesar proyek counter-terorisme adalah kekeliruan 
merumuskan masalah dan sebab-sebab fundamental dari terorisme itu sendiri. 
Bagi Held dan penstudi lain dalam debat etis-moral, tarik-ulur tanpa ada titik 
temu antara kubu realis dan kubu pasifis membuat kekerasan yang dilakukan 
‘kelompok teroris’ menjadi proksi dari ragam kekuatan politik internasional. 
Terdapat sebuah ironi besar dalam kajian mengenai terorisme yakni ketika 


11 



status ontologis kekerasan homisida belum mendapatkan pijakan mandiri di 
luar kendali kekuasaan moral dan kepentingan politik tertentu. 

Melalui kajian literatur yang dilakukan, studi ini melihat adanya sebuah 
kelemahan mendasar dalam perdebatan akademis, yakni, kekerasan homisida 
belum menjadi kata kunci dalam perdebatan mengenai terorisme. Para 
penstudi masih membahas kekerasan dalam kerangka dikotomis yang saling 
menegasikan dan dengan bias ideologis yang kental. Setiap kajian cenderung 
akan dilihat sbagai partisan terorisme atau partisan counter-terorisme. 
Sebagaimana akan terlihat dalam aksentuasi sejumlah perspektif terorisme 
dan radikalisme, debat menjadi lingkaran konseptual yang pelik di mana 
sentimen rasis, nasionalis, orientalis dan oksidentalis saling membela diri dan 
menegasikan yang lain. 

Kesimpulan awal yang dapat disampaikan di sini adalah bahwa absennya 
konsep kekerasan yang koheren bukan karena ia tak dibicarakan dalam 
perdebatan tersebut, melainkan terutama karena kekerasan terus saja 
diperdebatkan dengan aksioma-aksioma moral sepihak. Konsekuensinya, 
kekerasan menjadi proksi moral dan proksi politik. Terorisme menjadi cek 
kosong bagi, pertama, kelompok yang hendak melampiaskan kebenciannya 
terhadap ketidakadilan global — yakni kelompok dan pendukung terorisme, 
maupun alasan bagi, kedua, negara liberal dan otoritarian untuk meredam 
oposisi militan dalam negeri dan kawasan—proponen counter-terorisme. 5 

Membicarakan terorisme tanpa membicarakan kekerasan homisida dalam 
formulasi konseptual yang koheren sama artinya berdebat tentang pornografi 
tanpa ada kepastian mengenai kerangka moral-etis terhadap tubuh dan 
eksposure-nya.. Kalau dalam pornografi, puritanisme dan sekularisme dengan 
seluruh perangkat governmentalitasnya bertarung memberikan esensi pada 
tubuh, maka dalam wacana terorisme kubu ontologis dan kubu deontologis 
dengan seluruh teknologi kuasanya bertarung memberikan esensi pada 
kehidupan dan kematian melalui perdebatan tentang teror dan kekerasan 
homisida. 

Rejim Internasional dan Produksi Pengetahuan 

Studi literatur ini berargumen bahwa dalam mempelajari terorisme dan 
radikalisme kita perlu membedakan secara ketegoris antara, pertama, 


5 Lihat Human Rights Watch, World Report 2002: Events of 2001 (New York; Human Rights 
Watch 2002), xix 
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terorisme dan radikalisme sebagai wacana dan, kedua, terorisme dan 
radikalisme sebagai fakta sosial atau tindakan kekerasan. 

Menyebut sebuah tindakan sebagai kekerasan teroris, atau bagian dari 
terorisme, tak dapat dilepaskan dari konteks dan perspektif. Dari sejumlah 
besar literatur yang dipelajari, terdapat konsensus bahwa terorisme dan 
radikalisme merupakan penamaan terhadap suatu jenis tindakan kekerasan. 
Hanya saja seberapa jauh tindakan homisida itu berbeda dari kekerasan lain, 
kita terbantu dengan konsep kekerasan politik yang lebih luas dimana pelaku 
kekerasan, teknik atau tindakan kekerasan, sasaran atau obyek kekerasan 
dan tujuan atau ideologi kekerasan dapat bervariasi. Inilah substansi atau 
materi perdebatan di antara berbagai perspektif tentang terorisme dan 
radikalisme yang akan dibahas lebih detail dalam 4 tema pada bab-bab 
selanjutnya. 

Seperti dikemukan sebelumnya, kajian literatur ini menemukan suatu fakta tak 
terbantahkan bahwa konsepsi dan teorisasi terorisme dan radikalisme dalam 
dunia akademis tak terpisahkan dari perdebatan politik-moral mengenai 
terorisme dan radikalisme dalam kaitan dengan praxis kebijakan negara- 
negara Barat, hukum internasional dan hukum humaniter. Hegemoni 
paradigma realisme dalam debat akademis mencerminkan tidak adanya 
konsensus politik dalam masyarakat internasional. Perlu dicatat yang 
dimaksudkan dengan ‘masyarakat internasional’ bukanlah entitas simbolik 
yang dikonstruksi oleh kekuatan-kekuatan dominan di PBB, melainkan juga 
kekuatan-kekuatan riil politik yang disingkirkan karena tidak bersedia 
menerima forced consensus’ atas problem-problem penting seperti terorisme 
dalam perdebatan sengit di lemabaga internasional ini. 

Kita tak bisa mengabaikan fakta politik tersebut, bahwa terdapat hubungan 
saling membentuk antara wacana akademis dan wacana politik praktis. 
Hubungan ini tercermin dalam pewacanaan terorisme sebagai problem 
internasional, problem regional dan problem nasional di satu sisi dan 
terorisme sebagai ancaman bagi perikemanusiaan di sisi lain. Dalam kajian 
awal terhadap berbagai literatur ini kedua dua masalah tersebut tampak jelas 
dalam perdebatan dalam tema Etis-Moral dan dalam tema Metode-Strategi. 

Moral, Kekerasan dan Keamanan 

Perdebatan antar berbagai perspektif tentang terorisme dan radikalisme pada 
dasarnya sangat erat terkait dengan dua fakta: pertama, ketidakjelasan status 
ontologis-etis kekerasan teror dan, kedua, ketidakjelasan definisi terorisme, 
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apalagi radikalisme, dalam hukum internasional (Nathanson 2010, 11-23). Dua 
fakta ini saling melengkapi. Artinya, propaganda politik keamanan tradisional 
dan klaim supremasi demokrasi liberal menejadikan konseptualisasi terorisme 
dalam kajian-kajian akademis sangat bias ideologi (Asad 2006, 14). Ketika 
terorisme tak didefinisikan secara sistematis, radikalisme menjadi istilah yang 
lebih longgar dan bisa dihubungkan dengan terorisme tanpa perlu kajian 
konseptual yang memadai. 

Wacana 

Mengikuti kritik Talai Asad dalam Suicide Bombing (2006), wacana terorisme 
pasca 9/11 berubah secara dramatis menjadi obyek baru dalam 
governmentalitas demokrasi liberal. Tidak sedikit kajian akademis tentang 
terorisme berkembang-biak di atas premis-premis orientalis. Orientalisme 
modern diusung proponen paradigma the clash of civilization. Secara 
konseptual, paradigma akademis ini berkolaborasi dengan para proponen Just 
War Theory. Keduanya mendominasi para akademisi dunia dan memandang 
terorisme dan radikalisme persis ketika ‘Islam’ masuk ke dalam perdebatan 
sebagai obyek analisis dan tentu saja dianggap sumber masalah kekerasan. 

Akibatnya, baik soft approach maupun hard approach yang dikembangkan 
dalam counter-terorisme semakin jauh dari kritik dan koreksi. Menghadapi 
cara kerja governmentalitas liberal ini, tantangan para pengkaji terorisme dan 
radikalisme menjadi semakin besar. Dilema itu begitu nyata karena mereka 
akan dituntut untuk selalu mempertanyakan netralitas keilmuan dalam kajian 
mereka. Satu hal yang jelas dalam dilema tersebut, bahwa mengkaji terorisme 
berarti bersikap waspada dan kritis terhadap asumsi-asumsi teoretis yang 
dipergunakan dalam penelitian. 

Membaca terorisme sebagai produk hubungan pengetahuan dan kekuasaan 
berarti membacanya sebagai wacana. Dalam artian ini, terorisme sekaligus 
menjadi ‘obyek’ kajian akademis dan menjad ‘obyek’ intervensi politik negara 
ataupun kekuatan-kekuatan aktual dalam isu keamanan dan kemanusiaan. 
Penetrasi wacana terorisme — sebagai double object of discourse — dalam 
prakteknya saat ini telah menghasilkan dua pendekatan ataupun strategi 
utama dalam memerangi terorisme, yakni pendekatan lunak ( hard approach ) 
dan pendekatan keras ( soft approach ). Pendekatan lunak merupakan strategi 
yang sangat dan semakin penting dalam upaya memerangi terorisme saat ini 
seperti tercermin dalam kebijakan-kebijakan de-radikalisasi dan 
disengagement yang semakin populer. Pendekatan keras termasuk di 
dalamnya mobilisasi kekuatan militer tercermin dalam kebijakan ‘war on 
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terrorism’ pada tingkat global sampai pendekatan hukum polisional pada level 
domestik. Dalam terinologi yang dibuat oleh Terente (2002, 5) pendekatan 
lunak terhadap terorisme masuk dalam kategori ‘law of war framework’, 
sementara pendekatan keras masuk dalam ‘legal enforcement framework’. 6 

Dalam kaitannya dengan terorisme sebagai pengetahuan inilah sejumlah 
cendekiawan yang berorientasi Post-Foundasionalist mengarahkan kritik- 
kritik tajam mereka terhadap pemahaman dominan tentang terorisme. 
Diantara para pengkritik ini, yang paling keras adalah Joseba Zubaika. Dalam 
bukunya yang berjudul, Terrorism: Self-fulfilling Prophecy, Zubaika 
berargumen bahwa terorisme yang diwacanakan pasca 9/11 justru terbentuk 
dan berkembang karena diselenggarakannya proyek besar counter-terrorism. 
Artinya, tanpa ada wacana counter-terorisme, mungkin kita tidak harus 
berhadapan dengan terorisme. Dengan kata lain, menurut Zubaika, counter- 
terorismelah yang menjadikan terorisme ada, dan bukan sebaliknya. Seperti 
yang ditulisnya secara eksplisit, “counter-terrorism has become self-fullfilling 
and it is now pivotal in promoting terrorism” (2009, 19). 

Para akademisi dan masyarakat umum tidak pernah berbicara dan melihat 
langsung dengan ataupun mendengar kesaksian ‘teroris’. Kita mengetahui 
‘eksistensinya’ melalui pemberitaan peristiwa pembunuhan dan pemboman. 
Menggunakan analisis event-ideological framing, teroris dan terorisme 
dirumuskan di dalam peristiwa atau melalui peristiwa oleh mereka yang 
memiliki kekuasaan untuk menamakan dan mendefenisikan peristiwa. Di luar 
peristiwa tersebut, dia dianggap hantu ( specters ), hidup di wilayah batas yang 
samar. Dengan cara kerja ini, negara menjadi pengejar hantu dengan 
memberdayakan lembaga intelijen dan militer. Begitu pula halnya, karena 
teroris adalah hantu maka habitatnya harus ditemukan melalui penggunaan 
istilah radikalisme dengan Islam sebagai sarangnya. Bagi Zubaika, wacana 
terorisme menciptakan terorisme dan mendorong seseorang atau kelompok 
menjadi teroris: “terrorism discourse creates its own reality” (2009, 2). 

Para pengkritik wacana terhadap wacana terorisme / radikalisme, seperti 
misalnya Zubaika atau Asad, pada dasarnya tidak menolak ataupun 
meremehkan fenomena terorisme ataupun radikalisme. Apa yang mereka 
sampaikan sepenuhnya lebih didasari oleh kekhawatiran mereka tarhadap 


6 Sebagai perbandingan, dalam karyanya Democracy versus Terrorism: Liberal State Response 
(2001, 49-102), Paul Wilkinson mencatat tiga model pendekatan demokrasi atau negara liberal 
dalam menangani terorisme modern sejak berakhirnya Perang Dunia II, baik terorisme domestik 
maupun terorisme internasional/transnasional. Pertama, pendekatan diplomasi atau negosiasi 
politik dan proses perdamaian. Kedua, pendekatan legislasi termasuk reformasi legislasi dan 
penegakan hukum. Ketiga, pendekatan militer atau perang melawan terorisme. 
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ekses dari bagaimana terorisme dan radikalisme diwacanakan setelah serangan 
9/11. Dalam artian ini, salah satu ekses yang paling merusak adalah 
bergesernya Islam dari kategori budaya menjadi kategori politik. Pergeseran 
ini ditunjukan oleh Mahmood Mamdani dalam artikelnya, ‘Good Moslem, Bad 
Moslem: Political Perspective on Terrorism’ (2002, 765). Dalam artikelnya, 
Mamdani berargumen bahwa Islam sebagai pengalaman iman berubah 
menjadi simbolisasi terhadap ‘anomali politik’ yang diperlukan dalam 
govermentalitas liberal. Pasca 2001, Islam nyaris tak dapat diperbincangkan 
lagi kalau tak dihubungkan dengan radikalisme dan kekerasan. Penstudi ini 
mengkaji bagaimana dalam pandangan liberal, Islam harus dikarantina dan 
anasir-anasir jahat ( devil ) diusir ke luar dari tubuh agama ini. 

Pengkritik keras wacana terorisme yang lain adalah Noam Chomsky, seorang 
yang memang sangat kritis terhadap politik luar negeri AS. Melalui bukunya, 
‘Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance’ (2003), 
Chomsky menunjuukan konsistensi AS, sebagai negara hegemonik, dalam 
menciptakan musuh internasional. Setelah ideologi Komunisme bubar sejak 
1989, Islam dilirik dan dikonstruksi sebagai musuh internasional pasca Perang 
Dingin. Jika dalam masa Perang Dingin Komunisme dijadikan hantu yang 
sangat menakutkan melalui wacana ‘sovietology’, maka dalam periode pasca 
Perang Dingin terorisme dijadikan momok yang meneror melalui wacana 
‘terrorology’. Melalui wacana ini Islam menjadi tubuh yang dirasuki roh jahat 
yang berwujud fundamentalisme dan jihadisme di bawah label generik 
radikalisme. 

Dalam tulisannya yang lain ‘International Terrorism: Image and Reality’, 
Chomsky mengingatkan kalangan akademis untuk selalu waspada terhadap 
pewacanaan terorisme melalui paradigma kedaulatan negara. Baginya seorang 
ilmuwan politik harus dapat membedakan ‘literal terrorism’ atau realitas 
faktual terorisme dan ‘propagandist terrorism’. Konsep terorisme literal 
Chomsky literal mengacu pada terorisme dalam arti yang sebenarnya, yakni 
yang menjadi ancaman nyata bagi negara dan warga negara. Sementara, bagi 
Chomsky, terorisme propaganda mengacu pada wacana tentang terorisme yang 
dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan politik AS, negara-negara Barat 
ataupun rejim-rejim otoriter di dunia ketiga. Chomsky mendorong para 
pengkaji terorisme untuk bersikap kritis terhadap terorisme dalam artian yang 
kedua tersebut. Tanpa sikap kritis, terorisme mnjadi tidak lebih daripada 
konsep dengan bias ideologis yang kental. Dalam cengkeraman hegemoni 
liberal, terorisme semata-mata merupakan sebuah 'konsep yang diekploitasi 
untuk melayani sistem kekuasaan' (1991, 69). 
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Berbagai pemikiran kritis tentang terorisme di atas dapat memberikan 
sumbangan yang signifikan dan nyata upaya menangani terorisme. Pemikiran- 
pemikiran tersebut akan memberikan panduan yang lebih jelas bagi 
pemberantasan tindakan-tindakan teror dan, pada saat yang sama, memberi 
garansi bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi warga negara. 
Setidaknya kekhawatiran Zubaika terhadap ekses formatif dari proyek counter- 
terorisme bisa diminimalisir tanpa harus menolak terorisme sebagai sebuah 
bentuk kekerasan. Pemikiran kritis terhadap terorism juga membantu kita 
untuk mengindentifikasi kelompok dan gerakan yang melakukan tindak 
kekerasan dengan berbagai kategori yang berbeda dan oleh karenanya juga 
membantu kita untuk menemukan strategi yang lebih sesuai dengan ancaman 
yang kita hadapi. Dalam artian inilah, kita mengenal adanya berbagai bentuk 
terorisme seperti yang disarikan dalam Boks 2 di halaman 18. 

Klasifikasi dan Evaluasi 

Cara lain untuk melihat problematik definisi dan konseptualisasi atas 
terorisme dan hubungannya dengan radikalisme adalah dengan membedakan 
isu klasifikasi dan isu evaluasi sebagaimana yang diusulkan Nathanson dalam 
Terrorism and Ethics of War (2010, 15). Bagi Nathanson, pemisahan ini 
diperlukan agar sebuah tindakan yang terkait dengan terorisme dapat terbebas 
dari penilaian moral. Dalam perdebatan internasional sejak tahun 1970, 
terorisme menjadi penanda bagi pertarungan dua kubu moral dalam satu 
klausa yang hampir menjadi klasik: your terrorists, my freedomfighters. 

Kubu pertama, atas nama moral membela hak hidup, menyebut tindakan teror 
sebagai tak bermoral. Di lain pihak, kubu kedua atas nama moral pembebasan 
dari penindasan dan agresi, menyebut tindakan kekerasan mendapatkan 
pembenaran moral. Alhasil, terorisme kemudian tak lebih dari slogan yang 
dipakai dua kubu untuk saling menghakimi, sementara tindakan-tindakan 
kekerasan atas nama pembebasan (anti-kolonialisme, anti-kapitalisme, anti- 
Amerika) di satu sisi dan kekerasan atas nama membela hak-hak asasi dan 
kedaulatan negara ( counter-terorism ) di sisi lain, terus berlanjut. Tidak ada 
upaya untuk menghasilkan kepastian semantik yang dapat dirumuskan dan 
diterima bersama dalam politik internasional. 

Menurut Nathanson, untu menjadikan terorisme salah secara moral, maka 
diperlukan klasifikasi tindakan teroris yang jelas dan tepat. Mengutip 
pernyataannya berikut: 



Boks 2. Tipologi Kekerasan Teror Berdasarkan Aktor 


Terorisme negara ( State terrorism ). Teror jenis ini adalah yang paling tua dalam sejarah 
kekerasan kolektif. Dimulai sejak masa Kekaisaran Romawi menindak pemberontakan 
Spartacus di abad pertama Sebelum Masehi. Ribuan pemberontak yang tertangkap disalib 
dengan keji. Dimaksudkan sebagai peringatan bagi para budak agar tidak melakukan 
pemberontakan. Eropa dalam periode pencerahan ditandai rentetan kekerasan teror yang 
dilakukan Negara. Dimulai dari reign of terror dalam Revolusi Perancis yang berambisi 
menumpas habis musuh-musuh revolusi termasuk yang masih dalam bayangan sekalipun. 
Terorisme negara mendapatkan bentuknya lebih banal dalam berbagai bentuk totalitarianisme 
seperti yang dilakukan oleh Hitler (Nazi), Stalin (Komunisme), Mussolini (Fasisme) dan Franco 
di Spanyol. Aksi dan reaksi Israel terhadap perjuangan rakyat Palestina adalah salah satu 
ilustrasi kontemporer mengenai terorisme negara. Termasuk selama periode pasca perang 
dingin, AS melakukan pemboman udara di serbia, Irak dan Afganistan. Kendati demikian, 
sampai saat ini tindakan teror yang dilakukan negara terhadap warga negara belum diakui 
sebagai terorisme dalam sistem norma internasional. 

Terorisme pemberontak ( insurgent terrorism ). Insurgensi adalah gerakan terorganisir 
untuk mengambil alih atau membentuk sebuah negara baru dengan menggunakan kombinasi 
strategi propaganda, perang gerilya dan tindakan terorisme. Gerakan ini ditopang ideologi yang 
kuat dan memiliki tujuan politik yang jelas. Kekecewaan rakyat terhadap negara umumnya 
dieksploitasi dan dimobilisasi untuk memberikan justikasi moral dan legitimasi bagi 
perjuangan kelompok ini. Soal ketidakadilan ekonomi dan wilayah diartikulasikan bersama 
melalui etno-nasisonalisme membuat gerakan ini sangat efektif menghancurkan kolonialisme 
dan membentuk negara-negara postkolonial di Asia, Afrika dan Amerika Latin sejak awal abad 
ke-20. Gerakan pemberontakan menggunakan teror secara selektif. Tujuannya adalah 
mencapai tujuan politik. Karena tujuannya jelas maka teror yang digunakan haruslah efektif 
menyampaikan pesan politik. Hal lain adalah bahwa teror yang digunakan harus efektif untuk 
mengundang reaksi keras negara yang justru menambah simpati rakyat terhadap gerakan ini. 

Terorisme kriminal ( criminal terrorism). Mirip dengan kelompok insurgent, oraganisasi 
kejahatan menggunakan teror secara terbatas dan selektif untuk mencapai tujuan. Biasanya 
karena tujuannya adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin, organsasi atau kelompok 
penjahat lebih selektif dibandingkan kelompok pemberontak. Sindikat kejahatan sangat 
memperhatikan toleransi publik atas aksi-aksi kejahatan mereka. Sepanjang teror yang 
digunakan tidak membawa ‘collateral darnage’ atau menggangu ketertiban dan keamanan 
masyarakat luas, maka kelompok ini tidak mendapat perhatian atau reaksi keras dari publik. 

Terorisme kelompok atau organisasi teroris ( terrorism of the terrorist groups). 

Mockaitis meragukan pendapat umum bahwa jika teror menjadi senjata atau instrumen 
perjuangan politik maka gerakan ideologis tertentu dapat disebut terorisme. Baginya, gerakan 
pemberontak dan sindikat kejahatan juga menggunakan teror. Hanya saja penggunaannnya 
bersifat terbatas dan selektif. Bagi Mockaitis terorisme lebih dekat dengan kelompok ekstrimis 
yang menggunakan teror secara hampir tak terbatas untuk tujuan yang tak jelas dan mungkin 
tercapai. Karena itu kategori ‘teror as weapon of choice’ menjadi lebih penting dibandingkan 
dampak dan alasan digunakannya teror tersebut. Dalam bahasa yang tegas dia menulis: “an 
organisation that lacks the capacity to do anything but to carry otu terrorist attacks deserves to 
be labelled ‘terrorist’ (hal 8 ). 

Dikembangkan dari formulasi Mockaitis, 
The New Terrorism: Myth and Reality ( 2007, 4-8) 
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The Central classification question is: which actions should we classify as “terrorist” 
acts? The Central moral question is: are the actions that we classify as “terrorist” 
sometimes morally right or always morally wrong? The first question is answered by a 
definition and the second by a moral judgment. In order to make progress on the 
moral question, we need to settle the classification question. Until we know what 
terrorism is, we cannot know if it is right or wrong. (2010, 16. Penekanan 
ditambahkan) 


Sasaran Nathason tak lain adalah kritik terhadap determinasi moral atas tindakan. 
Moralisme yang kuat cenderung terlebih dahulu memberi label suatu kelompok 
sebagai terorist dan dengan label ini apapun tindakan yang dilakukan oleh 
kelompot tersebut dapat dengan mudah dilihat sebagai tindakan terorisme. Proses 
labelisasi dan, konsekuensinya, delegitimasi tindakan ini hampir selalu dilakukan 
oleh dua pihak yang sedang dalam konflik. Gerakan perlawanan misalnya 
seringkali menggunakan terminologu terorisme untuk menamakan kekerasan 
yang dilakukan negara. Sebaliknya, negara juga memberikan label terrorisme 
untuk perjuangan kelompok separatis dan membenarkan penggunaan instrumen 
kekerasan secara ekstensif maupun intensif. 

Proses labelisasi ini terlihat dengan sangat jelas misalnya dalam kebijakan ‘ivar on 
terrorism’ yang digulirkan Bush pasca 9/11. War on terrorism menggambarkan 
dorongan moral yang sangat kuat untuk menamakan siapapun sebagai teroris 
sepanjang bersimpati atau menjadi bagian dari komunitas di mana pun Al-qaeda 
berada. Seperti diungkapkan secara eksplisit oleh Bush, “if you harbor terrorist, 
you are a terrorist; if you aid and abet terrorist, you are terrorist — and you will be 
treated like one!” (Dikutip dari Chomsky 2003b, 302). Dalamkerangka itu, setelah 
mendefiniskan Al-Qaeda sebagai teroris, rejim Bush kemudian memperluas 
perang melawan terorism dengan menamakan komunitas-komunitas tertentu 
dengan istilah yang sangat erat kaitannya dengan terorisme seperti ‘support base’ 
atau ‘breeding ground’. Pada saat yang sama, negara-negara tertentu juga dicap 
sebagai ‘axis of evil’ untuk menjustifikasi agresi terhadap Afganistan pada tahun 
2001 dan Irak pada tahun 2003. Dalam pemerintahan Obama masyarakat 
ASmempertanyakan ‘moral fallacy’ atau ketidakjelasan moral dari agresi itu dan 
mencatatnya sebagai kebijakan terburuk dalam sejarah politik luar negeri yang 
mengklaim diri paling demokratis di seluruh dunia ini. 

Kendati demikan, upaya pemisahan antara isu klasifikasi dan isu evaluasi tak 
sepenuhnya bisa diterima oleh para pengkaji kekerasan politik, etika politik dan 
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fundamentalisme Islam. 7 Slavoc Zizek dalam Violence: Six Sideways Reflections 
(2008, 74-92), misalnya, membaca terorisme bukan sekadar masalah moral. 8 
Terorisme, sebagai wacana maupun sebagai tindakan kekerasan, 
menyembunyikan fantasi primordial tentang diri dan orang lain, tentang 
kelompok sendiri dan kelompok lain, tentang negara sendiri dan negara lain. 
Membunuh orang lain atas nama kebebasan dan keadilan (‘kelompok terorist’) 
dan mengejar dan membasmi kelompok tersebut dan kelompok basisnya (counter- 
terorisme) tersandera dalam logik formasi identitas yang sama. Isunya bukan lagi 
mana teroris dan bukan teroris, melainkan bahwa kekerasan diperlukan sebagai 
cara mereproduksi imaji diri dan orang lain. Kekerasan menjadi ‘performative 
efficiency’ bagi reproduksi orde liberal atau subyek liberal dan juga bagi 
reproduksi ‘puritanisme Islam’. 

Dalam etika politik radikal yang diusung Zizek (dan pemikir-pemikir lain yang 
akan diuraikan dalam bagian Perdebatan Etis-Moral), kriteria moral untuk 
membaca terorisme ditinggalkan sama sekali dan diganti dengan kriteria etis ko- 
eksistensial. Alasannya sangat jelas. Moralitas, dalam hal ini aksioma moral, 
bersifat membenarkan diri, ‘self-grounding\ sementara etika bertolak dari 
pengakuan akan keterbatasan fundamental bahwa identitas selalu kosong karena 
itu membutuhkan identifikasi atau simbolisasi, menghadirkan identitas lain agar 
identitasnya bisa muncul atau dimunculkan dan memiliki makna. Berbeda dengan 
klaim moral, dalam etika yang berlangsung adalah ‘self-exposure\ 

Resolusi PBB tentang terorisme: ‘Inspecting the Specters’ 

Ketiadaan definisi tunggal mengenai terorisme tidak identik dengan ketiadaan 
upaya untuk merumuskan sebuah definisi bersama. Upaya internasional untuk 


7 Salah satu hipotesis yang menyatukan mereka adalah bahwa apapun tindakan itu, termasuk 
tindakan melakukan klasifikasi, selalu didasarkan pada aksioma moral tertentu. 
Mendeskirpsikan suatu tindakan pada dasarnya sudah sekaligus menyertakan penilaian moral 
atas tindakan tersebut. Kelompok ini masuk dalam kategori kelompok post-positivistik atau 
post-foundationalist. Dari kutipan Nathason di atas, terdapat kesan yang kuat bahwa Nathanson 
mengasumsikan sudah ada konsensus moral tentang suatu tindakan. Yang dibutuhkan adalah 
memastikan karakteristik tindakan. Penalaran ini diragukan kelompok post-foundationalist 
dengan alasan yang sangat jelas bahwa tindakan atau peristiwa ( event ) dianggap sebagai 
tindakan atau peristiwa karena imposisi nilai atasnya. Konteks dan penilaian membuat tindakan 
menjadi tindakan yang bisa dipahami dan diklasifikasi karakteristiknya. Klasifikasi dan deskripsi 
tentang pelaku, kekerasan yang dilakukan, korban, dan tujuan kekerasan hanya bisa dilakukan 
justru karena terdapat penilaian. ‘ The act ofnaming’ itulah yang membuat kita bisa memastikan 
siapa itu ‘pelaku’, apa tindakan ‘kekerasan’ , dan siapa itu ‘korban’. Dengan kata lain, moral 
sudah beroperasi dalam deskripsi. 

8 Lihat juga, Slavoc Zizek (2002) Welcome to the Desert of the Real: Five Essays on September 11 
and Related Dates. London: Verso 
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mendefinisikan terorisme telah telah berlangsung sejak awal tahun I970an 
Pembunuhan sejumlah atlet olimpiade Israel di Munich, Jerman, menjadi 
pemicu awal perdebatan tentang terorisme di PBB. Tetapi, perdebatan tentang 
definisi terorisme dan terorisme internasional tak pernah menghasilkan 
kesepakatan di antara negara-negara anggota. Definisi tentang terorisme yang 
dihasilkan sangat umum dan memungkinkan berbagai interpretasi yang 
berbeda. Tentu saja tidak sulit menjelaskan kegagalan PBB untuk 
menghasilkan rumusan yang jelas. Definisi yang jelas mengenai terorisme 
mungkin tidak lebih menguntungkan bagi kepentingan negara-negara anggota 
PBB dan, olehkarenanya, tidak pernah menjadi tujuan dalam merumuskan 
definisi terorisme. Justru sebaliknya, definisi yang sangat longgar dan tidak 
jelas inilah yang lebih bisa melayani kepentingan masing-masing negara. 
Dalam artian ini, setiap negara hanya bekepentingan terhadap definisi tentang 
terorisme yang memberikan legitimasi mereka untuk bertindak dalam 
kaitannya dengan upaya untuk menangani terorisme. Untuk itu, sebuah 
definisi yang memberikan deskripsi dan klasifikasi terhadap obyek (kelompok 
teroris dan tindakan terorisme), korban (warga sipil atau non-kombatan), 
tujuan politik tindakan terorisme serta bentuk dan cakupan tindakan negara 
dalam memberantas terorisme jelas merupakan definisi yang lebih dari 
memadai. 

Pada dasarnya, upaya internasional untuk mendefiniskan terorisme adalah 
upaya untuk mendefiniskan musuh internasional. Seperti dikemukakan oleh 
Jorg Friedrich, misalnya, perdebatan dalam merumuskan definisi terorisme 
adalah perdebatan mengenai siapa yang diacu sebagai musuh internasional. 9 
Terorisme adalah nama lain dari musuh yang hendak dirumuskan dalam debat 
tersebut. Sepeti yang ditulisnya, mendefinisikan terorisme berarti 'determining 
international public enemy' (Friedrich 2006, 69-70). Menurut Friedrich, 
upaya untuk mendefinisikan terorisme sebagai musuh internasional 
berlangsung dalam dua periode yang berbeda. Yang pertama berlangsung pada 
tahun I970anm yakni setelah tragedi Munich, sedangkan yang kedua 
berlangsung setelah terjadinya serangan 11 September. 

Dalam perdebatan pertama terdapat perbedaan yang sangat tajam antara 
Amerika, Inggris, Israel dan sejumlah negara Barat lain di satu sisi dengan 

9 Literatur pembanding lain yang mengkaji perdebatan ini, lihat Ben Saul, “Attempts to Define 
‘Terrorism’ in International Law”, dalam Netherlands International Law Review, LII: 57-83, 
2005. Lihat juga ulasan Rosalyn Higgins “the General International Law of Terrorism”, hal 13- 
29, dan Maurice Flory “International Law: an Instrument to Combat Terrorism”, hal 30-39, 
dalam Rosalyn Higgins dan Maurice Flory, eds, (2003) Terrorism and international Law. 
London: Routledge. Bahan rujukan lain,lihat Juan Antonio Carrillo-Salcedo “Terrorism and 
General Principles of International Law”, hal 9-13, dalam Pablo Antonio Fernandez-Sanchez, 
eds, (2009) International Legal Dimension of Terrorism. Leiden: Martinus Nifhoff Publishers. 
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negara-negara Dunia Ketiga di sisi lain. Negara-negara Dunia Ketiga 
mengentang keras usulan rumusan terorisme yang diajukan oleh AS dan 
beberapa negara dekatnya itu terutama karena pada masa itu sejumlah negara 
di Asia, Timur Tengah dan Afrika tengah berusahanegara-negara Dunia Ketiga 
khawatir bahwa konvensi internasional tentang terorisme akan memberi 
justifikasi kekuatan kolonial dalam meredam perjuangan untuk menentukan 
nasib sendiri ( self-determinism ). Dalam keangka ini, wacana terorisme dilihat 
sebagai skenario kolonialis yang hampir tumbang (terutama Prancis dan 
Inggris). Meskipun telah dibentuk Ad Hoc committee on International 
Terrorism tahun 1973 melalui resolusi dewan Keamanan, draft konvensi tak 
kunjung menghasilkan konsensus. 10 

Perdebatan pertama ini berlangsung dalam kaitannya dengan definisi dan 
konseptualisasinya. Negara-negara Dunia Ketiga, terutama Algeria, 
menekankan pada pentingnya 'akar penyebab' (root causes ) dan motif-motif 
politik di balik tindakan sebagai dasar untuk mendefinisikan terorisme. 
Negara-negara pengusul draft konvensi, sebaliknya, lebih menekankan pada 
jenis tindakan teror, korban dan dampak kolateralnya. Perbedaan antara 
kedua posisi tidak pernah sampai pada titik temu dan gagasan untuk 
menyusun konvensi internasional tentang terorisme tak pernah terwujud 
hingga akhir tahun I970an. Perdebatan bukanhanya terjadi dalam Sidang 
Umum, tetapi juga dalam sidahng-sidang komita. Konsekuensinya, persolatan 
terorisme internasional hanya dirumuskan melalui resolusi-resolusi Dewan 
Keamanan PBB, sebuah forum yang memungkinkan negara-negara besar 
untuk membangun kesepakatan secara terpisah terpisah. 

Perdebatan kedua memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Kali ini hampir 
semua negara anggota PBB memandang terorisme sebagai ancaman bersama. 11 

10 Substansi perdebatan tentang perumusan draft konvensi terorisme internasional bisa dibaca 
dalam berbagai dokumen-dokumen berikut: UN Doc. A/C.6/L.850 (25 Sept. 1972): draft 
convention; Department of State, ‘U.S. Votes against U.N. General Assembly Resolution Calling 
for Study of Terrorism’; UN Doc. A/RES/3034 (18 Dec. 1972): GA resolution; UN Doc. A/9028 
(1973): report of the Ad Hoc Committee; UN Docs. A/32/37 (28 April 1977); A/34/37 (17 April 
1979); A/AC.160/SR.11-19 (1979): reports and summary records of theAdHocCommittee; UN 
Doc. A/9028 (1973): report of the Ad Hoc Committee, annex 7b; UN Doc. A/C.6/SR.1355-1374 
(November 1972): verbatim records of the Sixth Committee; 13. UN Doc. A/32/37 (28 April 
1977): report of the AdHocCommittee; UNDocs.A/AC.i6o/i(i6Mayi973);A/AC.i6o/i/Add.i 
(i2Junei973); A/AC.i6o/2(22Junei973): UN Doc. A/32/37 (28 April 1977): report of the Ad 
Hoc Committee. Sementara sikap dan pendirian AS dalam perdebatan ini bisa dilihat dalam: L. 
Hoffacker, ‘The U.S. Government Response to Terrorism: A Global Approach’, in M. Cherif 
Bassiouni (ed.), International Terrorism and Political Crimes (1975), 537; E. N. Evans, 
‘American Policy Response to International Terrorism: Problems of Deterrence’, in M. H. 
Livingston (ed.), International Terrorism in the ContemporaryWorld (1978), 376. 

11 Bahan-bahan perdebatan periode 2000 dapat dilihat dalam dokumen-dokumen berikut: UN 
Doc. A/RES/54/110 (2 Feb. 2000): GA resolution; UN Doc. A/C.6/55/1 (28 Aug. 2000): revised 
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Baik AS, Israel dan negara-negara Eropa maupun sebagian besar negara Timur 
Tengah, Asia, Amerika Latin dan Afrika bersepakat mengenai ancaman nyata 
terorisme. Tetapi, sebagaimana yangterlihat, ancaman bersama yang dimiliki 
oleh semua negara di dunia itu ternyata tidak cukup kuat untukmendorong 
mereka menghasilkan kesepakatan. Ironisnya, kegagalan itu justru disebabkan 
oleh ketidaksepakatan mereka dalam menentukan ancaman tersebut, yakni 
terorisme. Sumber ketidaksepakatan terletak pada pertanyaan-pertanyaan 
seperti (i) apakah konvensi harus memiliki definisi yang jelas dan pasti 
mengenai terorisme, (2) apakah gerakan bersenjata (armed forces) dalam 
konflik bersenjata dapat diklasifikasi sebagai terorisme, dan terpenting (3) 
apakah gerakan pembebasan dari okupasi asing masuk dalam kekerasan 
kategori ini. Lima puluh enam negara anggota Organisasi Konferensi Islam 
(OKI) bersikukuh untuk mengeluarkan gerakan liberasi nasional bersenjata 
dari definisi dan cakupan terorisme, sementara Amerika, Inggris serta Israel 
bersikeras memasukkan kelompok ini dalam kategori terorisme. Salah satu 
pertaruhan dalam isu ini adalah konflik Israel-Palestina, terutama terkait 
dengan perjuangan bersenjata Hamas. Kendati demikian, sejumlah negara 
Timur Tengah tetap memandang perlu konvensi terorisme terutama berkaitan 
dengan kepentingan domestik dari rejim konservatif dan rejim autoritarian di 
kawasan ini. Adanya Konvensi internasional memungkinkan rejim-rejim 
tersebut memberangus faksi-faksi oposisi dalam negeri. 

Kerumitan lain dalam mendefinisikan terorisme adalah soal penentuan siapa 
dan kelompok yang masuk ke dalam kategori teroris. Negara-negara Dunia 
Ketiga menginginkan kepastian terorisme dalam konvensi. Kepastian itu harus 
diterima semua negara sebagai basis konsensus politik antar-negara dalam 
mengidentifikasi dan menangani terorisme. Hal ini ditekankan untuk 
mengantisipasi kesewenangan negara-negara Barat dan AS dalam menentukan 
dan memobilisasi perang terhadap terorisme yang didefinisikan sendiri dan 
berpotensi melanggar kedaulatan negara lain. Di pihak lain, Amerika dan 
Inggris menghendaki penentuan gerakan teroris melalui formula case-by-case. 
Menarik untuk dicatat bahwa retorika yang disampaikan oleh perwakilan AS 
dan Inggris di PBB sangat identik, yakni ‘terorism is evil’. Artinya, bagi AS dan 


draft convention; cf. UN Doc. A/C.6/51/6 (11 Nov. 1996): original version; UN Doc. A/59/894 
(12 Aug. 2005): letter containing Draft Comprehensive Convention on International Terrorism; 
UN Doc. GA/L/3008 (4 Oct. 1996): press release; OIC Resolution No. 64/27-P (June 2000); 
Reports of theAdHocCommittee:UNDocs. A/56/37 (27April 2001); A/57/37 (21 Feb. 2002); 
A/58/37 (25April 2003); A/59/37 (22 July 2004); A/60/37 (i8May 2005); Reports of the 
Working Group: UN Docs. A/C.6/55/L.2 (19 Oct. 2000); A/C.6/56/L.9 (29 Oct. 2001); 
A/C.6/57/L.9 (16 Oct. 2002); A/C.6/58/L.10 (10 Oct. 2003); A/C.6/59/L.10 (8 Oct. 2004); 
A/C.6/60/L.6 (14 Oct. 2005). 
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Inggris, terorisme itu sendiri sudah dianggap jelas dan tak perlu diperdebatkan. 
Seperti disampaikan oleh perwakilan Inggris di PBB: 

There is common ground amongst us all on what constitutes terrorism.What 
looks, smells and kills like terrorism is terrorism. . . . But there are also wars and 
armed struggles where actions can be characterized, formetaphorical and 
rhetorical force, as terrorist. This is a highly controversial and subjective area, on 
which, because of the legitimate spectrum of viewpoints within the United 
Nations membership, we will never reach full consensus . . . Our job now is to 
confront and eradicate terrorism pure and simple: the use of violence without 
honour, discrimination or regard for human decency”(UN Doc. A/56/PV.12, 1 Oct. 

2001). 

Sejalan dengan argumen Friedrich, Stephen Lee dalam bukunya, Intervention, 
Terrorism and Torture: Contemporary Challenges to Just War Theory 
berargumen bahwa dengan formula ‘on case-by-case basis’ negara-negara 
besar bisa menentukan dan memerangi terorisme dengan menggunakan model 
ekstrapolasi pasal-pasal dari konvensi-konvensi internasional lain untuk 
menentukan kelompok dan tindakan teroris (2007, 137-53). Dengan cara ini 
negara bisa menentukan sendiri sebab-sebab terorisme, alasan memberantas 
terorisme dan melakukan aksi-aksi anti-terorisme dan counter-terorisme. 
Karena itulah bisa dipahami intisari perdebatan dalam dua periode tersebut: 
negara-negara besar tidak menginginkan adanya definisi terorisme yang baku 
dan mengikat sementara negara-negara lain menginginkan kejelasan untuk 
meminimalisir kesewenangan negara-negara besar. 

Pada dasarnya, setelah serangan 11 September negara-negara besar tak 
menginginkan adanya konvensi internasional tentang terorisme. Mereka bisa 
menyetujui diadakannya konvensi sejauh tidak ada batasan kaku tentang 
entitas (kelompok teroris dan tindakan teroris). Negara berhak mendefinisikan 
kelompok dan tindakan yang masuk dalam kategori terorisme. Dalam konteks 
inilah definisi yang akhirnya disepakai melalui resolusi-resolusi DK PBB 
sangat memungkinkan terjadinya ‘ekstrapolasi fungsional’ sebagaimana 
dikemukakan sebelumnya. 12 


12 Model ekstrapolasi fungsional dipakai hampir seluruh negara yang berkepentingan dengan isu 
terorisme. Terdepan dalam kelompok ini adalah Amerika Serikat dalam mana definisi terorisme 
dalam Patriot Act dan Homeland Security Act tak jauh beda dari definisi dalam resolusi yang 
dikutip di atas. Disusul negara-negara yang mengalami serangan ataupun ancaman kelompok 
teroris seperti Inggris, Spanyol, Australia, Singapura dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, definisi 
terorisme dalam Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 
yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 15/2003, malah menjadi tak 
terbedakan dari kategori kejahatan lain. Bukan saja tidak menyebutkan tujuan politik sebagai 
karakteristik terorisme, UU ini secara gamblang menyebutkan bahwa terorisme membahayakan 
kedaulatan negara. Hal ini memberi ruang lebih besar lagi bagi negara untuk mendefenisikan 
gerakan dan tindakan kekerasan domestik sebagai terorisme. Lihat Boks 3 dan 4. 
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Boks 3. Definisi Terorisme: AS dan Inggris 

The term ‘terrorism’ means premeditated politically motivated violence perpetrated 
against noncombatant targets by sub-national groups or clandestine agents, usually 
intended to influence ari audience. The term ‘international terrorism’ means 
terrorism involving citizens or the territory of more than one country. The term 
‘terrorist group’ means any group practicing, or that has significant sub groups that 
practice, international terrorism 

(S Code Title 22 Section 26s6f (d), 1983) 

(1) In this Act ‘terrorism’ means the use or threat ofaction where: (a) the actionfalls 
within subsection (2), (b) the use or threat is designed to influence the government 
or to intimidate thepublic or a section ofthepublic, and (c) the use or threat is made 
for thepurpose of advancing a political, religious or ideological cause. 

(2) Action f alis within this subsection if it: (a) involves serious violence against a 
person, (b) involves serious damage to property, (c) endangers a person’s life, other 
than that of the person committing the action, (d) creates a serious risk to the health 
or safety of the public or a section of the public, or (e) is designed seriously to 
interfere with or seriously to disrupt an electronic system. 

( 3 ) The use or threat of action falling within subsection (2) which involves the use 
of firearms or explosives is terrorism whether or not subsection (i)(b) is 
sadsfied. 

(Terrorism Act 2000, Part 1, (1)—(3) 


Tanpa konvensi terorisme, resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mengacu 
pada 16 instrumen hukum internasional. 13 Dari sejumlah resolusi terkait 
dengan terorisme, Resolusi Dewan Keamanan 1566 (S/RES/1566/2004) 
adalah yang relatif lebih lengkap memberikan definisi tentang terorisme. 
Dalam resolusi tersebut, terorisme mengacu pada: 

...criminal acts, including against civilians, committed with the intent to cause 
death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke 
a State of terror in the general public or in a group of persons or particular 
persons, intimidate a population or compel a government or an international 
organization to do or to abstain from doing any act, which constitute offences 
within the scope of and as defined in the international conventions and protocols 
relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a 
political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar 
nature, and calls upon all States to prevent such acts and, if not prevented, to 
ensure that such acts are punished by penalties consistent with their grave 
nature.” 


13 16 instrumen hukum internasional itu antara lain: Aircraft Convention 1969; Unlawful Seizure 
Convention 1971; Civil Aviation Convention 1973; Diplomatic Agents Covention 1977; Hostage 
Taking Convention 1983; Nuclear Material Convention 1987; Amendments to the Nuclear 
Material Convention 2005; Airport Protocol 1989; Maritime Convention 1992; Protocol to the 
Maritime Convention 2005; Fixed Platform Protocol 1992; Protocol to the Protocol on Fixed 
Platform; Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection 1998; 
Terrorist Bombing Convention 2001; Terrorist Financing Convention 2002; Nuclear Terrorism 
Convention 2007. (Bahan diambil dan dipelajari dari Security Council, Counter-Terrorism 
Committe) 
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Sementara Komite Ad Hoc PBB tentang Terorisme dalam rancangannya 
tentang konvensi melawan terorisme internasional — Draft Comprehensive 
Convention against International Terrorism, khususnya pasal 2 
mendefinisikan teroris sebagai berikut: 

...any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person, 
by any means, unlawfully and intentionally, causes: (a) death or serious bodily injury 
to any person; or (b) serious damage to public or private property, including a place of 
public use, a State or government facility, a public transportation system, an 
infrastructure facility or the environment; or (c) damage to property, places, facilities, 
or Systems referred to in paragraph 1 (b) of this article, resulting or likely to result in 
major economic loss, when the purpose of the conduct, by its nature or context, is to 
intimidate a population, or to compel a government or an international organization to 
do or abstain from doing any act. 

Selain menekankan karakter ofensif terorisme, definisi-definisi di atas secara 
pada dasarnya mendefiniskan terorisme dengan melalui empat komponen 
pembentuknya: aktor, tindakan, sasaran dan tujuan. Dalam artian ini keempat 
komponen tersebut mengacu pada (1) aktor bukan negara, (2) melakukan 
kekerasan dan menciptakan teror (3) terhadap warga sipil atau masyarakat 
luas atau sekelompok masyarakat, dengan tujuan untuk (4) mempengaruhi 
pemerintah untuk membuat atau tidak membuat kebijakan atau tindakan. 
Dengan formulasi ini, dilema dalam perdebatan terorisme dilewatkan begitu saja 
sembari memberi justifikasi bagi negara untuk mendefinisikan kelompok dan 
tindakan tertentu sebagai terorisme. Isyu akar penyebab dan motif terorisme 
disamarkan ke dalam ‘konsensus’ moral imperial bahwa perbuatan terorisme 
tak dapat dibenarkan secara politik, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama dan 
pertimbangan lainnya. Artinya, dengan definisi ini dimensi konflik, politik dan 
karakteristik kekerasan jelas diabaikan. Dan, ketidakjelasan ini tentu aja 
bukan tidak sengaja. Bukannya tidak mungkin definisi terorisme memang 
sengaja dibuat tak jelas. 

Banalisasi Politik dan Absolutisasi Moral 

Pembahasan mengenai urgensi definisi tentang terorisme yang lebih 
komprehensif di satu sisi dan kegagalan masyarakat internasional untuk 
merumuskan definisi definisi terorisme sebagaimana dibahas pada bagian 
sebelumnya, jelas memiliki implikasi praktis yang sangat serius. Tanpa definisi 
yang lebih komprehensif, pemahaman mengenai terorisme dan, implikasinya, 
kebijakan untuk melawan terorisme memberikan ruang yang sangat besar bagi 
manuver politik. Banyak penulis melihat ruang manuver yang terbuka lebar ini 
yang seringkah dimanfaatkan oleh AS sebagai negara adidaya tunggal. Upaya 
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AS untuk melawan terorisme dilakukan dengan mengedepankan pandangan 
American exceptionalism dan menggunakan 'Lawfare,' kombinasi antara law 
dan warfare. Bagi banyak penulis, eksepsionalisme Amerika adalah cerita 
tentang kesewenangan negara adidaya ini. AS menciptakan dan menjalankan 
kebijakan ganda dalam politik luar negeri, khususnya di Timur Tengah serta 
hipokrisi moral di balik propaganda ‘War on Terrorism,’ kebijakan yang 
bahkan telah dilakukan sejak periode pemerintahan Ronald Reagan (Chomsky 
2003:211). Sementara konsep ‘ Lawfare’ bercerita tentang bergesernya status 
dan fungsi perang. Perang bukan lagi semata-mata eksepsi atau pilihan 
terakhir setelah segala cara damai diujicobakan, melainkan sebagai norma 
dalam rejim internasional. Mengacu pada pemikiran Iovenus dari Romawi 
Kuno, hukum pada dasarnya selalu dibuat tak jelas, sehingga hukum itu 
sendirilah yang membukakan jalan untuk perang. Dalam slogannya yang 
terkenal: omnis defitionem in iur e, pericolosa! (semua definisi dalam hukum, 
berbahaya/). 

Implikasi yang tidak kalah pentingnya dari ketiadaan konsensus mengenai 
terorisme adalah terbukanya peluang bagi absolutisme moral. Wacana tentang 
terorisme serta umaya untuk memerangi terorism saat ini cenderung 
menggambarkan supremasi moral liberal. Slogan kebaikan dan kejahatan 
(good / evil ) melumatkan rasionalitas norma hukum internasional dan hukum 
humaniter sekaligus membatalkan deliberasi etis-politis yang menampung 
perbedaan ideologi dalam kancah politik internasional (Ferrari 2007, 603-25). 
Artinya, elemen teologis, legalistik maupun humanistik menyatu dalam sebuah 
wacana tunggal perang melawan terorisme. Pada saat yang sama ketika moral 
mengalami absolutisasi, politik mengalami proses banalisasi (Hardt and Negri 
2000). Kedua proses ini menjadikan terorisme diimajinasikan sebagai musuh 
untuk diperangi. Adalah dalam konteks imajinasi musuh inilah kedua proses 
berlangsung. Seperti ditulis oleh Hardt and Negri dalam karya monumental 
mereka, Empire, 

Today the enemy, just like the war itself, comes to be at once banalized (reduced 
to an object of routine police repression ) and absolutized (as the enemy, an 
absolute threat to the ethical order). The gulf war gave us perhaps the first fully 
articulated example of this new epistemology of the concept (2000, 13). 

Implikasi praktis dari dua proses yang tengah berlangsung dalam kaitannya 
dengan wacana terorisme dan perang melawan terorisme adalah dunia yang 
semakin dicekam oleh rasa tidak aman. Keamanan internasional semakin 
menjauh dari realitas. Wacana tentang terorisme dan implikasi kebijakan yang 
dijalankan berdasarkan wacana itu memperlihatkan kelemahan yang sangat 
mendasar dalam konsepsi keamanan AS sebagai negara adikuasa tunggal. 
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Tidak dapat dipungkir, karakteristik keamanan internasiosnal pasca Perang 
Dingin mengalami perubahan mendasar. Ironisnya, respon terhadap 
perubahan tersebut justru didominasi oleh paradigma lama yang 
mengakibatkan kekeliruan dalam membaca rekonfigurasi aktor dan sumber- 
sumber baru bagi masalah keamanan internasional. Kerancuan dalam 
megidentifikasi musuh dan ancaman internasional ini terlihat sangat jelas 
melalu berbagai retorika Presiden Bush. Salah satu diantaranya, saat Bush 
mengatakan, 

... it was a dangerous world and we knew exactly who the ‘they’ were. It was 
us versus them and we knew exactly who them was. Today we’re not so 
sure who the ‘they’ are, but we know they’re there (January 2003). 

Banalisasi dan absolutisasi moral tak hanya meradikalisi aktor-aktor 
transnasional menjadi teroris internasional, tetapi juga menjadikan mereka 
lebih nyata, meninggikan resonansi dari tujuan ideologis mereka dan 
menjadikan mereka lebih signifikan dari yang bisa mereka bayangkan 
sebelumnya. Dalam artian inilah ekses formatif wacana terorisme (dan, juga 
radikalisme) justru sebagai cara memproduksi kelompok-kelompok ekstremis 
di berbagai belahan bumi (Rogers 2001, 78-131). Wacana terorisme 
menjadikan terorisme sebagai self-fulfilling prophecy. Aktor-aktor 
transnasional yang dicap teroris dan fundamentalis Islam dibayangkan 
memiliki senjata pemusnah massal (WMD - Weapon of Mass Destructiori). 
Aktor-aktor ini juga dianggap berkolaborasi dengan aktor-aktor negara yang 
dicap ‘bandit States’ dalam skema evaluasi moral keamanan internasional 
konvesional. Konsekuensinya justru terjadi proliferasi ketidakpuasan, 
kemarahan dan kebencian yang bersumber dari North-South divide atau West- 
East divide. 
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2. Periodisasi dan Konteks 


Tidak dapat dipungkiri, serangan n September telah menghasilkan proliferasi 
kajian tentang terorisme. Fenomena yang sebelumnya hanya menjadi 
perhatian sejumlah kecil ilmuwan ataupun analis, saat ini menjadi bidang yang 
sangat menarik hampir semua orang dari berbagai latar belakang dan disiplin, 
dengan berbagai implikasinya, baik dan tidak baik, seperti diuraikan dalab bab 
sebelumnya. Maraknya perhatian terhadap terorisme setelah serangan n 
September seringkali menjadikan banyak orang tidak sadar bahwa terorisme 
sebenarnya bukanlah sebuah fenomena yang baru. Serangan n September dan 
rangkaian serangan teroris yang terjadi setelahnya hanyalah merupakan salah 
satu episode dari fenomena terorism yang terjadi dalam sejarah umat manusia. 
Dalam artian ini, sekalipun mungkin modus operandi dan tujuannya berbeda, 
serangan n September dan serangan-serangan teroris yang mengikutinya 
adalah bagian dari fenomena terorisme yang harus dihadapi. 

Memahami terorisme pasca serangan n September sebagai sebuah sebuah 
bagian dari fenomena besar terorisme, yang terjadi dalam konteks historis 
tertentu merupakan sebuah keharusan untuk megatasi terorisme. Mengkaji 
terorisme dalam perspektif komparatif ini memberikan pemahaman yang lebih 
baik kepada kita mengenai terorisme bukan hanya dalam kaitannya dengan 
aktor, tujuan maupun metode tetapi, yang lebih penting lagi, konteks. Upaya 
menangani terorisme tidak mungkin akan berhasil tanpa dilandasi oleh 
pemahaman yang baik terhadap konteks historis yang menlingkupinya. Perang 
melawan terorisme mungkin akan dapat dengan mudah menumpas kelompok- 
kelompok teroris dan mencegah serangan-serangan teroris, tetapi terorisme 
tidak akan kekurangan lahan untuk muncul dalam bentuk yang sangat berbeda 
baik dalam artian aktor, tindakan maupun tujuan. 14 

Bab ini berusaha menampilkan hasil kajian literatur yang melihat terorisme 
dengan perspektif komparatif. 


14 Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, dalam sebuah konferensi “Fighting Terrorism for 
Humanity: A Conference on Roots of Evil” yang dihadiri oleh para kepala negara dua 
tahun setelah serangan 11 September secara jelas menekankan pentingnya konteks 
historis dan implikasinya bagi upaya penanganan terorisme ini, 'Terrorism will only be 
defeated if we act to solve the political disputes or long- standing conflicts that 
generate support for it ...[i]f we do not, we should find ourselves acting as recruiting 
sergeants for the very terrorists we seek to suppress' (United Nations Secretary 
General, 2003). 
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Asumsi dan Karakterisasi Terorisme 

Pentingnya penekanan pada konteks dalam memahami terorisme tidak berarti 
mengabaikan adanya asumsi dalam menentukan periodisasi dan konteks 
terorisme. Dalam artian ini, pada umumnya para pengkaji terorisme bertolak 
dari peristiwa-peristiwa kekerasan dan karakteristik aktor yang melakukan 
tindakan teror. Secara keseluruhan terorisme dianggap sebagai tindakan yang 
memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

1. kekerasan dan ancaman kekerasan 

2. tujuan politik dan memiliki alasan ideologis 

3 . audiens 

4 . aktor non-negara. 

Kualifikasi tersebut memperjelas orientasi umum di kalangan akademis 
memandang terorisme sebagai kekerasan, artikulasi politik, bersifat ideologis 
dan dilakukan oleh kekuatan atau kelompok di luar negara. Dari sejumlah 
literatur yang dikaji, periodisasi terorisme-radikalisme amat dipengaruhi oleh 
para penstudi kekerasan politik yang dalam studi ini dikategorikan ke dalam 
tema Metode-Strategi. Periodisasi terorisme-radikalisme bertolak dari 
pertimbangan konteks historis dan setting pertarungan politik antar kekuatan 
ideologis pada level national, regional dan internasional. Karena itu, terorisme 
dilihat sebagai instrumen dan strategi untuk tujuan ideologis, bukan ideologi 
itu sendiri. Artinya, dimensi konflik dan politik jelas sangat penting. Hanya 
dengan mempertimbangkan dua faktor tersebutlah periodisasi bisa dirumuskan. 
James M. Lutz dan Brenda M. Lutz dalam Terrorism: Origins and Evolution, 
misalnya, secara khusus mengkaji sejumlah studi tentang periodisasi terorisme. 
Hasil kajian atau periodisasi kemudian membantu mereka merumuskan definisi 
terorisme sebagai berikut: 

Terrorisme involves political objectives and goals. It relies on violence or threat of 
violence.it is designed to generate fear in a target audience that extend beyond the 
immediate victims of violence. The Violence involves an organization and not an 
isolated individuals. Terrorism involves non-state actors or actors as the perpetrators 
of violennce, the victims or both. Finally terrorism is violence that is designed to create 
power in situation in whch power has been previously been lacking (i.e.the violence 
attempts to enhance the power base of the organization undertaking the action”. 
(2005, 7 ) 


Dengan penekanan yang berbeda Jack Levin memperkuat argumen yang dibangun 
oleh Lutz dan Lutz juga diperkuan oleh kajian laintentang pentinknya konteks 
dalam mengkaji terorisme. Levin dalam karyanya, The Roots of Terrorism: 
Domestic Terrorism (2006) mengusulkan pentingya membaca terorisme dalam 
konteks domestik dan konteks internasional. Terorisme Internasional memiliki 
ideologi politk yang tegas dan memiliki basis gerakan yang kuat sementara 
terorisme domestik lebih banyak dipengaruhi oleh kekecewaan, dilakukan kurang 
terorganisir dan bahkan bersifat individual. Terorisme domestik mencakup left- 
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iving terrorism, right-wing terrorism sampai pada hate-crime termasuk single- 
issue terrorism seperti gerakan advokasi lingkungan hidup (ELF), hak hidup 
binatang (ALF) ldan anti-aborsi yang menggunakan kekerasan/teror. 


Gelombang Studi Terorisme 

Di kalangan pengkaji terorisme, salah satu rujukan standar adalah periodisasi 
yang dikemukan Leonard Weinberg dan William Eubank dalam buku What is 
Terrorism (2006). Weinberg dan Eubank membagi terorisme ke dalam dua 
periode: terorisme pra-modern dan terorisme modern. Untuk keperluan riset 
ini, dalam bab ini menampilkan ringkasan periodisasi yersebut. Tujuannya 
untuk memperlihatkan bagaimana terorisme dilihat dalam rentang sejarah 
konflik. 15 Pilihan pada periodisasi Eubank dan Weinberg bukannya 
mengabaikan periodisasi yang dikembangkan penstudi lain seperti Smith, 
Shughart, Kushner atau Gupta. Selain populer dijadikan rujukan, periodisasi 
versi keduanya merangkum periodisasi versi penstudi-penstudi sejarah 
terorisme lainnya. 


Terorisme Pra-Modern 

Terorisme pra-modern dianggap sebagai cikal-bakal terorisme, sekalipun tidak 
cukup jelas dielaborasi bagaimana terorisme pada periode ini terkait dengan 
terorisme yang berkembang berikutnya, yakni pada periode modern. 
Terorisme pada periode ini mengacu pada berbagai kelompok yang berbeda: 

• Kasta tiran yang keji pada masa Yunani Kuno yang terekam dalam buku 
Politics karya Aristoteles. 

• Kelompok Sicarii, sayap ekstrimis dari gerakan Zealot yang melawan 
kekuasaan Roma atas wilayah Palestina pada abad ke 66-67 sesudah 
Masehi 


15 Sebagai perbandingan, riset yang kami lakukan juga berusaha menengok periodisasi yang 
dibuat oleh para pengkaji yang lain. Hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda. Paul J Smith 
dalam The Terrorism Ahead: Confronting Transnational Violence in Twentieth First Century, 
misalnya, membuat periodisasi terorisme modern dengan titik berat pada konteks dan ideologi 
yang mendorong munculnya gerakan yang dinamakannya terorisme (2007, 17-40): gelombang 
pertama, Anarchist/Revolutionary Terror ; gelombang kedua, Anticolonial/Nationalist Terror; 
gelombang ketiga, New Left Terror; gelombang keempat, Religios Terrorism. Periodisasi ini 
tak berbeda dari yang dirumuskan Weinberg dan Eubank. Lihat juga periodisasi dan 
kategorisasi terorisme yang dirumuskan oleh Harvey Kushner dalam Encyclopedia of 
Terrorism (2003); William f. Shughart II dalam “An Analytical History of Terrorism 1945- 
2000” ( Public Choice, 128, 2006, 7-39); Dipak K Gupta ‘Accounting for the Waves of 
International Terrorism’ ( Pespectives on Terrorism, Volume II, Issue 11, Agustus 2008, 3- 
8). Karya lain yang juga relatif komprehensif, misalnya mncul dalam karya yang disunting oleh 
Gerard Chaliand dan Arnaud Blin. The History of Terrorism: From Antiquity to Al-Qaeda 
(2007). 
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• Kelompok Assassin, sebuah aliran garis keras dari komunitas Shiah yang 
mempergunakan kekerasan untuk membersihkan Islam dari para 
pemimpin Sunni yang korup pada abad ke-11 

• Sekte garis keras dalam periode Perang Salib yang berjuang untuk 
memulihkan Yerusalem dari pengaruh Islam dan juga membersihkan 
Eropa dari kaum Yahudi yang dianggap sebagai pembunuh Kristus. 
Gerakan ini muncul kembali pada masa-masa menjelang reformasi 
Lutherian di abad ke-16 dan 17 dengan melakukan pembunuhan terhadap 
komunitas-komunitas Katolik di Eropa terutama wilayah Jerman 

• Selain gerakan milenarian dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, sekte ekstrim 
juga muncul dalam komunitas Hindu India pada masa kolonialisme Inggris 

• Kelompok Jakobin yang dipimpin Robespierre selama berkecamuk revolusi 
Perancis 1793-1794. Periode ini dikenal dengan sebutan ‘reign ofterror ’, di 
mana kelompok kejam ini menangkap dan membunuh orang-orang yang 
dianggap pengkhianat dan musuh revolusi. Dari sinilah kata teror masuk 
ke dalam kosa kata bahasa Inggris, dan istilah terrorism muncul 

• Kaum Revolusioner abad ke-19, mencakup kelompok ekstrimis yang terus 
memperjuangkan cita-cita Revolusi Perancis dan kelompok ekstrimis 
sosialist. Kelompok pertama dipengaruhi tulisan Heinzen berjudul 
‘Murder’ tahun 1849, sementara kelompok kedua dirasuki pamflet Sergey 
Nechaev berjudul ‘Catechism of the Revolutionist’ pada tahun 1869. 


Terorisme Modern 

Dalam periodisasi Weinberg dan Eubank terorisme modern dibagi ke dalam 
empat gelombang. 


Terorisme Gelombang Pertama 

Gelombang pertama ini berlangsung sejak akhir abad ke-19 sampai menjelang 
Perang Dunia I (1914-1918). Pada periode ini, teknologi informasi dan media 
massa menjadi faktor penting baik bagi kelompok teroris maupun publik yang 
semakin sadar akan bahaya perkembangan kelompok ekstrimis yang 
mengambil jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka. Tujuan 
utama dari terorisme gelombang pertama ini adalah menggulingkan 
pemerintahan dan mengambil-alih kekuasaan politik. Pembunuhan terhadap 
lawan politik dan pemimpin pemerintahan mendominasi strategi kekerasan 
untuk menimbulkan teror di kalangan masyarakat luas dan reaksi keras 
pemerintah. Periode ini juga dikenal dengan terorisme politik (political 
terrorism ). 

Tercakup dalam gelombang ini adalah organisasi Narodnaia Volia (Kehendak 
Rakyat) di Rusia pada tahun 1879-1894. Dilakukan oleh kaum muda kota dan 


32 



terpelajar yang tak sanggup menyaksikan kemiskinan di kalangan petani, 
kelompok ini berusaha untuk menggulingkan Tsar Rusia, Aleksander II. 16 
Kelompok lain adalah kaum Anarkis yang tak percaya dengan kemungkinan 
revolusi melalui mesin organisasi yang birokratis dan hirarkis. Mereka percaya 
bahwa revolusi bisa dimungkinkan sekelompok kecil orang dengan melakukan 
tindakan kekerasan spektakuler yang mengguncang pemerintah dan sistem 
kapitalisme. Upaya untuk memangkas gerakan revolusi ini dilakukan dengan 
slogan ‘propaganda by deeds’, perbuatan merealisasikan utopia. 

Selain itu muncul gerakan liberasi nasional yang menggunakan kekerasan dan 
teror sebagai senjata politik, seperti yang dilakukan oleh Irish Republican 
Brotherhood (IRB), Armenian Revolutionary Federation (ARF), dan sejumlah 
gerakan liberasi nasional di wilayah Balkan. Disamping itu terdapat juga dalam 
kategori ini gerakan yang menggunakan kekerasan teror dengan tujuan melawan 
arus perubahan seperti Klu Klux Klan di Amerika. Kelompok ini berfantasi tentang 
supremasi ras kulit putih dalam ekonomi, sosial dan politik, dan menggunakan 
cara-cara kejam membunuh, menyiksa dan meneror kaum Afro-Amerika untuk 
tidak memperjuangkan hak-hak politik dan hak sipil mereka. 


Terorisme Gelombang Kedua 

Terorisme gelombang kedua muncul dalam arus besar anti-kolonialisme dan 
nasionalisme setelah Perang Dunia II sampai akhir tahun i96oan. Penggunaan 
kekerasan menjadi salah satu elemen penting dalam memperjuangkan 
kemerdekaan. Dalam periode ini kekerasan dan teknik teror lainnya hampir 
seluruhnya melayani ideologi politik etno-nasionalis. 

Contoh terkemuka dari gelombang kedua adalah Irgun dan Lehi dari komunitas 
Zionis di Palestina. Tersituasikan dalam konflik Arab Palestina-Israel Zionis pasca 
PD II dua kelompok garis keras ini adalah organisasi pejuang kemerdekaan Israel 
dari okupasi Inggris dan pemisahan tegas serta pengusiran warga Arab Palestina 
dari wilayah Palestina. Bersamaan dengan itu, elemen-elemen garis keras dari 
komunitas Arab Palestina mulai memperkenalkan metode perlawanan dengan 
teknik-teknik teror serupa seperti bom mobil dan pembunuhan terhadap warga 
sipil. Tujuannya adalah menentang kesepakatan-kesepakatan pembagian wilayah 
dan perlawanan terhadap aksi-aksi ekspansi kelompok Zionis garis keras. 

Gerakan penting yang lain adalah FLN ( Front de Liberation Nationale ) yang 
memperjuangkan kemerdekaan Aljazair dari pendudukan Perancis. Sejak tahun 
1953 gerakan pembebasan ini memnggunakan teknik teror seperti pemboman, 
pembunuhan warga sipil Perancis, polisi dann pejabat pemerintah. Perlawanan 
kelompok ini juga dilakukan di kota-kota besar di Perancis sendiri untuk menebar 
teror ‘bring the war home’. Pemerintah dan warga Perancis yang frustrasi 
akhirnya menyerah dan Aljazair mendapatkan kemerdekaannya tahun 1962. 


16 Lihat Bruce Hoffman (1999,18) untuk perbandingan 
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Terorisme Gelombang Ketiga 

Terorisme gelombang ketiga berlangsung sejak akhir i96oan sampai i98oan. 
Konteks politik internasional, regional dan domestik amat mempengaruhi 
kemunculan dan aksi-aksi kelompok garis keras di Amerika Serikat, Amerika 
Latin, Timur Tengah, dan Eropa. Perang Vietnam yang melahirkan gerakan- 
gerakan perlawanan mahasiswa di Amerika Serikat. Kekalahan negara-negara 
Arab dalam Perang 6 hari melawan Israel tahun 1967. Figur Fidel Castro dan 
Che Guevara sebagai model perjuangan politik bagi kaum revolusioner di 
Amerika Latin. Juga konflik Cina-Uni Soviet terkait sikap politik komunis 
internasional berhadapan dengan blok kapitalis-liberal terutama hubungan 
dengan Amerika Serikat. Semuanya merupakan konteks kelahiran dan 
perkembangan gerakan-gerakan garis keras di sejumlah negara di kawasan- 
kawasan tersebut. Blok ideologi Kiri-Kanan dan etno-nasionalisme menjadikan 
arena dan front gerakan garis keras tidak saja domestik melainkan 
transnasional. 

Organisasi garis keras melawan hegemoni kapitalisme dan liberalisme, yang 
paling menonjol di antara yang lain, adalah Rote Armee Faktion atau dikenal 
sebagai Baader-Meinhof Gang yang muncul pada akhir i96oan. Kelompok ini 
membunuh, menculik dan membom para pengusaha, para bankir dan politisi 
yang dianggap fasis. Didorong ideologi kiri dan anti-fasis, RAF membangun 
aliansi strategis dengan organisasi garis keras lain di luar negeri seperti PLFP 
(Front Marxist untuk Kemerdekaan Palestina) di Palestina. Selain meneror 
pejabat-pejabat OPEC, organisaasi ini berhubungan dengan biro-biro Blok 
Soviet Eropa Timur dan menjadikan NATO sebagai sasaran perlawanan. Selain 
di Jerman, gerakan ultra kiri muncul di Italia, Red Brigade. Kelompok ini 
menembak mati, menculik dan membom para pengusaha, bankir dan politisi 
kanan dan fasis. Paling terkenal adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan 
keji terhadap Aldo Moro, mantan Perdana Menteri dan pemimpin Partai 
Kristen Demokrat Italia. Juga di Italia muncul gerakan ultra-kanan yang yang 
melakukan teror untuk mencegah Italia menjadi negara komunis. 17 

Etno-nasionalisme menjadi leitmotif di balik gerakan liberasi dan perjuangan 
mendapatkan otonomi khusus bagi masyarkat Bask di Spanyol. ETA ( Euskadi 
Ta Askatasuna) menentang fasisme Franco dan melakukan serangkaian 
pemboman dan pembunuhan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan polisi. 
Gerakan ini masih beroperasi sampai sekarang meski dalam skala kecil. 
Sementara di Irlandia Utara, gerakan garis keras IRA dan milisi protestan saling 
melakukan aksi-aksi teror melalui pembunuhan, dan pemboman. IRA 
menginginkan bergabungnya Ulster dengan Republik Irlandia Utara sementara 
milisi protestan menghendaki sebaliknya. Konflik ini menggabungkan 
nasionalisme, etnisitas dan agama dalam artikulasi politik mereka. 


17 Untuk kajian khusus terorisme di Italia, lihat Leonard Weinberg and William L. Eubank, The 
Rise and Fail ofltalian Terrorism (1987). 
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Begitu pula etno-nasionalisme mendorong semangat perlawanan kelompok garis 
keras Palestina pasca kekalahan Perang Enam Hari. Palestine Liberation Army 
(PLO), dipimpin Yasser Arafat, menghendaki negara Palestina demokratis yang 
diperjuangkan dengan kekuatan bersenjata, karena negosiasi dengan Israel 
ditutup dan kemitraan dengan negara-negara Arab tidak banyak membantu. 18 
PFLP, Sayap garis keras PLO, melancarkan perang gerilya, pemboman dan 
pembunuhan terhadap warga sipil terutama perempuan dan anak-anak, polisi dan 
pejabat Israel. Pembajakan pesawat diperkenalkan sebagai teknik teror pada 
tahun 1970. Tidak hanya dalam negeri, PLO menyerang target-target Israel Zionis 
di luar negeri termasuk penembakan 11 atlet olimpiade Isreal di Munich oleh 
kelompok Black September, salah satu sayap PLO. Kasus ini pun menjadi 
peristiwa penting yang menyeret hampir seluruh negara anggota PBB dalam 
perdebatan mengenai terorisme internasional sepanjang tahun I970an. 19 

Amerika Latin dalam periode ini menjadi arena bertarung gerakan-gerakan kiri 
yang menentang rejim militer-birokratik. Model perlawanan yang dipakai adalah 
gerilya kota sebagaimana diperkenalkan oleh organisasi Tupamaru di Urugay 
pada akhir i96oan. Gerakan ini mengalami mutasi serba cepat dari gerakan ala 
Robin Hood menjadi gerakan politik radikal dengan menggunakan teknik-teknik 
penciptaan teror yang ditiru dari rekan-rekan mereka di Eropa seperti Red 
Brigade dan RAF. Pembunuhan dan penculikan para pengusaha, bankir dan 
politisi menjadi kelaziman. 

Dalam banyak kasus sandera dibebaskan setelah merekam testimoninya terkait 
penghianatan terhadap perjuangan buruh kiri dan gerakan populis lainnya. 
Kesaksian itu diberitakan di media massa untuk mendapatkan simpati publik yang 
luas. Gerakan-gerakan ini kemudian menjadikan aparat negara sebagai target 
kekerasan seperti polisi dan militer dan melakukan kudeta. Di Brazil model 
perlawanan ini mendapat reaksi keras pemerintah pasca kematian tokoh 
karismatik Peron tahun 1973. Rejim militer menggelar perang melawan gerakan 
ini dalam periode ‘dirty war’ (1976-1982), periode paling kelam dalam sejarah 
politik Argentina. 20 Sementara di Kolombia, gerakan revolusioner yang 
menggunakan teknik-teknik teror, Seperti FARC, bekerja sama dengan sindikat- 


18 Tentang problematika terorisme dalam konflik Israel-Palestina, lihat Joel Beinin (2003,12-23) • 

19 Lihat, Jorg Friedrich (2006, 69-91). Isu hak menentukan nasib sendiri menjadi bahan 
perdebatan: apakah perjuangan rakyat Palestina melalui PLO dengan teknik kekerasan 
teror masuk dalam kategori terorisme atau tidak. Negara-negara Arab dan sejumlah negara 
Amerika Latin menentang usulan Amerika Serikat, Inggris dan Israel. Inggris misalnya 
berkepentingan dengan isu ini karena memerlukan dukungan masyarakat internasional 
mengatasi perjuangan IRA. Di lain pihak, dalam konteks Perang Dingin, AS 
berkepentingan dengan isu terorisme untuk membantu regim-rejim militer di Kawasan 
Amerika Latin menumpas gerakan radikal marxist-komunist. Untuk uraian tentang ‘War 
on Terrorism’ ala AS di kawasan Amerika Latin pada periode 1970-1980, lihat Noam 
Chomsky (2003a). 

20 Untuk bahan bacaan terkait penumpasan ‘terorisme’ domestik selama periode ‘dirty war’ di 
Argentina, Lihat Frank Graziano (1992) serta Jacobo Timerman (1982). 
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sindikat kejahatan lain seperti sindikat narkoba dalam mensukseskan misi 
politiknya. 


Terorisme Gelombang Keempat 

Terorisme gelombang keempat ditandai dengan dua peristiwa besar, yakni 
revolusi Iran (1978-1979) dan gelombang Jihad di Afganistan melawan Uni Soviet 
(1979-1989). Terorisme gelombang keempat ini memiliki karakteristik yang sangat 
menonjol dibandingkan dengan aksi-aksi teroris pada periode-periode 
sebelumnya, yakni motivasi keagamaan yang sangat menonjol. 21 Islam ditampilkan 
sebagai artikulasi gerakan teroris dan perhatian terhadap Timur Tengah sebagai 
locus kajian. Periode menjelang berakhirnya Perang Dingin dan perkembangan 
teknologi informasi dan persenjataan juga dijadikan faktor penting dalam 
mengkaji terorisme gelombang keempat. Berbeda dari terorisme gelombang ketiga 
yang menjadikan kekerasan sebagai strategi dan instrumen perjuangan, sejumlah 
pakar menilai bahwa dalam periode gelombang keempat terorisme justru 
menggunakan kekerasan untuk membunuh sebanyak mungkin orang yang 
dianggap musuh. 22 

Selain itu, teknologi kekerasan juga dinilai semakin canggih dan mampu 
menghasilkan kerusakan yang berskala sangat besar dan menghadirkan ancaman 
apokaliptik. Terorisme gelombang keempat dihubungkan dengan ancaman 
penggunaan WMD seperti senjata nuklir, senjata biologis, senjata kimia dan 
senjata radioaktif. Hal lain yang sangat menonjol dalam terorisme gelombang 
keempat adalah bom bunuh (suicide bombing ). 23 Musuh yang dikonstruksi sebagai 
jelmaan evil haruslah dihabisi secara habis-habisan. 24 Tindakan teroris merupakan 
peristiwa transenden, semacam penebusan tidak hanya bagi dunia yang dianggap 
penuh dosa tetapi juga jaminan kehidupan akhirat bagi pelaku bom bunuh diri. Di 


21 Selain dalam karya Weinberg dan Eubank, agama sebagai variable penting dalam terorisme 
gelombang keempat juga ditemukan dalam karya sejumlah pengkaji sejarah terorisme. Lihat 
David (2005); Barry Cooper (2004); Beverley Milton-Edwards (2005); Thomas Mockaitis 
(2010); Eli Berman (2009). 

22 Lihat Leonard Weinberg. “Democracy and Terrorism”, dalam Richard Louise (ed) Roots of 
Terrorism. New York: Routledge, hal 45-56. 

23 Untuk kajian lebih detail mengenai bob bunuh diri, lihat Talai Asad (2007) dan Fathali 
Moghaddam (2006) 

24 Mengutip penyataan Ayatollah Baqer al-Sadr, misalnya, Hoffman menulis, “..We are not 
fighting so that the enemy recognizes us and offers us something. We are fighting to wipe out the 
enemy” (2006, 90). Bertolak dari pernyataan ini Hoffman, khususnya dalam Bab 4 ‘Religion 
and Terrorism’ berargumen bahwa dalam terorisme gelombang keempat, kekerasan merupakan 
tindakan sakramental dalam melayani tugas suci menghancurkan setan yang menjelma dalam 
diri manusia. Korban yang ditargetkan tak lagi masuk dalam standarisasi Perang Adil (J ust 
War ) melainkan Perang Suci (Holy War). Tak berlaku kriteria warga sipil atau non-kombatan, 
siapa pun dapat menjadi sasaran sepanjang mereka menjelmakan imaji setan dalam pandangan 
yang dianut kelompok teroris agama ini. 
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sini tindakan membunuh bukan lagi semata-mata strategi perjuangan melainkan 
juga peristiwa eksistensial, peristiwa iman bagi yang melakukannya. 

Apa saja gerakan-gerakan yang dianggap teroris dalam gelombang ini? Yang 
pertama diacu sebagai gerakan terorisme gelombang keempat ini adalah 
Hizbullah di Lebanon. Hizbullah muncul di awal tahun i98oan ketika terjadi 
perang sipil dan invansi Israel ke wilayah Libanon untuk menumpas PLO. 
Kehadiran AS dan Perancis sebagai pasukan penjaga perdamaian dianggap 
memperburuk keadaan dan membawa anasir Barat dan Kristen dalam 
intervensi mereka. Pemboman Kedutaan Besar AS dan Perancis juga serangan 
terhadap barak militer AS pada Desember 1983 menandai terorisme 
gelombang keempat ini. Kedua negara tersebut, kemudian disusul oleh Israel, 
angkat kaki dari Libanon setelah kejadian ini. Seperti ditulis oleh Robin 
Wright, mengutip pernyataan Hussein Musawi, seorang pemimpin Hisbullah 
pada masa itu, 

If America kills my people, then my people must kill Americans..We have already said 
that if self-defense and if the stand against American, Israeli and French oppression 
constitutes terrorism, then we are terrorists in that context. This path is the path of 
blood, the path of martyrdom. For us death is easier than smoking a cigarette if it 
comes while fighting for the cause of God and while defending the oppressed (1986, 

83 - 4 ) 

Gerakan berikutnya adalah Hamas di Palestina yang muncul di tahun 1987. 
Berbeda dari PLO yang terdiri dari sejumlah faksi termasuk beraliran Marxist, 
Hamas tidak semata-mata melakukan kekerasan demi memenangkan klaim 
atas wilayah tetapi juga demi ‘House of God’ yang harus dibersihkan dari 
tangan-tangan jahat Zionis Israel. Sumber inspirasinya adalah gerakan 
Persaudaraan Muslim Mesir dan gerakan Jihad yang sudah lama berakar 
dalam perlawanan rakyat Palestina terhadap penundukan Israel di Jalur Gaza 
dan Tepi Barat. Bom bunuh diri menjadi pilihan efektif untuk menyatakan 
tujuan mereka, sementara sasarannya bersifat indiskriminatif. Model ini pun 
kemudian dipakai juga juga oleh Pemberontak Macam Tamil di Srilangka dan 
Gerilyawan Chehcnya melawan Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. 

Tetapi, dari berbagai kelompok teroris yang masuk dalam kategori kelombang 
keempat ini, bagi sebagian besar pengkaji sejarah terorisme, adalah Al Qaeda 
yang merupakan organisasi teroris gelombang keempat par excellence. Salah 
satu kaakter terpenting dari Al Qaeda adalah bahwa gerakan ini dianggap tidak 
mewakili sebuah negara melainkan berbasiskan pan-Islamisme yang 
mencakup populasi muslim di seluruh dunia dan kawasan. Dalam kaitannya 
dengan Al Qaeda, Osama Bin Laden, al-Zawahiri, dan Abdallah Azzam adalah 
yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap serangan 9/11 2001. 
Sebenarnya Al Qaeda adalah produk Perang Dingin . Organisasi ini merupakan 
sekutu dekat AS dalam mengusir Uni Soviet dari Afganistan. Tetapi, gerakan 
ini justru menemukan AS sebagai musuh yang sebenarnya. Dualisme politik 
luar negeri AS pasca Perang Dingin, Perang Teluk dan kehadiran AS di Tanah 
Suci menjadi alasan untuk mengobarkan perang suci, tidak hanya terhadap 
rezim-rezim sekuler-autoritarian pro-AS tetapi juga perang yang harus 
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dilakukan di dalam rumah musuh itu sendiri. Hal ini terbaca dari 6 tujuan 
perang suci yang dinyatakan Osama sendiri: pertama, memerangi Setan dan 
kolaboratornya—AS dan rejim represif di Timteng; kedua, mengusir keluar 
pasukan AS dari Irak; ketiga, membentuk emirat Irak untuk bergabung 
dengan khalifah yang lebih luas; keempat, melakukan Jihad di negara-negara 
sekuler sekitar Irak; kelima, meneruskan perang melawan Israel untuk 
Palestina yang utuh; dan keenam, memerangi sekularisme (Mockaitis 2007, 
70). 
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3. Perspektif dan Tema dalam 
Kajian Terorisme Akar Penyebab 


Akar penyebab (roof causes ) merupakan tema dan perspektif yang semakin 
dominan saat ini dalam wacana tentang terorisme dan radikalisme. Dalam 
studi terorisme, tema root cause ini mengatasi kelemahan-kelemahan dalam 
perspektif realis-positivis yang bersifat negara sentris. Kajian mengenai akar 
penyebab terorisme dan radikalisme ini memberikan pemahaman baru bagi 
upayad untuk mengatasi terorisme dan radikalisme melalui sebab-musabab 
berkembangnya terorisme. Dalam artian ini, terorisme dan radikalisme tidak 
semata-mata dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan ataupun 
ancaman terhadap legitimasi dan kedaulatan negara, sebuah harga mati bagi 
negara sebagaimana dalam pandangan realis, melainkan juga sebagai refleksi 
dari permasalahan riil yang ada dalam masyarakat, baik dalam kaitannya 
dengan ekonomi, sosial maupun politik (Frank, 2006: 5). 

Ketertarikan pada akar penyebab terorisme dan radikalisme ini sangat 
dipengaruhi oleh kajian-kajian dalam bidang konflik dan perdamaian. Jason 
Franks, misalnya, merumuskan keterkaitan antara studi konflik dan 
perdamaain dengan studi terorisme melalui kajian tentang akar penyebab 
seperti digambarkan dalam bagan berikut, 


Bagan 1. Keterkaitan antara Perang dan Terorisme Bentuk Baru 

Konflik Baru 

KONFLIK < > TERORISME 

i Terorisme Baru A 


- PERDAMAIAN - 1 

Akar-akar Konflik Akar-akar Terorisme 

Franks (2006, 4) 


Esensi dari teorisasi dalam perang atau konflik dan terorisme yang baru adalah 
gugaan terhadap pemahaman kemanan ortodoks a la Perang Dingin. Dalam 
artian ini, konflik dan ancaman tidak lagi dilakukan melalui cara-cara yang 
sangat terorganisir antara militer pemerintah dan kekerasan-kerkerasan 
politik yang hanya didefinisikan oleh negara. Pada masa perang dingin, seperti 
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halnya teorisasi tentang perang atau konflik, teorisasi terorisme-pun lebih 
banyak berkutat pada pertanyaan-pertanyaan 'apa yang dimaksud dengan 
terorisme' dan 'bagaimana melawannya'. Teorisasi konflik dan terorisme 
dengan basis negara ini berubah drastis terutama setelah perang dingin dan 
pasca serangan n September. Sementara kajian konflik dan perdamaian telah 
lebih dahulu melakukan transisi menuju pemahaman yang lebih holistik dalam 
memahami akar-akar kekerasan politik pasca-perang dingin, kajian tentang 
terorisme berkembang ke arah ini relatif terlambat. Untuk beberapa waktu 
lamanya setelah berakhirnya Perang Dingin, teorisasi terorisme masih 
dibangun di atas persepsi-persepsi yang positivistik dan negara-sentris (Franks 
2006, 3). Baru setelah serangan 11 September terjadi perubahan besar dalam 
orientasi teorisasi terorisme ke arah yang lebih berorientasi pada akar 
penyebab terorisme. Tidak dapat dipungkiri, pengaruh kajian konflik dan 
perdamaian sangat kuat dalam perubahan ini. 

Melalui perspektif akar penyebab, kajian-kajian tentang terorisme diarahkan 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendsar antara lain: mengapa orang 
individu atau kelompok dapat menjadi teroris; kondisi-kondisi struktural apa 
yang menjadikan orang atau kelompok sebagai teroris; serta apa agenda politik 
mereka dan bagaimana agenda tersebut muncul. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut akan dikaji lebih detail dalam bagian selanjutnya dari bab ini. 


Ekplorasi Akar-akar Terorisme 

Dalam studi terorisme, ada banyak sekali perdebatan tentang mengapa seorang 
atau kelompok orang dapat menjadi teroris. Secara khusus, para pengkaji 
terorisme dalam tema akar penyebab ini berangkat dari asumsi bahwa kondisi 
eksternallah yang mengarahkan dan membentuk seseorang atau sekelompok 
orang menjadi teroris. Pandangan-pandangan dasar tema akar permasalahan ini 
pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pendekatan strukturalisme dalam ilmu- 
ilmu sosial. Teroris sebagai agensi dipahami dalam konteks determinasi struktur 
atas persepsi, sikap dan perilaku manusia. Tetapi, perlu untuk dicatat bahwa 
sekalipun mereka sangat menekankan peran struktur yang membingkai tindakan, 
para pengkaji dari perspektif ini tidak sepenuhnya menolak definisi terorisme 
versi negara dan kekuatan internasional. Mereka hanyalebih mengarahkan 
perhatian pada sejumlah kemungkinan struktural dan ideologis yang 
mempengaruhi kemunculan dan perkembangan terorisme sebagai fakta sosial. 

Kajian terorisme strukturalis ini sangat berpengaruh besar dalam strategi 
penanganan terorisme saat ini seperti ditunjukkan dengan pergeseran orientasi 
atau strategi penanganan terorisme dari hard approach ke arah soft approach. 
Tetapi, sekalipun semakin populer di antara para pengkaji dan pembuat kebijakan 
terkait dengan terorisme, perspektif strukturalis ini memiliki kelemahan yang 
sebenarnya cukup mendasar. Masih diperlukan kajian lebih jauh untuk 
memastikan keterkaitan faktor-faktor struktural ini dengan munculnya terorisme. 
Setidaknya, dua pertanyaan harus dijawab oleh mereka yang memahami terisme 
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melalui perspektif struktural akar penyebab terorisme. Pertama, bagaimana 
masalah-masalah struktural itu menyebabkan seseorang atau kelompok menjadi 
teroris? Dengan banyaknya faktor-faktor struktural yang ditengarai dapat memicu 
munculnya terorisme (dan radikalisme), tentu diperlukan kajian yang 
komprehensif yang dapat mengidentifikasi mana yang menjadi sebab utama dan 
mana yang menjadi sebab penyerta. Kedua, bagaimana proses-proses yang 
ditempuh seorang atau kelompok menjadi radikal dan pada akhirnya menjadi 
teroris? Berbagai kasus terorisme menunjukkan bahwa menjadi teroris bukanlah 
proses yang instan, namun menapaki jalan-jalan yang panjang dan kompleks. 
Pada saat yang sama, tidak ada jalan tunggal untuk menjadi seorang teroris. 
Penjelasan perspektif struktural ini menjelaskan terhadap variasi jalan menuju 
terorisme ini sangat diperlukan. 

Tore Bjorgo dalam studinya Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and 
Ways Forward berusaha memberikan jawaban terhadap permasalahan 
pertama. Seperti halnya dalam sebuah analisis konflik, pengkaji terorisme 
perlu membedakan berbagai penyebab terorisme ke dalam tingkatan-tingkatan 
penyebab yang berbeda. Menurut Bjorgo, penyebab terorisme dapat dibedakan 
dalam dua kategori penyebab, yang disebutnya sebagai levels of causes of 
terrorism (2005, 3-4): prakondisi terorisme dan pemicu terorisme. Prakondisi 
adalah kondisi struktural dan dislokasi yang menjadi setting sosial dan politik 
terorisme dalam jangka panjang. Sementara pemicu adalah peristiwa atau 
insiden tertentu yang menjadi awalan atau pemicu terorisme. 25 

Selain melihat berbagai penyebab terorisme melalui dua tingkatan yang 
berbeda, penyebab dan pemicu, Bjorgo juga menambahkan dua penyebab lain 
yang penting bagi munculnya terorisme: yakni berbagai faktor yang bukan 
menjadi penyebab utama, tetapi dapat mempercepat proses munculnya 
terorisme serta faktor-faktor yang lebih berasal dari aktor, bukan dari struktur 
ataupun konteks. Artinya, Bjiorgo berusaha untuk membuat disklaimer bahwa 
sekalipun sangat penting, penjelasan struktural tidak memadai untuk 
menjelaskan munculnya terorisme. Tipologi Bjorgo mengenai penyebab 
terorisme dapat digambarkan dalam Box 1. 

Sementara itu, dengan formulasi berbeda Jason Franks membagi dua kelompok 
teori dalam kajian sebab-sebab terorisme. Kedua kelompok teori ini memberi 
penekanan khusus pada bagaimana sebab-sebab dalam terorisme itu 
dikonseptualisasikan (2006,13-28, 46). 

Kelompok terori yang pertama disebut dengan Teori Terorisme Radikal {Radical 
Terrorism Theory). Teori ini menjelaskan sebab-sebab struktural dan memberi 
justifikasi moral terhadap kekerasan yang ditujukan untuk melawan penindasan 
dan eksploitasi. Literatur-literatur dalam klaster ini biasanya memahami dan 
menjelaskan terorisme dari perspektif kelompok teroris sendiri. Beberapa penulis 
yang dimasukkan dalam kelompok ini misalnya: Franz Fanon, Jean-Paul Sartre 26 , 


25 Bandingkan dengan karya Lia B dan Skjolberg K H (2000) dan Marta Crenshaw (2003). 
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Albert Camus, Sayyid Qutb, dan Mara dan Engles. 27 Kelompok terori yang kedua 
disebutnya sebagai Teori Terorisme Moderat (Moderate Terrorism Theory). Teori 
ini mempelajari sebab-sebab struktural atau membenarkan perlawanan kelompok 
yang tertindas. Literatur-literatur dalam klaster ini biasanya menjelaskan dan 
memahami terorisme dengan cara menghubungkannya dengan sebab-sebab sosio- 
ekonomi, politik dan problem struktural lainnya. Tokoh-tokoh dalam kategori 
terori ini antara lain adalah Bowyer Bell, Crenshaw, Della-Porta, dan Bermen. 


Boks 4. Penyebab Munculnya Terorisme 

Sebab-sebab Struktural. Mencakup ketidakseimbangan demografis, globalisasi, 
modernisasi serba cepat, masyarakat transisi, menguatnya individualisme berakibat pada 
atomisasi dan kehilangan tradisi, ‘relative deprivation’ , dan struktur kelas. Sebab-sebab 
pada level makro ini mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat dalam cara-cara 
yang mereka pahami atau tak terpahami. 

Sebab-sebab Fasilitatif dan Akseleratif. Mendorong terjadi tindakan terorisme atau 
membuat terorisme sesuatu yang menarik dan penuh sensasi. Contohnya antara lain 
evolusi media massa modern, transportasi, teknologi persenjataan, dan lemahnya kontrol 
negara atas teritori. 

Sebab-sebab Motivasional. Mencakup kekecewaan dan ketidakpuasaan yang dialami 
pada level individual dan kolektif yang mendorong mereka bertindak. Demagog dan para 
pemimpin politik mampu menerjemahkan sebab-sebab struktural ke dalam motivasi- 
motivasi pada level individual. Peran ideologi dan retorika adalah memberi penjelasan 
cepat dan masuk akal yang dengan itu individu atau kelompok terdorong mengambil 
tindakan. Sebab-sebab motivasional dianggap simptom dari sebab-sebab struktural yang 
lebih fundamental. 

Sebab-Sebab Pemicu. Mencakup pemicu-pemicu langsung yang mendorong tindakan 
teroris. Bisa berupa peristiwa, insiden atau fenomena tertentu yang dilakukan ‘musuh’ 
dan peristiwa tersebut diaangap perlu untuk direspon sebagai balas dendam. 

Bjorgo (2005) 


Peta Jalan Menuju Terorisme 

Bagaimana proses yang dialami seseorang atau kemompok orang hingga 
menjadi teroris merupakan sebuah pertanyaanyang sangat menggelitik bagi 
mereka yang menaruh perhatian pada terorisme, baik pengkaji, pembuat 


26 Franz Fanon dan Sartre membangun gagasan-gagasan untuk merespon konflik-konflik anti- 
kolonial dan menyarankan pentingnya kekerasan sebagai metode perlawanan. Lihat Fanon 
(2001). 

27 Marx dan Engels misalnya mengatakan, “their ends cari be attained only by the forcible 
overthrow of all existing social conditions... the proletariat have nothing to lose but their 
chains. They have the world to win (1992). 
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kebijakan maupun masayarakat umum. Berangkat dari faktor-faktor struktural 
yang dihadapi oleh seorang atau sekelompok orang dan kemudian 
meresponnya ke dalam sikap dan tindakan, Fathali Moghaddam merumuskan 
sebuah model yang menggambarkan peta jalan ( road map ) ke arah terorisme, 
yang menjelaskan proses-proses yang dilalui seseorang atau kelompok hingga 
pada akhirnya mencapai tingkat paling tinggi, terorisme. Moghaddam 
menggambarkan proses ini dengan metafor anak tangga ( staircase ) dalam 
sebuah gedung bertingkat (2005, 59-126). 

Proses menuju terorisme dimulai dari lantai dasar. Pada tahap ini pelbagai 
ketidakpuasaan dan kekecewaan yang disebabkan oleh sebab-sebab struktural 
terus menggumpal dan mengalami akumulasi. Pada fase ini alternatif untuk 
artikulasi selain kekerasan masih relatif terbuka. Jika tidak ada upaya untuk 
merespon berbagai altikulasi ketidak-puasan ini, seseorang atau sekelompok 
orang akan bergerak ke lebih tinggi, lantai satu. Lantai ini menampung orang- 
orang yang merasa suara mereka tak didengar dan identitas mereka diabaikan 
oleh sistem relasi kuasa yang sedang mendominasi. Rasa malu dan murka 
membuat mereka tak melihat alternatif lain selain merangkak ke lantai 
berikutnya. Di lantai ini, lantai dua, orang-orang yang frustrasi denga kondisi 
struktural mulai mencari kambing hitam. Proses identifikasi ‘musuh’ dan ‘kita’ 
berlangsung intensif dalam proses ini. Kebijakan-kebijakan politik mulai 
dikenali sebagai faktor-faktor utama dan masyarakat atau negara yang 
mengeluarkan kebijakan itu dianggap setan pencipta nestapa. Slogan-slogan, 
seperti yang digunakan Bush pasca serangan 11 September, misalnya, ‘you are 
either us or againts us\’ menjadi pedoman aksi dan mobilisasi. 

Lantai berikutnya, lantai tiga, adalah tingkatan yang menggambarkan 
bagaimana moralitas terorisme mengalami pembakuan sedemikian rupa 
sampai pada tingkat membentuk ‘terrorist myths’. Tindakan terorist 
dijustifikasi dalam sistem moral ini. Pada lantai ini, peran penting dimainkan 
para pemimpin organisasi terorist untuk mendorong individu yang menganut 
moral teroris melakukan tindakan teroris. Slogannya adalah ‘ends justify the 
means’ — tujuan menghalalkan segala cara. Di lantai yang lebih tinggi, lantai 
empat, adalah fase orang atau kelompok orang masuk ke dalam kehidupan 
organisasi teroris yang serba rahasia. Di sini seseorang memiliki satu 
keyakinan mutlak bahwa tujuan yang hendak dicapai hanya mungkin tercapai 
melalui tindakan kekerasan. Di sini juga justifikasi moral telah mengalami 
penyempurnaan sepenuhnya. Tak ada celah untuk mempertanyakan klaim 
moral tersebut. Lantai ini adalah tingkatan yang ditandai sebagai ‘ the land of 
no return’. Dan akhirnya, proses menuju terorisme berakhir di lantai tertinggi, 
lantai lima. Di lantai ini organisasi teroris muncul sebagai ‘total institution’. 
Tindakan teroris siap dilakukan kapan pun dan di mana pun sesuai dengan 
agenda strategis organisasi. Bom bunuh diri merupakan tindakan paling 
rasional dan taktis dalam konteks perbedaan dukungan publik, teknologi 
kekerasan dan sumber daya lainnya. 
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Apa yang digambarka oleh Moghaddam sebenarnya bukan merupakan pemikiran 
yang asing dalam upaya memahami proses seseorang atau sekelompok orang 
menjadi teroris. Mirip dengan proses yang digambarkan oleh Moghaddam, 
laporan New York Police Department tentang radikalisasi, Radicalization in the 
West: The Homegron Threat (2007) menggambarkan proses menjadi teroris 
sebagai sebuah proses linear yang bertahap, yakni Pre-Radicalization, 
Identification, Indoctrination dan Jihadization. Seperti halnya gambarah tangga 
Moghaddam, proses menjadi teroris dalam laporan New York Police Department 
juga mengimplikasikan keterkaitan yang sangat erat antara terorisme dan 
radikalisme. Terorisme adalah fase tertinggi dalam sebuah proses linear melalui 
radikalisasi. 


Variasi Perspektif dalam Root Causes 

Bagian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang seringkali 
diidentifikasi menjadi akar penyebab terorisme. Pertanyaan sentral yang 
diajukan adalah bagaimana masalah-masalah struktural tertentu dapat 
menjadi sebab-sebab radikalisme dan terorisme. Ada lima variasi dalam 
perspektif akar penyebab terorisme yang dikaji dalam penelitian awal ini 
yakni: Otoritarianisme dan Demokrasi, Radikalisme Islam, Dekulturasi, 
Ekonomi dan Globalisasi serta Deprivasi Relatif. Kita akan memahami akar 
penyebab terorisme melalui kelima variasi perspektif akar penyebab ini. Kata 
kunci-kata kunci dalam berbagai variasi perspektif ini diantaranya adalah 
konflik, dislokasi struktural dan relasi struktur-agensi. 28 


Otoritarianisme dan Demokrasi 

Terhadap pertanyaan apakah ada hubungan antara demokrasi (surplus dan 
defisit) dan terorisme, terdapat sejumlah pandangan. Pandangan pertama melihat 
defisit demokrasi sebagai penyebab radikalisme dan terorisme (Wintrobe, 2006, 
169-195; Wilkinson 2001). Dalam kerangka ini, laporan UNDP (2002) tentang 
dunia Arab, Arab Human Development Report: Creating Opportunities for 
Future Generation, misalnya, mengidentifikasi kegagalan negara-negara Arab 
dalam menegakkan demokrasi merupakan sebab utama bangkitnya Islam politik 
dan menjadi ladang subur bagi berkembangnya radikalisme. Bassam Tibi (2008), 
Islam, Islamism and Democracy: The Case of Arab World, juga mengaitkan 


28 Pertanyaan-pertanyaan diturunkan dari kata kunci kata kunci tersebut sepeti: Apakah ada 
sebab-sebab atau proses-proses fundamental yang sama bagi semua bentuk terorisme? 
Mengapa kelompok atau gerakan resistensi mengalami radikalisasi dan mengambil taktik 
terorisme? Apakah fundamentalisme agama dengan sendirinya berlaku sebagai sebab utama 
terorisme? Apakah negara kuat dan negara lemah memainkan peran penting dalam mendorong 
munculnya gerakan yang mengambil jalan terorisme? Mengapa ada kelompok teroris 
mengglobalisasi agenda dan operasi mereka, sementara yang lain tetap bersifat lokal atau 
nasional? Apakah sentimen balas dendam memainkan peran penting dalam lingkaran setan 
kekerasan yang mendorong kelompok tertentu mengambil jalan terorisme? 
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bangkitnya Islamisme sebagai kegagalan pembangunan demokrasi dalam kajian 
komparatif di negara-negara Timur Tengah. Sementara Ronald Wintrobe 
merunut bangkitnya radikalisme dalam rejim otoritarianisme. Rejim otoritarian, 
menurutnya, sama sekali tidak memberi ruang bagi arus-arus ideologi yang 
berbeda dan tidak mentolelir bentuk-bentuk artikulasi politik kelompok tertentu 
yang beroposisi. Oleh karena itu, baginya, rejim otoritarianlah yang paling 
bertanggung jawab bagi berkembangnya radikalisme dan terorisme (2006, 169- 
195 ). 

Pandangan lain melihat permasalahan dengan cara yang bertentangan. Bukannya 
defisit, tetapi justru surplus demokrasi-lah yang dianggap sebagai penyebab 
struktrural terhadap terorisme (Weinberg 2008; Lutz and Lutz 2010, 63-74) 
Dalam karya bersama mereka, Eubank and Weinberg (2006) menunjukkan 
bahwa sebagian besar insiden terorisme terjadi di negara-negara demokrasi dan 
pada umumnya korban maupun pelaku juga merupakan penduduk negara-negara 
demokrasi. Seperti yang mereka tulis, 

...democracy seems to be a root cause in the sense that open societies and 
transparent govenrments provide conditions in which those prepared to wage 
terrorist campaigns may operate at leastfor a while (2006, 55). 

Sementara itu, muncul pandangan antara, yang tidak melihat adanya kaitan 
antara terorisme dan demokrasi. Dengan menggunakan kajian-kajian komparatif, 
Gregory Gauss III (2005), misalnya, meragukan adanya hubungan langsung 
antara kedua variabel, bahwa semakin demokrasi dunia Arab maka radikalisme 
akan semakin berkurang. Juga Jessica Stern penulis Terror in the Name of God 
sangat tidak percaya dengan pandangan bahwa demokrasi adalah solusi bagi 
terorisme. Stern berargumen bahwa dalam banyak kasus transisi ke arah 
demokrasi cenderung merupakan masa-masa yang sangat rentan bagi sebuah 
negara. Kerentanan dalam kaitan ini termasuk juga terhadap munculnya 
ekrstremisme, yang dalam pandangannya mengacu pada ekstremisme Islam 
(2004, 287). 

Penstudi lain memusatkan perhatian pada alasan dan tujuan terorisme dan 
maknanya bagi demokrasi. Miller (2008) dan Honderich (2003) berargumen 
bahwa terorisme bukanlah antagonisme demokrasi. Terorisme justru 
memperbaharui demokrasi dalam cara yang tak terbayangkan oleh pemikiran 
liberal. Bahkan, Honderich berargumen bahwa terorisme, sekalipun ditandai 
dengan kekerasan, titak lain adalah praktek demokrasi itu sendiri. Seperti 
ditulunya, 


...using violence may provide a greater degree ofinfluence than is enjoyed by some 
of the majority of individuals who do not engage in it. Some acts of terrorism, 
therefore, may even serve the very ends ... o/ the practice of democracy by 
achieving policies less attainable in their absence (2003). 


Dalam formulasi yang lebih lunak, Fathali Moghaddam memandang instalasi 
demokrasi tanpa respek pada sistem nilai lokal dengan cara yang sangat skeptis. 
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Bagi Moghaddam, demokrasi harus dikonteksualisasikan dalam lokalitas. 
Demokrasi harus menggunakan sistem nilai dan simbol budaya setempat sebagai 
cara untuk memperkuat praktik-praktik demokrasi dan mengubah negara menjadi 
demokratis. Tanpa upaya tersebut, demokrasi tidak hanya gagal menghasilkan 
oligarki yang sah, tetapi menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat 
(2006,127-145) 


Islam dan Radikalisme 

Studi terorisme kontemporer ditandai dengan bergesernya Islam dari kategori 
budaya menjadi kategori politik. Islam dan radikalisme menjadi tak terpisahkan. 
Radikalisme sebagai fakta sosial diasosiasikan langsung dengan Islam. Sebagian 
besar penstudi terorisme kontemporer kemudian mencurahkan perhatian pada 
seberapa jauh radikalisasi Islam sebagai artikulasi politik memberi basis ideologis 
dan struktural bagi berkembangnya terorisme gelombang keempat, yang juga 
dikenal sebagai terorisme agama. 

Banyak pandangan yang berbeda mengenai keterkaitan antara Islam dan 
terorisme. Sebagian meliha bahwa agama bukanlah sebab utama terorisme. Dalam 
kajian Juergensmeyer, misalnya, agama hanyalah medium yang tersedia untuk 
mengartikulasikan kekecewaan dan harapan baru dalam kondisi ketertindasan 
dan marjinalisasi (2006, 133-144). John L. Esposito memiliki pandangan yang 
agak berbeda. Menurut Elposito, terdapat dua kategori Islam politik 
(2006:145-158). Kategori Islam politik yang pertama masuk ke dalam sistem 
politik, sementara yang kedua adalah kelompok ekstremist, yang 
menggunakan Islam sebagai dalil untuk membenarkan kekerasan dalam 
perjuangan politiknya. Bagi Esposito keberadaan kedua kategori ini 
menunjukan kerentanan Islam politik dalam kaitannya dengan terorisme. 
Penulis lain, bahkan lebih langsung mengkaitkan Islam dengan terorisme. 
Shmuel Bar, misalnya, berpendapat bahwa terdapat ajaran-ajaran garis keras 
dalam Islam yang membenarkan penggunaan kekerasan (2008, 11-20). 
Argumen Bar ini tercermin dengan jelas melalui judul buku yang 
diterbitkannya, The Religious Sources of Islamic Terrorism. Penstudi lain 
menekankan peran agama dalam gelombang terorisme keempat ini dalam 
kaitannya dengan pandangan mengenai kekerasan yang transenden. Dalam 
artian ini, bob bunuh diri mencerminkan dimensi baru dalam memandang 
kekerasan. Kekerasan tidak lagi berada dalam orbit Just War, melainkan 
dalam orbit Holy War (Hoffman 2006, 90). 

Para penstudi lain berargumen bahwa menonjolnya terorisme agama bukan hanya 
karena pengaruh ideologi melainkan juga dukungan komunitas basis. Komunitas 
radikal sebagai breeding ground membuka peluang bagi transformasi kepribadian 
seseorang menjadi militan dan fatalistik. Keputusan berjihad dengan kekerasan 
bukanlah semata-mata keputusan pribadi melainkan hasil determinasi komunitas 
moral tertentu. Ajaran saja tak cukup. Sikap dan perilaku individu teroris sangat 
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dipengaruhi oleh kultur kekerasan (McGlinchey 2005: 554-566; Waldman 2008, 

25-2 7). 

Dekulturasi 

Perspektif ini memandang dislokasi struktural sebagai kondisi eksistensial yang 
mendorong seseorang atau sekelompok orang menjadi teroris. Olivier Roy, 
misalnya, berargumen bahwa para teroris adalah mereka yang hidup 
terpinggirkan. Mereka terpinggirkan oleh masyarakat asal mereka, sekaligus oleh 
masyarakat di mana mereka tinggal. Oleh karenanya, menjadi teroris merupakan 
kulminasi dari upaya eksistensial guna merumuskan identitas yang utuh 
((2006:159-170). Dalam konteks terorisme gelombang keempat atau terorisme 
agama, argumen Roy ini ditopang oleh bukti biografis para pelaku bunuh diri yang 
berasal dari kelas menengah dan berpendidikan di Eropa dan Amerika. Sekalipun 
tidak lagi berada dalam strata sosial adn ekonomi bawah, para teroris ini adalah 
orang-orang yang gagal beradaptasi sepenuhnya dengan dunia baru di Barat dan 
pada saat yang sama tak sepenuhnya menjadi bagian dari tradisi budaya di tempat 
asal mereka. Argumen Roy bergerak lebih jauh dengan menandaskan bahwa para 
teroris lebih merupakan produk dari ‘Westernized Islam than traditional Middle 
Eastern Politics’. 

Dalam formulasi berbeda, Maria Pia Lara memandang dekulturasi merupakan 
dampak sekularisasi yang menciptakan rootlessness atau disembeddedness. 
Situasi ini membuka pencarian identitas melalui identifikasi simbolik atas tradisi 
yang tak lagi menjadi habitat seseorang (2003, 183-196) . Di sini, yang bekerja 
dalam pemahaman seseorang tentang identitas eksistensial adalah prinsip 
deprivasi yang relatif, bukan yang absolut seperti kemiskinan ekonomi dan represi 
politik. Proponen lain, Virginia Held menekankan bahwa faktor humiliation 
sebagai pendorong bagi seseorang untuk mengambil tindakan kekerasan atau 
terorisme. Argumen mengenai pentingnya humilation sebagai faktor pendorong 
terorisme didasarkan pada penelitian yang dilakukannya dengan mewawancarai 
banyak orang di Palestina dan Israel. Held menegaskan bahwa humiliation harus 
dibedakan dengan shame. Dalam artian ini, penelitianyang dilakukannya berujung 
pada kesimpulan bahwa sesorang menjadi teroris bukan karena defisiensi seperti 
kemiskinan, melainkan karena apa yang dimiliki dan dijunjung tinggi diremehkan 
dan dihancurkan pihak lain seperti tanah dan agama (2004, B59-75). 


Ekonomi, Pembangunan dan Globalisasi 

Apakah globalisasi dan pembangunan menjadi sebab fasilitatif bagi terorisme? 
Smentara pengkaji tidak melihat kaitan antara globalisasi dengan terorisme. 
Justru ketiadaan pembangunan serta ketertutupan terhadap demokrasi adalah 
sumber dari redikalisme dan terorisme (Taspinar 2009). Pandangan ini tidak 
cukup mendapat perhatian, karena setidaknya tidak mungkin untuk melihat 
masyarakat yang tidak bersentuhan dengan pembangunan dan globalisasi. Dan 
oleh karenanya pertanyaan apakah atau lebih tepat lagi bagaimana globalisasi 
mendorong terorisme menjadi tetap menarik untuk dikaji. 
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Setidaknya terdapat dua cara pandang berbeda mengenai hubungan antara 
demokrasi dan terorisme. Yang pertama menekankan dampak negatif dari 
globalisasi. Globalisasi menimbulkan banyak masalah yang berupa kemiskinan 
maupun ketertinggalan. Masalah-masalah ini terutama muncul karena 
keterbukaan pasar bertemu dengan klientelisme politik dan menghasilkan 
ketimpangan anatara minoritas yang kaya dan berkuasa dengan mayoritas 
populasi yang miskin dan tertindas. Kesenjangan inilah yang sebenarnya menjadi 
sumber bagi radikalisme dan terorisme, dan bukan kemiskinan itu sendiri 
(Gotchev 2006; Mousseau 2005; Gurr 2006, 85-101). Artikulasi-artikulasi 
kekecewaan massa terhadap rejim sekuler-otoriter mendorong kekacauan politik 
yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu 
untuk mengambil jalan terorisme. Dalam situasi ini, negara sangat lemah untuk 
mengatasi kesenjangan sementara aktor non-negara mengambil peran artikulasi 
resistensi terhadap kapitalisme neoliberal baik dalam negeri maupun tingkat 
global. 

Pandangan lain berangkat dengan argumen yang sangat bertolak belakang. 
Bukannya dampak negatif yang mendorong terorisme, tetapi justru sebaliknya, 
yakni dampak positif globalissi. Globalisasi memfasilitasi terorisme karena 
kemakmuran dan semakin terbukanya ruang mobilitas yang dihasilkannya. 
(Gotchev 2006, 103-116). Perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh 
globalisasi bukan hanya memperbesar mang mobilitas individu serta 
meningkatkan perluang interaksi antar individu dan kelompok yang lebih 
luastetapi juga membuka ruang bagi berbagai bentuk artikulasi politik, termasuk 
diantaranya dari kelompok-kelompok ekstremis. Dengan kata lain, globalisasi 
justru memberi ruang bagi kelompok radikal Islam untuk mengartikulasikan 
ketidakpuasan kelompok-kelompok masyarakat tertindas oleh rejim pasar bebas, 
terutama di kawasan Timur Tengah. Artinya, kendati tak berasal dari masyarakat 
miskin, globalisasi lebih memungkinkan para radikal untuk bertransformasi 
menjadi penyambung lidah rakyat. Kelompok-kelompon inilah yang menjadikan 
berbagai gerakan perlawanan menjadi gerakan yang mengglobal, dengan fasilitas 
yang dihasilkan oleh globalisasi. Singkatnya, dengan cara yang sangat 
kontradiktif, globalisasi telah mendorong munculnya terorisme. 


Deprivasi Relatif 

Hubungan kausalitas antara kemiskinan, radikalisme, dan terorisme yang dianut 
oleh negara-negara adidaya dan direduksi dalam politik bantuan marak 
dipersolakan oleh banyak penulis. Diantaranya yang paling penting adalah kajian 
Kreger dan Malekova (2003), Barro (2002), Scott (2003), dan Taspinar (2009). 
Pendekatan deprivasi relatif merupakan kritik utama terhadap tesis bahwa 
radikalisme semata-mata merupakan produk dari kemiskinan, kebodohan, 
ketertinggalan, dan tesis-tesis modernisasi lainnya. Meminjam Ted Robert Gurr 
dalam Why Men Rebel, deprivasi relatif didefinisikan sebagai: “a perceived 
discrepancy between men’s value expectations and their value capabilities” (1970, 
13 ). 
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Dalam konteks negara-negara Timur Tengah misalnya, Taspinar, misalnya, 
menulis, 


absolute deprivation is not the real challenge. The more challenging question, 
particularly in the Arab world, is relative deprivation: the absence of opportunities 
relative to expectations ... terrorism is not necessarily caused by socioeconomic 
problems. But there is certainly a correlation between deprivation and radicalism 
(2009, 78). 


Dan memang, secara empiris, beberapa kajian menunjukan bahwa radikalisme, 
kekerasan politik atau revolusi itu tidak berlangsung pada saat suatu negara 
mengalami kemiskinan akut. Sebaliknya radikalisme justru terjadi saat negara ini 
menikmati lonjakan harga minyak yang luar biasa namun tetap mengalami 
ketimpangan dan kemlaratan yang luar biasa. Ini dicontohkan dengan jelas 
misalnya dalam kasus revolusi Iran. Dalam kondisi itu rakyat merasa dengan 
kemelimpahan tersebut Iran seharusnya sudah menjadi Swiss-nya Timur Tengah. 
Tetapi, toh revolusi Iran berlangsung dalam kemelimpahan tersebut. 
Artinya,dalam pandangan ini, memang bukan kondisi riil yang mendorong 
radikalisme ataupun terorisme, melainkan kondisi riil yang dilihat dan dipahami 
dalam kaitannya dengan kondisi yang dimiliki orang lain dan menghasilkan 
perasaan terdeprivasi. 


Masalah dalam Perspektif Akar Penyebab Terorisme 

Meskipun terdiri dari beragam varian, semua perspektif akar penyebab terorisme 
dibangun dengan basis argumen yang sama (Richardson 2006; Franks 2006; 
Bjorgo 2005), yakni bahwa radikalisme dan terorisme berkembang dari kondisi 
struktural yang kondusif, dalam artian kondisi yang mendorong munculny 
aketidakpuasan baik secara individu maupun kelompok. Seperti diuraiikan di 
bagian awal, perspektif akar penyebab ini memberikan alternatif untuk melawan 
terorisme dengan cara yang lebih lunak, karena tidak langsung berhadapan 
dengan terorisme atapun tindakan-tindakan teror, melainkan dengan berbagai 
faktor yang ada sebelum berkembang menjadi terorisme, baik dalam aspek, sosial, 
ekonomi, budaya maupun politik. Teapi, pada saat yang sama penelitian yang 
kami lakukan menunjukkan beberapa kelemahan penting dari perspektif ini. 
Sumber kelemahannya bersumber dari asumsi dasar yang digunakannya. Artinya, 
sekalipun di satu sisi dilihat sebagai alternatif bagi upaya pemberantasan 
terorisme, di sisi lain asumsi dasar yang digunakan masih sangat bisa 
dipertanyakan. 

Pemahamam tentang terorisme (dan radikalisme) dalam perspektif akar penyebab 
adalah karena dorongan eksternal (ecternally driven). Radikalisme dan terorisme 
semata-mata dipandang sebagai produk atau ekses dari kekuatan , faktor ataupun 
proses eksternal. Kekerasan, konsekuensinya, adalah respon terhadap berbagai 
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eksternal faktor tersbut, sebagai perlawanan terhadap “musuh” yang di luar 
tersebut, baik berupa penindasan, eksploitasi dan lainnya. Dalam artian ini, 
perspektif akar permasalahan menempatkan posisi agency dalam kaitannya 
dengan radikalisme atau terorisme pada posisi yang marginal. Perspektif akar 
penyebab tidak cukup memberikan perhatian pada proses penciptaan subyek- 
subyek politik. Atau, jika subyek politik harus dimunculkan, maka perspektif ini 
akan cenderung menampilkan subyek-subyek yang abnormal, meyimpang dan 
hanya residu dari proses struktural. Sigkatnya, sebuah tindakan teror harus 
dicarikan jawabanya dari kondisi eksternal yang melatar-belakangi tindakan para 
pelakunya. 

Marginalisasi subyek dan hilangnya dimensi politik dari proses pembentukan 
subyek dalam kaitannya dengan terorisme ini implikasi yang sangat besar bagi 
pemahaman kita tentang terorisme. Jika digunakan terlalu berlebihan tanpa sikap 
kritis, perspektif ini cenderung permisif dan melegitimasi bagi tindakan-tindakan 
teror dan terorisme. Perspektif ini membebaskan pelaku teror dari penilaian 
moral. Dalam bentuk yang paling ekstrim, tindakan teror justru dilihat sebagai 
tindakan pembebasan dan pelaku teror adalah pejuang pembebasan. 
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4. Perspektif dan Tema dalam 
Kajian Terorisme Aktor dan Tindakan Teror 


Memfokuskan pada aktor merupakan salah satu perspektif yang sangat 
berpengaruh dalam memahami terorisme. Salah satu alasannya adalah karena 
kajian tentang terorisme terutama masih menjadi bidang kajian keamanan 
yang, dalam artian yang konvensional, sangat berorientasi pada negara sebagai 
titik tolaknya ( state-centrism ). Dalam perspektif ini, terorisme terkait dengan 
orang atau kelompok orang serta gagasan yang dianggap sangat 
memperngaruhi tindakan-tindakan teror yang mereka lakukan. Berangkat 
dengan karakteristik ini, maka implikasinya bagi upaya untuk memerangi 
terorisme adalah dengan mengidentifikasi aktor dan menjelaskan perilaku 
teror tersebut dari dalam diri pelaku tersebut. Dalam artian ini, motivasi dan 
semua pemikiran yang mendorong pelaku teror untuk melakukan tindakan- 
tindakannya menjadi sangat penting untuk dilihat. 

Dalam perspektif ini, teroris, terorism dan tindakan-tindakan teror merupakan 
satu rangkaian tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Terorisme adalah sebuah 
fenomena yang terkait dengan aktor yang sangat spesifik, yang dalam definisi 
saat ini adalah bukan negara, yang memiliki pandangan atapun dorongan 
tertentu dan melakukan tindakan teror. Implikasinya, setiap tindakan 
kekerasan yang diidentifikasi dilakukan oleh aktor di luar negara dan 
dilakukan dengan motivasi yang sangat jelas, cenderung akan diacu sebagai 
satu bentuk terorisme. Dengan kata lain, terorisme pada dasarnya terkait 
dengan legitimasi aktor dalam menggunakan kekerasan (Franks 2006, 12-17). 
Jika tindakan kekerasan dilakukan oleh aktor tanpa hak untuk menggunakan 
kekerasan, maka tindakan kekerasannya juga by default juga tidak memiliki 
legitimasi. 


Mendefinisikan “Musuh” 

Pada dasarnya perspektif aktor tentang terorisme merupakan perspektif yang 
mendasarkan pada identifikasi musuh. Dalam konteks terorisme gelombang 
keempat ini dan terorisme dilihat sebagai ancaman global, maka terorisme 
dipahami juga sebagai musuh internasional (Frederich 2006; Saul 2005). 
Namun, perdebatan tentang definisi terorisme yang berlangsung sejak tahun 
I970an di PBB belum menghasilkan suatu konvensi tunggal tentang terorisme 
internasional. Hanya, terdapat kesepakatan mengenai adanya musuh 
internasional, yang disebut dengan terorisme, sementara siapa dan entitas 
mana masuk dalam kategori teroris belumlah terumuskan secara pasti. 
Sebanyak 16 instrumen hukum internasional dipakai untuk mendefinisikan 
terorisme dengan formula functional extrapolation (Lee 2007:137-153). 
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Negara dan kekuatan internasional berhak mendefinisikan siapa dan 
organisasi apa yang dapat disebut terorisme. Definisi terorisme paling jelas 
tersurat dalam resolusi Dewan Keamanan 1566 (S/RES/1566/2004). 

Terorisme adalah aktor non-negara, melakukan kekerasan terhadap warga 
sipil, menciptakan teror dalam masyarakat luas atau sekelompok masyarakat, 
dan bertujuan mempengaruhi negara dan kekuatan internasional untuk 
membuat atau tidak membuat kebijakan atau tindakan. Dalam bagian terakhir 
dari definisi itu ditegaskan bahwa tak ada satupun pembenaran yang dapat 
diterima, baik atas nama falsafah hidup, ideologi politik, agama, dan 
etnisitas. 

Dalam arti itu, terorisme adalah ancaman nyata dan aktual terhadap keamanan 
dan tatanan internasional (Rogers 2001, 78-131). Dalam terorisme gelombang 
keempat, misalnya, kelompok teroris adalah aktor non-negara, berdimensi 
internasional/transnasional/non-terestrial dan melakukan kekerasan untuk 
melayani ideologi atau tujuan politik yang dianggap radikal sekaligus utopis 
atau tak mungkin terealisasi. Ideologi terorisme adalah ideologi ‘radikal anti- 
perbedaan’ dan karena itu, membenarkan argumentasi populer bahwa 
terorisme dan radikalisme itu satu rumpun kekerasan. Tesis di kalangan para 
pengkaji terorisme dengan perspektif ini adalah terorisme berbiak dalam 
radikalisme. 

Kendati demikian, pengkaji yang berangkat dato perspektif aktor ini tak 
seluruhnya sepakat dengan definisi terorisme yang dianggap memberi peluang 
kepada otoritarianisme negara (Chomsky 2003, 211). Terorisme menjadi 
proksi, kejelasan yang tak jelas dalam hukum internasional, yang dengan 
definisi tersebut negara leluasa memastikan siapa dan kelompok apa sebagai 
ancaman kedaulatan negara dan ancaman keamanan masyarakat 
internasional/global. American exceptionalism dan lawfare — ‘war as law 
rather than exception’ — menjadi mungkin karena pemastian siapa itu 
terorisme dikerjakan oleh negara dengan mengabaikan konteks konflik dan 
pertarungan politik baik level domestik, regional maupun internasional 
(Andrepoulos 2011, 98-86). 29 


Terrorisme adalah Evil 

Selain dianggap defisit legitimasi politik, terorisme adalah defisit moral. Para 
pengkaji seringkali mengkaitkan konstruksi simbolik atas terorisme dengan 
evaluasi moral atas tindakan kelompok yang telah dinamakan terorisme. Thomas 
Mockaitis dalam The New Terrorism: Myth and Relality, menulis bahwa "... 


29 Dengan memperhatikan dimensi politik hukum internasional, Allen Weiner mempertanyakan 
apakah “perang” melawan terorisme itu bisa benar-benar bisa disebut perang? Kesimpulan 
Weiner adalah bahwa terorisme dalam hukum internasional bukanlah perang. Menurut Weiner, 
ekstrapolasi fungsional adalah argumen yang patut dipertanyakan. Perang melawan terorisme 
bukanlah perang dalam artian yang legal (2007). 
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terrorists kill in the Service of utopian religious or other ideological goals rather 
than to achieve a political objects” (Mockaitis 2007, 16-17). Tak ada tujuan politik 
yang konkrit. Teroris adalah maniak homisida. Di dalam jiwanya tak ada cinta dan 
respek pada manusia lain. Dalam konteks pasca serangan 11 September, pelaku 
bom bunuh diri dianggap orang-orang fatalis, yang menjadikan teror sebagai satu- 
satunya tujuan tindakannya. 

Moralisasi ini berjalan bersama dengan dijadikannya Islam sebagai obyek kajian 
terkait dengan radikalisme. Teroris tidak lain adalah ‘bad Moslems’, ‘illiberal 
subjects’. Dalam konteks terorisme gelombang keempat (terorisme agama), Islam, 
baik sebagai ideologi maupun komunitas, dipandang sebagai sarang kekerasan 
homisida terorisme. Para pengusung perspektif aktor memandang ideologi sebagai 
ajaran yang sudah jelas dan tindakan kekerasan yang dilakukan komunitas agama 
disebabkan oleh ajaran-ajaran dalam agama tersebut. Organisasi atau jaringan 
tertentu dianggap tak mungkin melakukan kekerasan kalau tak disebabkan 
ideologi tertentu. Cara baca ini semakin ‘terbenarkan’ karena para pelaku 
kekerasan kerap menggunakan slogan atau justifikasi moral agama. 

Fenomena bom bunuh diri semakin membenarkan asumsi pokok perspektif ini. 
Bom bunuh diri dianggap pembuktian terputusnya hubungan antara kekerasan 
dan konflik. Tindak kekerasan ini kemudian dipahami sebagai fenomena 
kekerasan psikologis, individual dan fenomena kekerasan kelompok ideologis 
klandestin yang tak lagi terhubungkan dengan dunia luar. Dalam pandangan ini, 
para pelaku sekedar mengambil inspirasi kekerasan dari ideologi tertentu dan 
mengembangkan sendiri jenis ideologi baru, semacam varian ekstrim dari ideologi 
pokoknya. Di sinilah kita bertemu dengan logik berpikir dalam tema ini. Di satu 
sisi, memandang Islam sebagai sumber ideologi bagi kekerasan terorisme 
sementara di sisi lain, selalu berusaha agar potensi kekerasan itu tidak 
diterjemahkan ke dalam varian ideologis yang lebih ekstrimis. Dalam de- 
radikalisasi versi yang lebih konservatif, misalnya, Islam dan Politik harus 
dipisahkan karena politik yang terislamisasi dituding sebagai proses ‘radikalisasi’ 
ideologi Islam. Tidaklah mengherankan, olehkarenanya, para penstudi dan 
praktisi dengan perspektif ini cenderung berkutat dengan pertanyaan bagaimana 
‘menjinakkan’ atau ‘membendung’ penyebaran ideologi yang dianggap radikal. 


Kekerasan Politik dan Aktor 

Kajian terorisme yang berorientasi pada aktor menyisakan satu masalah besar. 
Karena berangkat dari legitimasi aktor dalam kaitannya dengan penggunaan 
kekerasan, maka perspektif tersebut cenderung menghasilkan penilaian yang 
berbeda terhadap kekerasan. Dalam artian ini, pandangan tentang terorisme 
cenderung sangat konservatif, karena terorisme sangat erat dikaitkan dengan 
kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dianggap tidak memiliki 
legitimasi untuk menggunakan kekerasan sementara kekerasan dalam bentuk 
yang sama, dengan skala yang mungkin lebih besar, tidak termasuk dalam kategori 
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terorisme sejauh dilakukan oleh aktor dengan legitimasi untuk menggunakan 
kekerasan (negara). 

Dengan mempermasalahkan legitimasi aktor terhadap penggunaan sara 
kekerasan, para pengkaji terorisme sebagai sebuah bentuk kekerasan politik 
memiliki kesimpulan yang berbeda secara signifikan. Para pengkaji kekeran politik 
ini melihat kekerasan dengan cara yang lebih kritis yakni, kekerasan adalah 
kekerasan. Tidak ada kategori sah dan tidak sejauh kekerasan menjadi isyu. 
Artinya, kekerasan yang dilakukan oleh negara sekalipun bisa dianggap tidak sah, 
dan sebaliknya. Konsekuensinya tipologi terorisme juga menjadi berbeda dari 
tipologi yang dibuat oleh mereka yang berangkat dengan perspektif aktor. 

Dengan tanpa memperhatikan legalitas aktor, Richard Schultz, misalnya, mencatat 
adanya tiga kategori aktor dalam terorisme (1980): negara, kelompok-kelompok 
revolusioner dan kelompok entrepreneurial. 

Actor negara adalah rejim pemerintahan yang menggunakan taktik terorisme 
untuk meredam resistensi rakyat dan mempertahankan kekuasaannya. Bisa pula 
sebuah negara menggunakan cara ini untuk menggulingkan pemerintahan negara 
lain. Contoh yang diacu sebaga State terrorism adalah, misalnya, Tonton Macoutes 
dalam rejim “Papa Doc” Duvalier di Haiti yang mengggunakan cara-cara teroristik 
dalam menghadapi kekuatan-kekuatan oposisi. Revolutionary Actor adalah 
gerakan perlawanan yang menggunakan taktik terorisme untuk mengganti rejim 
pemerintahan. Termasuk dalam tipe ini adalah gerakan nasionalis membentuk 
sebuah negara merdeka. Juga termasuk dalam tipe ini gerakan populis milenarian 
yang menggunakan politik teror untuk menciptakan tatatan yang tak pernah ada 
dalam sejarah manusia. Aktor entrepreneurial Actor adalah kelompok teroris 
transnasional yang telah mencapai derajat otonomi identitas dan organisasi. 
Meski awalnya bagian dari gerakan etno-nasionalist, kelompok ini dalam 
perjalanan waktu bergerak bebas dengan tujuan berbeda, pada umumnya menjadi 
organisasi kejahatan yang menjual keahlian dan teknologi kekerasan kepada 
rejim-rejim otoritarian yang membutuhkan. Contoh tipe ini misalnya organisasi 
Abu Nidal di Palestina. Sebelum menjadi bagian dari gerakan nasionalis, 
organisasi ini merupalan organisasi kriminal yang menjual skil teroristiknya pada 
rejim-rejim di Arab. Contoh yang lain adalah Animal Liberation Front, yang 
melakukan aksi-aksi sabotase terhadap fasilitas-fasilitas penelitian dan penyiksaan 
terhdapa para peneliti hewan di Amerika, Kanada, dan Inggris. Tipe kelompok ini 
biasanya adalah organisasi-organisasi yang pada tahap awalnya merupakan 
organisasi-organisasi yang dapat diklasifikasikan sebagai organisasi revolusioner. 

Lihat tabel dan bagan di bawah untuk tipologi aktor terorisme yang berbeda 
dengan yang dihasilkan oleh perspektf aktor yang dominan. 
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Tabel i. Tipologi Aktor Terorisme (Schultz) 


Tipe Aktor 

Keterangan 

Negara 

Bertindak melawan rakyatnya sendiri untuk 
menjamin kelangsungan kekuasaannya. 
Seringkali disebut sebagai represi negara 

Bertindak melawan negara lain untuk 
menjatuhkan pemerintah lain. Sering dikenal 
dengan terorisme yang didalangi negara 
(state sponsorship ofterrorism ). 

Bertindak melawan negara lain untuk 
memaksakan perubahan politik atau 
kebijakan negara lain yang dituju. Dikenal 
juga dengan terorisme yang didalangi negara 

Aktor 

Revolutioner 

Bertindak untuk menggulingkan sebuah 
pemerintahan atau rejim dan 

menggantikannya dengan pemerintah atau 
rejim yang lain 

Betindak untuk menciptakan sebuah negara 
baru dari wilayah suatu negara. Seringkali 
dikenal dengan pemerontakan 

Bertindak untuk menciptakan perubahan 
fundamental dalam sisten negara-bangsa, 
melalui misalnya ideologi pan-nasionalis atau 
gerakan-gerakan anarkhis 

Aktor 

Entrepreunerial 

Bertindak otonom atau terlepas baik dari 
negara bangsa manapun, atau dari kelompok- 
kelompok yang berniat membentuk negara 

Beroperasi secara transnasional 

Terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal 
sekalipun biasanya sebagai sarana untuk 
tujuan politis seperti perampokan bank dan 
penyanderaan untuk memperoleh tebusan 
guna membiayai operasinya atau untuk 
mengusur kehadiran 'asing' 
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Bagan 2. Tipologi Terorisme (Schmid) 























Perilaku-perilaku Teroristik 

Thomas Mockaitis (2007) dalam The New Terrorism: Myth and Reality, 
mengatakan bahwa definisi fungsional terorisme tidak harus dimulai dari 
mendefinisikan apa itu terorisme, melainkan memfokuskan pada ranah perilaku: 
apa yang disebut tindakan teror. Fokus ini penting karena kajian-kajian tentang 
terorisme saat ini memiliki problem yang sangat mendasar bahwa tindakan teror 
(terror acts ) selalu diidentikkan dengan terorisme yakni dilakukan oleh aktor atu 
kelompok yang dikategorisasikan sebagai teroris. Padahal, keduanya bukan 
merupakan sebuah paket yang tidak dipisahkan. Sebuah tindakan teror bisa 
dilakukan oleh mereka yang tidak terkait dengan terorisme ataupun jaringan 
teroris. Kegagalan untuk memisahkan tindakan dari pelakunya menimbulkan 
implikasi yang sangat serius bagi upaya-upaya menangani terorisme. Upaya 
penanganan terorisme akan kehilangan proporsionalitas dan, konsekuensinya, 
juga efektifitasnya. 

Bagi Mockaitis, “Terror is a weapon of choice used by a variety of actors for 
different purposes . . . unlike most weapons, aims not merely to destroy enemy 
combatants, but to spreadfear among the generalpopulation” (2007, 3). Dengan 
menekankan pentingnya mengkaji terorisme dengan melalui konseptalisasi teror 
ini, Mockaitis menunjukkan bahwa tindakan-tindakan teror juga digunakan oleh 
pelbagai aktor: negara-bangsa, gerakan-gerakan insurgensi, organisasi kriminal, 
dan kelompok-kelompok teroris. Terorisme dalam tindakan-tindakan teror terkait 
dengan melihat karakteristik-karakteristik tindakan kekeasan yang dilakukan. 
Mockaitis mencatat tujuh karakter yang penting untuk memberi label terorisme 
dari sebuah tindakan teror. Ketujuh karakteristik terebut adalah: tujuan, fokus, 
dukungan rakyat, organisasi, pendanaan, tingkat teror, serta kemauan untuk 
bernegosiasi. 

Menurut Mockaitis, karakter yang paling penting yang membedakan tindakan 
teror yang dilakukan oleh teroris ataupun kelompok teroris dengan yang 
dilakukan oleh kelompok lain adalah ada atau tidaknya “kemauan untuk 
bernegosiasi.” Kelompok-kelompok insurgensi atau kriminal adalah kelompok- 
kelompok yang memiliki tujuan-tujuan pragmatis. Mereka adalah aktor-aktor 
rasional dan oleh karenanya sulit untuk dilihat sebagai kelompok teroris. 30 
Berbeda dengan kelompok teroris, aktor-aktor rasional selalu memandang 
kompromi sebagai salah satu pilihan perjuangan, apalagi dalam kondisi-kondisi 
terdesak. Sebaliknya, kelompok-kelompok teroris tidak menjadikan kompromi 
sebagai pilihan tindakannya. Bagi kelompok-kelompok teroris, tidak ada kata 
negosiasi dalam kamus perjuangannya. 

Berdasarkan pandangan menegnai pemahaman tentang terorisme dengan 
mengacu pada tindakan teror yang dilakukan, tipologi terorisme yang dihasilkan 
adalah sebagai berikut (lihat Bagan) 


30 Lihat Peter Neuman (2008), The Stratetegy of Terrorism: How It Works, and Why It Fails. 
London: Routledge. 
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Bagan 3. Tipologi Terorisme Berdasarkan Tindakan-tindakan Teror 



Negara 



V-Bangsa 


Organisasi 

^ Perilaku 

Organisasi 

Kriminal V 

TEROR 

wnsurgensi 


Kelompok 



V Teroris W 






5. Perspektif dan Tema dalam 
Kajian Terorisme Strategi dan Metode 


Bagi sementara pengamat, terorisme bukanlah sebuah fenomena yang khusus 
yang terkait dengan kondisi sosial, ekonomi ataupun politik yang ada dalam 
masyarakat seperti yang diungkapkan oleh para pengkaji terorisme dari perspektif 
akar penyebab. Terorisme juga bukan produk dari individu yang memiliki 
semangat untukmelakukan kekerasan karena dorongan pemikiran tertentu yang 
sarat dengan kekerasan seperti yang ditampilkan oleh pengkaji terorisme dari 
perspektif aktor dan tindakan teror. Artinya, terorisme dan kekerasan yang 
menjadi esensi dari terorisme bukanlah produk dari kebencian ataupun 
ketidakwarasan pelaku teror dan bukan juga karena ketiadaan pilihan tindakan. 
Terorisme adalah produk dari sebuah pilihan strategis, dengan pertimbangan yang 
rasional. Tindakan teror dianggap merupakan pilihan yang secara sadar dan 
sengaja diambil karena, berdasarkan pertimbangan rasional pelaku, dianggap 
memberikan hasil yang paling optimal bagi pencapaiak tujuan politik pelaku 
tindakan teror. Pertanyaan kuncunya adalah mengapa tindakan teror dipilih untuk 
mencapai tujuan politik. Terkait dengan pertanyaan ini adalah signifikansi 
kekerasan alam tindakan teror: apa makna kekerasan dalam terorisme? 


Teror Sebagai Strategi 

Pengkaji terorisme dengan perspektif metode dan strategi memiliki kesamaan 
dalam memahami terorisme dalam kaitannya dengan perjuangan untuk mencapai 
agenda-agenda politik tertentu. Artinya tindakan-tindakan teror bukanlah 
merupakan tujuan, melainkan semata-mata strategi untuk mencapai tujuan yang 
diagendakan. Artinya, tujuan dati terorisme jauh lebih besar dan lebih jangka 
panjang daripada tindakan teror atau kekerasannya itu sendiri. Dengan kata lain, 
tindakan teroris adalah tindakan bertujuan (purposive acts ). Tindakan teror 
dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dalam spektrum konflik. Mengikuti 
tesis Clausewitz, tindak kekerasan dilakukan merupakan bentuk lain dari 
diplomasi politik. 

Sebagai sebuah strategi, tindakan teror melayani dua tujuan: jangka pendek dan 
jangka panjang. Jangka pendek, yang langsung dicapai melalui tindakan teror 
adalah kekacauan serta agitasi politik (Thornton 1964, 80-81). Agtasi politik ini 
merupakan sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas dalam jangka 
panjang, seperti misalnya pergantian rejim. Melalui tindakan teror, efek yang 
diharapkan adalah pergeseran posisi dari pihak lain — yang biasanya jauh lebih 
kuat — bergeser posisi ataupun diturunkannya taruhan yang dimiliki oleh pihak 
yang lebih kuat tersebut dalam sebuah hubungan konflik. Tidak jauh berbeda 
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dengan situasi konflik yang ditunjukkan oleh konfrontasi antara dua negara 
adidaya AS dan Uni Soviet selama Perang Dingin, tindakan teror dipahami sebagai 
sebagai ‘act of compellence’ (Neuman 2008, 77). Teror menjad strategi yang 
digunakan untuk mengatasi lawan, sebagai sebuah upaya persuasi dengan 
kekerasan. Sebagai sebuah strategi politik, komponen utama dalam terorisme 
adalah kekerasan. Kekerasan dieksploitasi untuk menimbulkan ketakutan dan 
mendorong munculnya perubahan. Seperti yang ditulis oleh Hoffman, misalnya, 
tindakan teror adalah “...a deliberate creation and exploitation of fear through 
violence or threat ofviolence in the pursuit ofpolitical change (Hoffman 2006, 
40). 

Berangkat dari pemahaman tentang tindakan teror sebagai sebuah strategi, 
pengkaji terorisme dari perspektif ini memahami terorisme melalui empat 
komponen penting: pertama, tujuan dan motif politik, kedua, kekerasan dan 
ancaman kekerasan, ketiga, tindakan teror atau tindakan untuk menciptakan rasa 
takut, keempat, organisasi dengan struktur komando yang jelas dan disatukan 
oleh tujuan tertentu di atas. Dilihat dari definisi ini, aktor dalam terorisme 
menjadi lebih luas. Bukan hanya aktor bukan negara, tetapi juga aktor negara. 

Pemahaman tentang teror sebagai strategi memiliki implikasi yang jangat 
signifikan dalam pemahaman kita tentang terorisme. Kajian terorisme harus 
dilakukan dalam kerangka kajian strategis. Kerangka kajian strategis sangat 
menekankan pada pentingnya kalkulasi rasional sebagai dasar dalam setiap 
pembuatan keputusan. Termasuk dalam kategori ini adalah keputusan untuk 
menggunakan kekerasan atau teror. Dengan pemahaman ini, oleh karenanya, sulit 
pagi mereka yang mengkaji terorisme melalui perspektif metode dan strategi 
untuk memberikan perhatian kepada faktor-faktor struktural yang oleh banyak 
pengamat lain dilihat sebagai akar penyebab terorisme. Pada saat yang sama, 
sebagai strategi, tindakan teror tidak mensyaratkan adanya kecenderungan untuk 
melakukan kekerasan sebagai faktor penting bagi tindakan teror. Artinya, 
mengkaitkan tindakan teror dengan pemikiran-pemikiran radikal ataupun 
pemikiran yang tidak normal, sangat tidak masuk akal bagi pengkaji terorisme 
dengan perspektif metode atau strategi. Pelaku teror adalah aktor-aktor yang 
sangat rasional, bukan sebaliknya. 


Tindakan Teror: Fungsi, Simbol dan Taktik 

Memusatkan perhatian pada tindakan teror, para pengkaji terorisme yang 
berangkat dengan perspektif strategi membedakan tiga makna teror dalam 
terorisme (Franks 2006, 18-19): fungsional, simbolik dan taktis. Dalam artian 
yang pertama, fungsional, kekerasan atau tindakan teror memang dimaksudkan 
untuk secara langsung menghasilkan dampak tertentu. Tindakan teror dilakukan 
untuk menghasilkan kerusakan, kehancuran ataupun ketakutan dalam masyarakat 
dan menjadikan pemerintah tidak berdaya. Tindakan teror dalam kategori ini 
terutama menekankan pada skala tindakan teror. Artinya, tindakan teror yang 
semakin besar dan menuntut upaya yang semakin besar dari pemerintah untuk 
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menghadapinya mengindikasikan keberhasilan tindakan teror yang dilakukan. 
Sekalipun terutama ditujukan untuk mencapai tujuan jangka pendek, yakni 
melumpuhkan pemerintahan, bukan tidak mungkin tindakan teror ini juga 
menghasilkan atau dibarengi dengan tujuan jangka panjang atau tujuan lain yang 
tidak langsung. Rasa tidak aman yang semakin besar dan meningkatnya ketidak¬ 
percayaan masyarakat terhadap pemerintah pada gilirannya bisa mendorong 
tuntutan akan pergantian rejim. Sementara pengkaji menyebut stretegi ini sebagai 
‘strategic manipulation’ (Bell 1978, 50; Laquer 2001, 26). 

Kekerasan atau tindakan teror juga seringkali dilakukan bukan dengan tujuan 
praktis jangka pendek seperti di atas, melainkan dengan tujuan yang lebih besar 
atau jangka panjang. Apa yang dihasilkan melalui kekerasan bukanlah merupakan 
tujuan akhir tetapi hanyalah sebagai sarana semata. Strategi ini dikenal sebagai 
coercive manipulation. Perhatian dari strategi kekerasan ini dipusatkan pada efek 
simbolik dari kekerasan, yakni menimbulkan rasa takut di kalangan audiens yang 
terutama dianggap memiliki identitas yang sama dengan korban kekerasan, 
misalnya identitas agama, kelas atau ras. Dengan pemahaman ini, terorisme 
kemudian dipahami sebagai 'systematic of murder and destruction or threat of, 
to terrorize individuals, groups, communities and governments into conceding 
to terrorist’s demands' (Wilkinson 2001, 46). Dalam kaitannya dengan makna 
simbolik kekerasan, Jongmans menulis lebih tegas lagi sebagai berikut, 


... a method of combat in which random or symbolic victims serve as instrumental 
targets of violence. These instrumental victims share group or class 
characteristics, which form the basis for victimization. Other members of that 
group or class are put in a chronic State of fear (terror).. the purpose of which is to 
change attitudes or behavior favoring the interests of the user of method of 
combat (1988, 2). 


Sebenarnya, gagasan menggunakan tindakan teror sebagai corecive 
manipulation ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang eksklusif dalamk 
kaitannya dengan terorisme gelombang keempat.Dalam sejarah, seorang ahli 
strategi dan filsuf Cina, Sun Tzu juga merekomendasikan strategi yang sama 
keita dia menulis dalam karya monumentalnya, The Art of War, 'Kill one and 
frighten ten thousand!.' Dalam hal ini, terorisme menyerupai sebuah teater, 
tontonan yang mentransformasi keterkejutan (fright) dan kecemasan ( anxiety ) 
menjadi ketakutan (fear). Peran publikasi pun sentral dalam memainkan 
psikologi ketakutan terutama di kalangan orang-orang yang seidentitas dengan 
korban. 

Akhirnya, tindakan kekerasan atau teror juga seringkali dilihat sebagai 
tindakan taktis semata. Dalam artian ini, terorisme mungkin bukan sebagai 
tujuan, melainna semata-mata sarana. Tetapi berbeda dengan pengertian yang 
kedua di atas, tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan kekerasan atau teror 
ini adalah jangka pendek, sepertipembiayaan gerakan. Pandangan lain melihat 
tindakan teror sebagai tindakan taktis tetapi menjadi bagian dari strategi yang 
lebih besar atau luas. Cara pandang kedua ini bersumber dari teori revolusi 
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atau perang gerilya. Tindakan teroris adalah bagian dari agenda yang lebih 
besar, atau sebagai deklarasi pembukaan dari perjuangan politik dengan 
tujuan untuk mengkomunikasikan agenda perjuangan ke publik. Pengamat 
lain melihat tindakan terorisme sebagai tindakan taktis sebagaimana yang 
dipahami dalam kaitannya dengan strategic choice theory (Crenshaw 1992: 8, 
71). Pengkaji terorisme dengan pandangan ini berargumen bahwa pelaku teror 
kekerasan adalah aktor rasional yang tahu persis dampak dari tindakanannya 
dan membuat pilihan rasional di antara alternatif lain dalam cara pikir 
strategis. 

Terkait dengan ketiga makna kekerasan atau teror di atas, perspektif strategi dan 
metode juga berusaha membahas mengenai posisi dan signifikansi korban dalam 
tindakan teror. Dilihat dari pemahaman pengenai kekerasan atau tindakan teror 
sebagai strategi, korban tindakan terorisme sebenarnya memiliki dua peran yang 
berbeda. Tang pertama adalah peran instrumental. Korban menjadi sarata untuk 
menteror audiens yang lebih luas, yang biasanya terkait dengan korban (baik 
negara maupun masyarakat). Yang paling penting dan dituju dalam tindakan 
kekerasan ini bukanlah korban tindakan teror iru sendiri, melainkan mereka yang 
tidak menjadi korban tetapi menyaksikan tindakan teror tersebut. Oleh karenanya, 
dalam terorisme berlaku prinsip sedikit korban, tetapi banyak penonton. Peran 
korban yang kedua adalah sebagai sasaran. Tujuan dan target kekerasan adalah 
korban kekerasan itu sendiri, sekalipun tidak mengabaikan dampaknya bagi 
masyarakat yan lebih uas, terutama yang identik dengan korban (Perry and Negrin 
2008, 4-5). Prinsipnya banyak korban, dan banyak penonton. 

Dengan melihat posisi korban tindakan teror, para pengaji terorisme kemudian 
menarik garis pembatas yang tegas antara terorisme modern gelombang keempat 
dengan tiga gelombang sebelumnya (Weinberg ad Eubank 2006, 76-89). Dalam 
tiga gelombang terorisme sebelumnya — anarkhis / revolutioner, nationalis / 
anticolonialis dan Kiri Baru — korban sepenuhnya memainkan peran 
isntrumental, yakni untuk melayani tujuan politik. Sedangkan dalam gelombang 
keempat, yakni terorisme agama, korban tidak saja diperlukan untuk meneror 
audiens tapi terpenting lagi untuk menebus kehidupan pelaku bom bunuh diri. 
Mati bersama korban yang dilihiha sebagai jelmaan kejahatan merupakan 
tindakan sakramental para martir. Dalam terorisme gelombang keempat, dengan 
terlebih dahulu dipersepsikan jelmaan kejahatan, korban mengalami diderealisasi 
sebagai manusia sebelum dihabisi dalam melalui pesta pematian itu. 


Kekerasan sebagai Komponen Terorisme 

Para pengkaji terorisme dengan perspektif strategi dan metode tidak terlalu 
banyak memberi perhatian kepada dimensi-dimensi ideologi, politik dan konflik, 
dan lebih banyak menekankan kepada kajian mengenai kekerasan dan tindakan 
teror sebagai hakekat terorisme. Karena, seperti diuraikan di atas, penggunaan 
teror berbeda-beda, maka kajian terhadap hakikat teror menjadi sangat penting 
untuk membedakan berbagai bentuk terorisme. Dengan basis perspektif ini, 
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tujuan politik, tujuan taktis penggunaan kekerasan dan seleksi korban menjadi 
kriteria pendukung dalam tipologisasi tersebut. 

Upaya alternatif untuk memahami terorisme melalui penekanan pada hakekat 
kekerasan ini nampak sekali dalam karya yang dihasilkan oleh Thomas Mockaitis. 
Bagi Mockaitis, dengan memahami hakekat tindakan kekerasan atau teror ini 
dapat dilihat perbedaan antara ‘terrorist acts’ dan ‘terrorism’. Tanpa memahami 
perbedaan ini, pengkaji kekerasan politik tak bisa membedakan terrorism dari 
state-terror, insurgent-terror, dan criminal-terror sebagaimana kebiasaan 
menggunakan istilah terorisme negara atau terorisme menjadi ‘empty signifier’ 
yang dapat dilekatkan pada atau menjelaskan semua bentuk kekerasan politik 
(2007, 3-8). Tindak kekerasan yang berkapasitas meneror atau menimbulkan 
rasa takut dipergunakan berbagai aktor untuk mencapai tujuan. Teror negara 
untuk meredam resistensi; teror insurgent dengan perang gerilya dan propaganda 
untuk menggulingkan rejim atau membentuk negara; dan teror dalam praktik 
kejahatan biasa yang sangat selektif dalam rangka mencapai tujuan pragmatis dari 
organisasi kejahatan tersebut. 

Yang menjadi peranyaan sekarang adalah apa signifikansi pemahaman berbasis 
perspektif strategi dan metode bagi pemahaman tentang terorisme? Bagi 
Mockaitis, cara terbaik mendefinisikan terorisme adalah bukan dengan mencari 
motif di balik tindakan teror atau mengukur kerusakan dan jumlah kematian yang 
ditimbulkan, melainkan memeriksa seberapa besar ketergantungan pelaku kepada 
tindakan teror atau kekerasan ( homisido ) sebagai modalitas politik. Bagi 
Mockaitis satu-satunya karakteristik terorisme adalah tidak dapat dipisahkannya 
tindakan teror dengan tujuan politik pelaku teror. Tindakan teror adalah ‘the 
ultimate choice’ bagi kelompok teroris. Seperti ditulis oleh Mockaitis, “[only] an 
organization that lacks the capacity to do anything but carry out terrorist attacks 
deserves to be labelled ‘terrorist”(2007, 8). Dengan kata lain, semua kelompok 
selalu memiliki tujuan politik, tetapi bagaimana cara memperjuangkan tujuan 
tersebut, sangat menentukan apakah sebuah kelompok bisa disebut teroris atau 
tidak. Dan, kelompok teroris adalah mereka yang tidak memahami bahasa lain 
selain bahasa kekerasan. 

Terkait dengan peran kekerasan atau tindakan teror dalam terorisme, terdapat 
dua karakteristik atau kriteria tambahan yang dpat digunakan untuk 
mengidenifikasi seseorang atau sebuah organisasi sebagai teroris. Pertama, 
memeriksa seberapa jauh dukungan masyarakat terhadap perjuangannya. Apabila 
dukungan publik (masyarakat yang direpsentasikannya) berkurang atau tak ada 
lagi dan organisasi ini tetap melakukan tindakan kekerasan atau teror, maka 
terorisme dapat dikenakan pada organisasi ini. Kedua, memeriksa seberapa jauh 
ruang negosiasi telah dibuka dan bagaimana seseorang atau organisasi merespon 
tawaran negosiasi tersebut. Apabila pintu negosisasi telah dibuka lebar dan 
kelompok tersebut tetap tak mau berkompromi maka kelompok tersebut adalah 
kelompok teroris. Dengan kritieria ini, menurut Mockaitis, pengkaji terorisme bisa 
memahami transformasi berbagai gerakan dari gerakan insurgent-radikal hingga 
menjadi gerakan atau organisasi teroris (Lihat Box). 
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Boks 5. Makna Kekerasan dalam Kaitannya dengan Tujuan Politik 

1. Revolutionary Terrorism 

“..[is] the threat and/or development of extranormal forms of political violence, in 
varying degrees, with the object of successfully effecting a complete revolutionary 
change (i.e., a change of fundamental political-social processes) within the political 
System. Such means may be employed by revolutionary elements indigenous to a 
particular political system or by similar groups acting outside the geographic 
boundaries of the system.” 

2. Sub-Revolutionary Terrorism 

“..[is] the threat and/or employment of extranormal forms of political violence, in 
varying degrees, with the objective of effecting various changes in the particular 
political system. . . . The goal is to bring about certain changes in the body politic, not 
to abolish it in favor of a complete system change. Perhaps the broadest of the three 
categories, groups included here span the political spectrum from left to right.. .. Such 
means are employed primarily by groups or movements indigenous to the particular 
political system, though similar elements beyond the system’s geographic boundaries 
may also rely on such means.” 

3. Establishment Terrorism 

“[is] the threat and/or employment of extranormal forms of political violence in 
varying degrees, by an established political system, against both external and internal 
opposition. Specifically such means may be employed by an established political 
system against other nation-states and groups external to the particular political 
system, as well as internally to repress various forms of domestic opposition/unrest 
and/or to move the populace to comply with programs/goals of the State. 

Sumber: Schultz (1980, 9-15) 


Variabel-variabel Baru 

Dalam kaitannya dengan perspektif strategi dan metode sejumlah pengkaji 
terorisme memberikan perhatian pada arti penting teknologi kekerasan yang 
dipergunakan organisasi teroris. Terorisme gelombang keempat atau terorisme 
kontemporer banyak dipengaruhi oleh atau difasilitasi oleh perkembangan 
teknologi komunikasi, transportasi dan teknologi persenjataan. Teknologi 
komunikasi modern, misalnya, memberikan dimensi non-terrestrial (Miller 1982) 
yang menjadikan struktur jaringan terorisme tak terikat pada wilayah melainkan 
tersebar. 

Kapasitas non-terestrial membuat organisasi teroris memiliki banyak kaki di 
berbagai wilayah sekaligus menghadirkan agensi kekerasan yang bervariasi dalam 
posisi, peran dan fungsi. Teknologi komunikasi tidak semata-mata instrumen 
melainkan variabel penting baik mempengaruhi akselarasi, mobilisasi dan 
konsolidasi gerakan maupun mempengaruhi proliferasi persepsi publik tentang 
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teror dan agenda politik gerakan Para penstudi dalam tema ini juga berargumen 
bahwa alih-alih membuat gerakan ini inteligibel, teknologi media massa dan 
internet menjadi ‘space ofclosure’ baik untuk kepentingan organisasi teroris yang 
menginginkan efek spektral dan untuk kepentingan birokrasi dan intelijen yang 
menghendaki fiksi menjadi kebenaran (Jenkins 2003). Isu lain yang dikaji para 
penstudi terorisme adalah teknologi persenjataan terorisme termasuk WMD yang 
mencakup senjata biologis, kimiawi, radioaktif (Melnick 2008). 


Problematik Kekerasan 

Sebagai sebuah alternatif untuk memahami terorisme, perspektif strategi dan 
metode memberikan kontribusi yang sangat signifikan terutama dalam kaitannya 
dengan pemisahan antara tindakan teror dengan terorisme. Artinya tidak semua 
tindakan yang menghasilkan teror harus dihadapi dengan strategi anti terorisme. 
Dan dalam artian ini, seperti yang dilakukannya, Mockaitis berhasil memberikan 
kontribusi dan solusi konkrit untuk menghindarkan kecenderungan memberi label 
semua tindakan kekerasan dengan tujuan politik sebagai tindakan yang terkait 
dengan terorisme. Dan pemisahan tindakan teror dari terorisme jelas membantu 
kita untuk memisahkan agenda-agenda ataupun tujuan-tujuan politik yang terkait 
dengan teror dan terorisme. Tidak dapat dipungkiri, dengan merancukan tindakan 
teror dengan terorisme, bukannya tidak mungkin kebijakan yang diberi label anti 
terorisme pada dasarnya adalah kebijakan yang sarat dengan tindakan teror, yang 
memiliki karakter konservatif atau berorientasi pada status quo dan dilakukan 
dengan biaya apapun. Lihat tabel tentang kekerasan atau tindakan teror dalam 
spektrum tindakan politik di bawah 

Di luar kontribusi signifikan yang diberikannya, perpektif strategi dan metode ini 
memiliki sejumlah kelemahan yang cukup mendasar. Keasyikannya dengan 
hakekat kekerasan menjadikan perspektif ini cenderung mengabaikan peran dan 
signifikansi konteks, proses dan pengkondisian sebuah gerakan hingga akhirnya 
memilih jalan jalan kekerasan. Padahal berbagai kajian menunjukkan bahwa 
justru di wilayah inilah kekerasan mengalami transformasi karakteristik, yang 
terjadi melalui akibat proses politik (mekanisme ataupun prosedur) yang tidak 
membuka tawaran untuk negosiasi menuju akomodasi atau bahkan konsensus 
bersama. 

Penelitian awal ini juga mencatat bahwa para pengkaji terorisme yang berangkat 
dari perspektif strategi dan metode lebih menekankan pada pentingnya 
memahami bagaimana kekerasan diproduksi dan direproduksi daripada memberi 
perhatian kepada pertanyaan mengapa kekerasan itu terus berlangsung dan 
dilakukan secara rutin. Dalam artian ini, perspektif strategi dan metode 
nampaknya berusaha untuk menutup ruang perdebatan mengenai hubungan 
antara radikalisme dan terorisme. Para pengkaji dengan perspektif ini melihat 
radikalisme sebagai gejala politik yang statis sementara transformasi radikalisme 
menuju terorisme semata-mata diukur dari karakteristik kekerasan yang 
menandai kedua fenomena tersebut. 
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Tabel 2. Kekerasan dalam Spektrum Tindakan Politik 


Kondisi Damai 

Aktor Negara 

Aktor Bukan Negara 

Politik Konvensional 

I. Aturan hukum (aturan yang rutin, dan dilegirimasi oleh tradisi, 
kebiasaan, prosedur-prosedur konstitusional) 

I. Politik oposisi (lobying di antara pemegang kekuasaan, pemnentukan 
pers dan partai oposisi, rally, persaingan dalam pemilu, litigasi 
(penggunaan jalur pengadilan bagi perjuangan politik) 

Politik Yang Tidak Konvensional 

II. Penindasan (manipulasi proses persaingan pemilu, penyensoran, 
pengawasan, pelecehan, diskriminasi, inflitrasi terhadap oposisi, 
penyalahgunaan undang-undang darurat) 

II. Aksi-aksi tanpa kekerasan (protest politik untuk persuasi politik 
terhadap penguasa dan rakyat; demonstrasi untuk unjuk kekuatan 
dukungan publik; tidak mau bekerjasama, pembangkangan sipil, dan 
berbagai bentuk aksi tanpa kekerasan yang lain) 

Politik Kekerasan 

III. Penindasan dengan kekerasan untuk mmengendalikan kekuasaan 
negara 

111.1. (Keadilan politik, penahanan politik) 

111.2. Pembunuhan 

111.3. Terorisme negara (penganiayaan, tembak mati, penghiangan, kamp 
konsentrasi) 

111.4. Pembantaian 

111.5. Perang internal 

111.6. Ethnosida/politisida/genosida 

III. Penggunaan kekerasan untuk mententang kekuasaan negara 

III. 1. Penghancuran materi 

111.2. Pembunuhan (pembunuhan politik terhadap tokok-tokoh 
terkemuka) 

111.3. Terorisme (pembunuhan politik bukan terhadap tokok-tokoh 
terkemuka) 

111.4. Pembantaian 

111.5. Perang gerilya 

111.6. Insurgensi, perang revolusi (jika perhasil) 


Schmid (1988, 201) 

















Kecenderungan konseptual tersebut memungkinkan kajian-kajian para pegkaji 
dalam perspektif strategi dan metode dipergunakan para pegkaji dengan 
perspektif aktor ataupun akar penyebab. Penggunaan tersebut dalam rangka 
mendukung pertanyaan pokok dari masing-masing tersebut. Sebagaimana yang 
ditemukan dalam penelitian awal ini, para pengkaji dengan perspektif aktor 
menggunakan hasil kajian para pengkaji dengan perspektif strategi untuk 
mendukung kecenderungan profiling sementara argumen-argumen konflik dan 
politik diabaikan. Singkatnya, dalam perspektif aktor, jenis-jenis teror 
dikedepankan untuk menegaskan kapasitas inheren aktor-organisasi untuk 
melakukan kekerasan. Hal yang sama juga terjadi dalam kaitannya dengan yang 
dilakukan oleh para pengkaji dari perspektif akar penyebab. Para pengkaji dengan 
perspektif ini menggunakan tipologi kekerasan kajian yang berasal dari perspektif 
strategi untuk meloloskan argumen-argumen mereka tentang determinasi faktor- 
faktor struktural atas tindakan terorisme. Jika dalam perspektif strategi, jenis- 
jenis teror dimaksudkan untuk memperlihatkan agensi politik aktor atau 
organisasi, dalam perspektif akar penyebab, jenis-jenis teror atau kekerasan 
dipakai untuk menegaskan efek struktural konflik terhadap agensi kekerasan. 
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6. Perspektif dan Tema dalam 
Kajian Terorisme Etis-Moral 


Perspektif terakhir yang membahas hubungan radikalisme, terorisme dan 
kekerasan yang ditemukan dalam penelitian awal (pustaka) ini adalah perspektif 
yang terkait dengan maslaah moral dan etik. Tesis utama dalam perspektif ini 
adalah bahwa terorisme adalah sebuah kategori ideologi baik yang dikaitkan 
dengan radikalisme maupun dengan kekerasan. Terorisme dipandang sebagai 
konsep politik dan propaganda politik. Dengan menggunakan perspektif kritik- 
ideologi dan analisis wacana, terorisme sebagai wacana mengandung di dalam 
dirinya konstruksi politik dan paradoks moral. Para pendukung kajian berbasis 
konstruksi politik atau politik wacana berargumentasi bahwa terorisme terbentuk 
dan beroperasi sebagai ‘object of epistemological and practical surveillance’ 
dalam wacana liberal tentang subyek manusia dan masyarakat. 

Di lain pihak, paradoks moral juga memberi perhatian pada dilema etis terutama 
kelemahan-kelemahan mendasar dari konsepsi kekerasan, kehidupan dan 
kematian dalam perdebatan Just War dan humanisme yang lebih luas. Perspektif 
etis-moral ini menjawab beberapa isu penting yang menyangkut bagaimana 
hubungan antara radikalisme dan terorisme dipahami dalam idologi liberal; 
mengapa kekerasan bermasalah secara moral dalam terorisme dan konter- 
terorisme; serta apa perbedaan makna kekerasan dalam terorisme dan konter- 
terorisme. Penelitian awal ini kemudian mencatat dua topik penting yang muncul 
dalam diskusi etis-moral dan ideologi tersebut: tentang subyek dan sah dan 
tidaknya kekerasan. 


Illiberal Subject dan Islam Radikal 

Dalam karyanya, On Suicide Bombing, Talai Asad berargumen bahwa pelaku bom 
bunuh diri menghadirkan subyektifitas lain yang berbeda dari subyektifitas liberal 
(2007, 17). 31 Respon Barat terhadap terorisme scara jelas merepresentasikan 
subyektifas liberal tentang agensi politik manusia. Radikalisme merupakan objek 
epistemologis dan bersifat konstitutif terhadap subjektivitas liberal dalam 
kaitannya dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Keberadaannya 


31 Dengan kalimat yang lain, Talai Asad menulis bahwa“terror is also integral to modern 
subjectivities that fear not only the disruption of orderly life but also and especially the end of 
democratic institutions under the assault of barbarians, whether immigrants or terrorists” 
(2007, 30). 
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selalu diperlukan agar dapat secara tegas dipisahkan mana yang esensi liberal dan 
mana yang bukan dalam perdebatan intelektual dan moral kekuasaan (Asad 2007. 
14; Chomsky 2003). Seperti pada masa Perang Dingin, ketika negara-negara Barat 
mengkonstruk komunis sebagai peneguhan atas dirinya: apapun yang dianggap 
“mengganggu” tatanan politik kekuasaannya akan segera dikarantina sebagai 
komunis. Dalam konteks age of terror, radikalisme dan terorismepun secara 
diametral dikonstruksi sebagai ancaman bagi tatanan liberal saat ini. 

Radikalisme akan dihidupkan terus-menerus oleh subjektivitas liberal dengan cara 
menegaskan esensi fear-nya. Dalam tesis clash of civilization, radikalisme tidak 
lain merupakan esensi dari budaya yang pre-modern dan non-liberal yang 
dipandang selalu bertentangan dan mengancam tatanan liberal (Huntington 
1993). Dalam konteks politik pasca-Perang Dingin, Islam dipandang sebagai 
ancaman paling potensial bagi tegaknya demokrasi liberal (Fukuyama 1992). 
{ertanyaan yang muncul kemudian adalah, kenapa Islam? Mengapa radikalisme 
dan kekerasan yang dilancarkan kelompok-kelompok lain, misalnya nasionalis 
atau Marxis, dianggap dapat dipahami sebagai bagian dari sejarah Barat, 
sementara Islam tidak? Pandangan liberal memandang bahwa kekerasan yang 
dilancarkan kelompok radikal Islam tidak dapat diterima karena ia tidak melekat 
dalam narasi sejarah formatif negara-negara Barat, namun dalam akar-akar 
agama. Oleh karena kekerasan yang berasal dari tradisi totalitarian agama ini 
kerap memusuhi demokrasi, maka kekerasan ini pun selalu dianggap irasional dan 
menjadi ancaman internasional (Asad 2007, 8; Perry and Negrin 2008). 

Demi kepentingan untuk menjamin tegaknya subjektivitas liberal, tatanan yang 
berbasis liberal menempatkan radikalisme Islam sebagai “the embodiment of evil”. 
Bukan hanya perilaku kekerasan saja yang dianggap sebagai ancaman, dalam 
pandangan mereka radikalisme Islam juga sudah menjadi ideologi — a way oflife 
— yang bisa diidentifikasi kelompok dan karakter-karakternya yang spesifik. 
Akibatnya, pelbagai atribut ancaman dan kekerasan sesungguhnya dianggap 
melekat dalam radikalisme. Manifestasi destruktifnya hanya tinggal menunggu 
waktu (Zizek 2008). Juga, seperti yang dikemukakan oleh Mahmood Mamdami, 
pasca serangan 11 September ada transformasi besar dari Islam sebagai kategori 
kultur menjadi kategori politik yang secara semena-mena dan hierarkis 
didefinisikan sebagai barbar, terbelakang, dan irasional. Dengan kata lain, 
radikalisme Islam kini telah menjadi subjek politik yang iliberal. Dalam artian 
inilah proyek membersihkan Islam dari unsur-unsur jahatnya kemudian 
dilakukan, dengan tujuan memisahkan dan menyingkirkan ‘bad Moslems’ dari 
‘good Moslem’. Seperti ditulis Mamdani, 
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When Islam turns into political category to address the question ofwhether it is 
radical in nature and practical excess, it is no longer found the neeed to 
distingusih terrorist from non-terrorist, but good muslims and bad moslems. 
Current result is that Islam must be ‘quarantined’ and ‘devil’ in it must be 
‘exorcised’ ( 2002 , 775 ). 


Dengan demikian, ‘terorisme’ dan War on Terrorism’ bukanlah ‘clash of 
civilizations’ melainkan ‘clash of subjectivities’ dalam konteks hubungan 
kekuasaan global. Dalam epistemologi liberal tindakan teroris itu tak berdimensi 
politik karena kekerasan dan politik adalah dua hal terpisah. Peristiwa itu 
dipandang sepenuhnya sebagai kekerasan, manifestasi banalitas dari kejahatan. 
Kekerasan kemudian dipandang sebagai esensi terorisme. Menghadapi terorisme 
tak ada cara lain selain perang total karena yang dihadapi bukanlah the other yang 
bisa ditoleransi. Dia adalah ancaman kemanusiaan universal dan barang siapa 
bekerja sama atau hidup bersamanya adalah bagian dari kejahatan itu sendiri, 
seperti yang diekspresikan oleh Presiden Bush, 'if you harbor terrorist, you are a 
terrorist; if you aid and abet terrorist, you are terrorist—and you will be treated 
like one!' 

Dalam argument karyanya, Slavoj Zizek (2002) berargumen bahwa Islam adalah 
obyek fantasi, yang sangat menakutkan, bagi liberalisme karena liberalisme yang 
digambarkan dengan subyek-subyek yang 'utuh' dan 'otonom' selalu hidup dalam 
bayang-bayang ancaman yang datang dari luar dirinya. Oleh karenanya, ancaman 
ini, yang muncul dalam bentuk terorisme, harus dicari dan dikeluarkan dari dalam 
Islam, bukan terutama karena teroris mengincar darah dan kematian manusia 
lain, melainkan karena kekerasan teroris itu adalah simbolisasi pembangkangan 
dan perusakan terhadap ‘ius humanus’ liberal yang digambarkan dengan segala 
kesempurnaannya. 

Argumen yang disampaikan oleh Zizek tidak jauhberbeda dari argumen yang 
diajukan oleh penulis lain. Zubaika misalnya berargumen bahwa pesan ideologis 
dalam retorika war on terrorism dan de-radikalisasi pada dasarnya bukanlah 
penegakan keadilan dan keamanan dalam artian konvensional, melainkan 
pemastian dengan segala cara bahwa subyektifitas liberal adalah ‘what other 
should desire’ dan bahwa identitasnya selalu menjadi “object of other’s desire’ 
(Zubaika 2009). Untuk memastikan supremasi ideologis itu, terorisme harus 
selalu ada, menjadi penanda terbuka bagi apapun subyektifitas yang resisten 
terhadap orde simbolik liberalisme. Dengan cara yang agak berbeda, tetapi dengan 
argumen yang sama, penulis-penulis lain mengatkan bahwa terorisme adalah 
cermin dari takut yang selalu menghantui liberalme. Artinya, menurut Sayyid, apa 
yang disebut radikalisme Islam tidak lain adalah proyek ideologis liberal untuk 


70 



mengatasi kerentanan subyektifitas dan identitasnya sendiri (Butler 2004; Sayyid 
1997)). Sama seperti halnya komunisme menjadi hantu bagi liebaralisme dalam 
masa Perang Dingin (Chomsky 2003; 1991; Negri 2000), Islam politik dengan 
tatanan simbolik yang berbeda berpotensi menampilkan kerapuhan fundamental 
dalam liberalisme yang tidak mungkin bertahan tanpa ditopang oleh obsesi 
sebagai obyek hasrat pihak lain. Islam yang yang telah dikendalikan dan 
dimurnikan itu, yang diberi label good / true Moslem, tak boleh dibiarkan menjadi 
dirinya sendiri. Mental dan perilaku good Moslem harus meniru biografi 
kesuksesan dan kebebasan subyek dan masyarakat liberal. 


Kekerasan, Just War dan Holy War 

Argumen yang disampaikan para pendukung kajian terorisme dengan perspektif 
ini bukan dimaksudkan sebgaai upaya untuk mendukung terorisme homisida. 
Mereka berusaha untuk secara memahami fenomena terorisme dengan cara yang 
lebih kritis. Terutama dalam kaitannya dengan esensi kekerasan, mereka melihat 
bahwa terorisme dan kebanyakan respon terhadap terorisme berangkat dari logika 
yang sama. Menurut mereka, kekerasan yang dipertontonkan keduanya adalah 
simptom dari dua ideologi yang berbeda, tetapi sama-sama obsesional—yang 
menginginkan subyektifitasnya menjadi obyek keinginan bagi yang lain. Mereka 
sama-sama tidak mengakui simbolik mereka dan berusaha mencari-cari sebab 
ketakutan fundamental yang mereka miliki di luar diri mereka sendiri. Semakin 
kuat obsesi dengan ‘kesempurnaan’ identitasnya, semakin lama dan intensif dua 
subyektifitas ini terpenjara dalam perasaan rentan yang terus menerus. 

Pada saat yang sama, image tentang kedaulatan diri dipelihara hanya dengan 
melakukan tindakan-tindakan peniadaan terhadap yang lain. Dalam kaitannya 
dengan liberalisme, peniadaan terhadap Islam radikal (counterterrorism), atau 
dalam kasus para pelaku terorisme, peniadaan terhadap masyarakat liberalisme. 
Kajian kritis tentang terorisme berusaha menunjukkan adanya ‘divide violence’, 
yakni kekerasan yang dilakukan karena yang lain dianggap bersalah dan harus 
dienyahkan (Zizek,2008, 198-199). Kategori 'lain' yang telah dipersepsikan 
sebagai sebab kerentanan tak lagi diterima sebagai manusia dalam orde moralnya. 
Kategori 'lain' itu adalah setan dan oleh karenanya membunuh manusia semacam 
ini bukanlah kejahatan dalam Just War. Mereka bukanlah kurban ( sacrifice ) 
dalam Jihadisme teroris karena jiwanya tak berkenan bagi Allah (Agamben 1998, 
57). Dalam pemikiran yang berbasis analisis waana ini, Just War yang 
melegitimasi ‘war on terrorism’ dipandang sebagai versi sekuler dari Holy War. 
Begitu pula sebaliknya Holy War yang diusung para teroris adalah versi 
puritan dari Just War. 
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Bagi pengkaji terorisme dari perspektif kritis, landasan ideologis, dan moral, 
yang kuat bagi proyek ideologis counterterrorism ditunjukkan misalnya oleh 
argumen yang dibuat oleh proponen utama Just War pasca serangan n 
September, Michael Walzer, yang mengatakan bahwa semua teroris adalah 
pembunih, tetapi tidak semua pembunuh adalah teroris (2002, 5-10; 2006, 3- 
12). Menurut meeka, argumen Walzer dianggap menyembunyikan ‘moral 
permissibility’ bagi penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan negara 
terhadap warga negara karena dijustifikasi sebagai collateral damage. 
Penangkapan, interogasi, penyiksaan dan pembunuhan terhadap ‘Muslim 
Radikal’ juga dibenarkan karena tindakan itu memenuhi kriteria-kriteria 
dalam Jus in Bello dan Jus ad Bellum (Held 1991; Valls 2006). 

Para pengkaji dengan perspektif kritis melihat bahwa baik Just War counter- 
terrorisme maupun Holy War terrorisme tidak lain adalah artikulasi dari dua 
ideologi yang sma-sama membenarkan pembunuhan untuk tujuan ideologis 
masing-masing. Dua ideologi ini membenarkan homisida demi untuk tetap 
bisa mempertahankan keutuhan identitas mereka: sebagai pelayan bagi 
kemuliaan Allah (slogan yang ditampilkan teroris) maupun untuk menjunjung 
tinggi Humanisme (slogan yang ditampilkan oleh war on terrorism), 
kekerasan diperlakukan sebagai instrumen dan korban kekerasan tak lebih 
dari ‘homo sacer’—makhluk hidup semata. 

Melalui argumen-argumennya, para pengkaji dengan perpektif kritis, berusaha 
memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengapa war on terorisme gagal dan 
sebaliknya justru muncul spiral kekerasan. Menurut mereka, berdasarkan kajian 
terhadap cara berpikir kedua belah pihak, teroris dan para strategis counter 
terorism, sama-sama cenderung mereproduksi kekerasan dengan cara 
menciptakan imaji tentang kebenaran kelompok yang semakin mutlak dan dengan 
menjadikan 'the others' sebagai musuh yang harus dieliminasi. Oleh karenanya, 
berbeda dengan kajian-kajian dengan perspektif yang lain, dalam kajian yang 
didasarkan pada perspektif kritis ini, kekerasan bukan semata-mata bersifat 
instrumental untuk melayani tujuan yang lebih besar dan juga bukan hanya 
menjadi pilihan artikulasi di antara pilihan lainnya. Kekerasan dilakukan karena 
kelompok radikal terjebak dalam infinite paranoia dan karenanya akan selalu 
mereproduksi infinite enemy. Me reka terus menciptakan hantu-hantunya sendiri. 
Dan, ironisnya, hantu-hantu ini harus dipelihara karena diperlukan keberadanya 
dan sekaligus harus dieliminasi karena hanya dengan cara ini kelompok-kelompok 
radikal bisa menganggap diri sebagai kelompok yang paling “benar” dan paling 
“baik” (Zizek 2008; Butler 2004; 2005). Adalah dalam konteks ini kekerasaan 
menjadi keniscayaan karena tanpa kekerasan mereka tidak bisa membasmi hantu- 
hantu yang terus direproduksi melalui proses-proses “effacement of 
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vulnerability”. Tanpa kekerasan homisida, seluruh dasar imajinasi dan praktik 
supremasi kolektif akan ambruk karena mereka tidak mungkin bernegosiasi 
dengan hantu-hantu yang ada dalam persepsi mereka sendiri. 


Derealisasi dan Homisida: Dua Wajah Kekerasan 

Berusaha untuk tidak terjebak dalam atau melampaui debat Just War versus Holy 
War, penstudi terorisme berbasiskan perspektif kritis berusaha memberi 
kontribusi bagi upaya untuk memahami terorisme dan kekerasan melalui dua hal. 
Pertama, mereka berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan 
terjadinya kekerasan. Kedua, mereka berusaha membuat klasifikasi tentang 
kekerasan. Dalam kajian mereka, faktor utama bagi terjadinya kekerasan adalah 
terbangunnya rasa rentan, ‘effacement of vulnerability.’ Tumbuhnya rasa rentan 
inilah sebenarnya dasar dari semua kekerasan yang terjadi, karena dari rasa 
rentan ini muncul formasi identitas yang dibangun di atas logika perbedaan (kita 
dan mereka) yang bermusuhan. Proses yang dimulai dengan munculnya 
kerentanan dan diakhiri dengan menguatnya identitas diri, berhadapan dengan 
identitas musuh ini memunculkan dua bentuk kekerasan yang berbeda, tetpi 
sangat terkait erat dalam arti keberadaan bentuk kekerasan yang satu 
memungkinkan terjadinya bentuk kekerasan yang lain: de-realisasi dan homisida. 
De-realisasi adalah upaya ideologis yang menjadikan identitas lain ( the other) itu 
bukan manusia dan, konsekuensinya, kehidupannya tak bermakna dan 
kematiannya tak pantas mendapat perkabungan publik. Sedangkan homisida 
berarti penghilangan nyawa manusia secara instrumental. 

Melalui penjelasan kritis terhadap kekerasan tersebut pegkaji terorisme dalam 
perspektif ini berargumen bahwa pada dasarnya kekerasan terrorisme dan 
kekerasan yang dilakukan sebagai respon terhadap terorisme (counter-terrorism) 
menggambarkan simpom yang sama, yakni totalitarianisme dan imperialisme 
ideologi puritan di satu sisi dan totalitarianisme imperialisme ideologi sekuler di 
sisi lain. Keduanya bermain dengan logika yang sama, tetapi bukan dengan logika 
kebersamaan, yang dibangun berdasar etika ko-eksistensial. 

Para pengkaji terorisme dengan perspektif kritis menunjukkan kepada kita 
bagaimana memahami kekerasan dengan cara mengkaji arena normatif di mana 
suatu tindakan dipahami sebagai kekerasan. Di sini etika menjadi isu pokok. Tesis 
utamanya adalah bahwa etika ‘esensialist’ — just war dan holy war — bukan saja 
gagal meniadakan kekerasan, tetapi justru melanggengkan kekerasan, karena 
mereka memerlukan kekerasan agar etika tersebut menjadi riil, bukan semata- 
mata dogma melainkan juga terwujud dalam tindakan. Masalahnya adalah 
ambiguitas ini tak diakui oleh masing-masing rejim moral. Akibatnya, tindakan 
mencabut nyawa orang lain tidak memiliki status kekerasan yang universal karena 
bergantung pada yang dibunuh itu disebut korban tindakan moral yang sah atau 
tidak sah. Legitimasi moral pun menjadi bervariasi karena ternyata tindakan 
tersebut dijadikan instrument untuk memenuhi preskripsi moral yang dianggap 
lebih ‘mulia’. Ilustrasi klasik your terrorist, my jreedom fighter adalah contoh 
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paradigmatik dari pertarungan semacam ini. Kasus terbunuhnya Osama yang 
dirayakan dengan gegap gempita di dunia Barat dan dikabungi oleh para 
simpatisannya—meskipun bukan jaringannya—juga menunjukkan paradoks 
tindakan moral tersebut. 
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7. Hubungan Konseptual Terorisme, Radikalisme 
dan Kekerasan: Capaian dan Keterbatasan 


Berdasarkan kajian literatur, riset awal ini menganalis pencapaian dan 
keterbatasan kajian-kajian tentang terorisme yang muncul dalam empat kerangka 
perspektif dan etis sebagaimana dibahas dalam empat bab sebelumnya. Riset awal 
ini semakin memperkuat hambaran mengenai terorisme, radikalisme dan 
kekerasan sebagai tiga fenomena yang sangat kompleks baik secara individual 
maupun (ata, lebih tepat lagi, apalagi) dalam hubungannya satu sama lain. Melalu 
keempat kerangka perspektif di atas, para pengkaji berusaha menemukan 
hubungan di antara ketiga fenomena tersebut dan menghasilkan kesimpulan yang 
sangat berbeda atau bahkan bertolak belakang. 

Riset awal ini menyimpulkan bahwa pembahasan semua perspektif mengenai 
terorisme hampir selalu menghasilkan pemahasan mengenai radikalisme dan 
kekerasan, baik secara eksplisit maupun implisit dan dengan arah dan kesimpulan 
yang sangat berbeda dari satu perspektif ke perspektif yang lain. Apa artinya? 
Terorisme, radikalisme dan kekerasan bukanlah konsep mandiri. Bukan pula 
konsep-konsep yang dapat diceraikan dari konteks politik dan pemaknaan. Dalam 
cara baca Analisis Wacana, ketiga konsep tidak saja merepresentasikan realitas 
atau dunia, tetapi lebih penting lagi lagi, ketiganya adalah refleksi dari realitas itu 
sendiri. Baik realitas yang disampaikan maupun konsep itu sendiri saling 
membentuk sedemikian rupa dan menuntut kajian yang kritis. 

Tentang konsep sebagai bagian dari proses diskursif politik, kita perlu menengok 
tulisan Mark Sedgwick “Terrorism and Political Violence” (2010). Baginya karena 
kebiasaan kita menggunakan radikalisme sebagai istilah penjelas serba mencakup, 
genealogi konsep ini dan dalam konteks apa konsep ini beroperasi menjadi 
semakin tak terpikirkan. Meski tampak ada konsensus, pengertian radikalisme 
sebetulnya problematik karena hanya mungkin dipahami dalam konteks diskursif. 
Dalam konteks pasca serangan 11 September, radikalisme di AS dan Eropa 
dibangun dalam tiga konteks berbeda. Pertama, radikalisme dalam wacana 
integrasi atau ‘neo-nasionalisme’ masyarakat Eropa; kedua, radikalisme dalam 
konteks keamanan nasional dan regional; dan ketiga, radikalisme dalam konteks 
kebijakan luar-negeri. Dengan demikian, untuk menghindari kebingungan dan 
kekacauan makna, radikalisme, begitu pula kekerasan dan terorisme, harus 
dipelajari dalam konteks dan wacana di mana ketiganya muncul dan 
dipergunakan. 
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Dalam perkembangan terakhir kajian etis-moral mendapat perhatian khusus. 
Sejumlah pengkaji, sebagaimana diuraikan dalam tema etis-moral, 
mempersoalkan ‘terorisme’ dan ‘radikalisme’ sebagai konstruksi ideologis-moral. 
Konteks diskursif dari perdebatan ini adalah wacana Counter-Terrorism. Berbagai 
upaya untuk menangani terorisme dipandang memiliki kepentingan ideologis. 
Tidak saja dalam arti ekonomi-politik tetapi juga ideologi dalam wilayah etis- 
moral. Kritik ideologi ini terkait dengan dijadikannya Agama, dalam hal ini Islam, 
sebagai obyek intervensi melalui berbagai progrm de-radikalisasi. Seperti 
diuraikan dalam bab sebelumnya, dalam formulasi yang ekstrim, Zizek (2008), 
misalnya, menyimpulkan bahwa ‘War on Terrorism ’ menghadirkan dua jenis 
fundamentalisme, fundamentalisme liberal dan fundamentalisme Islam. 
Keduanya beroperasi dalam logik dan preskripsi nilai yang sama-sama merayakan 
supremasi moral masing-masing. Konsekuensi, kekerasan dan radikalisme Islam 
tidak bisa dibaca semata-mata dengan menjadikan Islam atau komunitas Muslim 
sebagai sumber kekerasan. Sebaliknya, radikalisme Islam dan kekerasan yang 
dilakukan dengan menggunakan Islam yang dilabelkan ‘teroris’ itu merupakan 
cara merespon atau efek diskursif dari fundamentalisme liberal dalam wacana 
counter-terrorisme (ideologi, kebijakan dan intervensi termasuk de-radikalisasi). 

Problematik ketiganya seperti disebutkan di atas membawa tantangan tersendiri. 
Kajian konseptual tentang hubungan antar radikalisme dan terorisme haruslah 
terlebih dahulu didasarkan pada pemeriksaan komprehensif atas masing-masing 
isu sebagai (1) ‘highly complex subject’ dan berikutnya, sebagai isu-isu yang saling 
terkait. Keterkaitan itu dibaca dalam dilema hubungan moral, kuasa pengetahuan 
dan hegemoni politik. 

Capaian dalam Literatur tentang Hubungan Konseptual 

Dengan mengkaji sejumlah besar literatur tentang terorisme, radikalisme dan 
kekerasan, penelitian ini pada dasarnya mencatat capaian-capaian penting 
terutama dalam satu dekade terakhir. Terdapat usaha yang cukup signifikan untuk 
memahami ketiga fenomena tersebut dalamkaitannya satu sama lain. Bagian ini 
akan mengelaborasi apa yang telah dicapai dalam kajian tentang terorisme 
termasuk dalam kaitannya dengan fenomena radikalisme dan kekerasan. 


Wilayah Kajian dan Relevansi Studi 

Kajian terorisme terorisme menunjukan perkembangan pesat dalam hal wilayah 
kajian. Selain wilayah kajian konvensional seperti isu kedaulatan negara, 
keamanan regional dan keamanan internasional, kajian terorisme telah bergerak 
ke wilayah kajian demokrasi, HAM, pembangunan, globalisasi dan pluralisme. Hal 
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ini menunjukan betapa besarnya minat para penstudi terorisme yang berusaha 
mencarikan hubungan-hubungan teoretis dan praktis antara kajian terorisme 
konvensional dan kajian-kajian lain yang sebelumnya tak terbayangkan dapat 
terhubungkan. 

Apa yang kami temukan dalam riset awal ini, perluasan wilayah kajian ditandai 
oleh meningkatnya penggunaan perspetif-perspektif akar penyebab dan etis- 
moral. Melalui perspektif-perspektif ini, konteks, faktor dan aktor dalam kajian 
terorisme semakin majemuk dan berkelindan satu sama lain dalam membentuk 
wacana terorisme. Terorisme tidak lagi merupakan wacana yang dikendalikan oleh 
negara atau rejim politik tertentu melainkan juga dipengaruhi oleh kajian bersama 
sejumlah bidang kajian dalam ilmu sosial, ilmu politik, studi kebudayaan, ekonomi 
dan bahkan teologi. 

Hal terpenting di sini adalah bahwa perkembangan wilayah kajian tersebut 
sesungguhnya dimungkinkan oleh upaya-upaya teoretis dan praktis dari para 
penstudi yang mencoba mencarikan hubungan antara terorisme, radikalisme dan 
kekerasan. Secara analitis, ini memperlihatkan bergabungnya tiga dimensi 
penting: isu negara, isu kemasyarakatan, dan isu kemanusiaan. Atau jika 
dipadatkan: negara, masyarakat dan manusia. Tanpa pencarian hubungan 
konseptual itu bisa dibayangkan betapa muskilnya mempertemukan tiga entitas 
epistemologis dan situs metodologis tersebut. Perluasan wilayah kajian ini dengan 
sendirinya memperlihatkan relevansi kajian terorisme kontemporer. Dengan 
dikaitkannya radikalisme dan kekerasan dalam kajian terorisme, kajian ini tidak 
lagi semata-mata bertolak dari isu aktor, kedaulatan, dan keamanan tradisional, 
melainkan isu manusia, masyarakat dan moral. Dengan kata lain, fenomena 
terorisme memungkinkan berlangsungnya pertukaran pengetahuan dan 
percakapan antar berbagai bentuk kehidupan (forms oflife ). Fenomena terorisme 
menjadi jembatan dan arena sekaligus. Melalui kajian tentang terorisme 
pengetahuan-pengetahuan baru dirumuskan dan petunjuk-petunjuk kebijakan 
yang berbeda mendapatkan basis konseptual dan praktis. 


Reinterpretasi Hubungan: Islam, Radikalisme dan Terorisme 

Islam menjadi obyek khusus kajian terorisme dalam satu dekade terakhir. 
Masuknya Islam dalam kajian ini karena perubahan status konseptual Islam dari 
kategori budaya menjadi kategori politik dalam perlakuan teoretis para penstudi. 
Bagaimana pembahan ini bisa terjadi? Riset awal ini merekam dua arah 
pergeseran tersebut. Pertama, pergeseran kategori itu disebabkan oleh fenomena 
satu dekade terakhir pasca serangan n September yang memperlihatkan generasi 
teroris (aktor, organisasi-jaringan, dan perilaku) memiliki latar belakang Timur 
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Tengah dan beragama Islam. Kedua, dan yang lebih penting, pergeseran itu 
berlangsung dalam konseptualiasi linear melalui masuknya ‘radikalisme’ sebagai 
konsep etis-legal yang ambivalen. Radikalisme menjadi jembatan atau, lebih 
tepatnya, batu loncatan, dalam analisis para penstudi tentang hubungan antara 
Islam dan kekerasan teroristik. 

Derajat ambivalensi dari konsep radikalisme itu justru disebabkan karena hendak 
dikeluarkan dari domain politik dan konflik. Konsekuensinya, dimensi etis-politis 
(konflik dan politik) selalu menghantui analisis para pengkaji yang menggunakan 
radikalisme dengan logika keamanan tradisional, kedaulatan negara dan H AM. 
Ambivalensi ini menandai perdebatan atau titik tolak berbeda antara perspektif 
aktor di satu sisi dan ketiga perspektif yang lain di sisi lain. 

Kendati demikian, ambivalensi dan perdebatan tersebut membuka ruang 
pemahaman yang lebih luas tentang terorisme. Para penstudi terbelah ke dalam 
dua kubu. Kubu pertama mendukung tesis adanya hubungan antara Islam dan 
terorisme melalui lensa radikalisme, dan kubu kedua membela tesis absennya 
hubungan langsung antara Islam dan terorisme dengan mempertanyakan 
kapasitas penjelas (explanatory power ) dari konsep radikalisme versi etis-legal 
yang diminati pengkaji yangberbasiskan aktor. Perdebatan ini bersifat produktif 
karena membawa implikasi pada reorientasi kebijakan penanganan terorisme. 

Secara konseptual, perdebatan tersebut tidak semata-mata mencari hubungan 
sebab-akibat antara Islam dan terorisme, tetapi lebih lagi, mulai membahas 
masalah-masalah konseptual yang mendasar yang membelit hubungan antara 
perspektif tentang Islam dan perspektif tentang terorisme. Dalam debat tersebut, 
‘terorisme’, ‘Islam’ dan ‘radikalisme’ diberi tanda kutip dalam arti menjadi obyek 
problematisasi. Selain memperkaya kajian terorisme, debat ini membawa 
implikasi praktis pada proyek de-radikalisasi sekarang dan di masa yang akan 
datang. 


Studi Konflik dan Kajian Terorisme: 

Kontekstualisasi Kekerasan dan Radikalisme 

Studi ini mencatat kontribusi penting para pengkaji terorisme dengan perspektif 
akar penyebab. Dalam tema ini, para penstudi tidak saja berkutat mencari 
hubungan antara ideologi dan kekerasan, melainkan mengarahkan perhatian pada 
masalah-masalah struktural sebagaimana digarap perspektif pembangunan dan 
globalisasi, demokrasi dan otoritarianisme dan deprivasi relatif. Dalam cara 
pandang lama yang orientalis warisan kolonial, Islam diidentikkan dengan 
keterbelakangan, kekerasan dan perang. 

Mengoreksi pandangan lama tersebut, para pengkaji terorisme dari perspektif 
akar penyebab memberikan pemahaman ang sangat berbeda. Terorisme sebagai 
fenomena kekerasan harus dibaca secara kontekstual dalam arti 
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memperhitungkan kondisi struktural yang memungkinkan kekerasan itu 
dilakukan. Kekerasan sebagai fenomena struktural mendorong kita membahas 
terorisme dalam lensa studi konflik. Apa artinya? Kekerasan adalah cara bersikap 
dan bereaksi terhadap krisis yang dialami manusia dan komunitasnya. Kekerasan 
teroristik, baik sebagai gejala psikologis maupun fakta sosial, mencerminkan 
hubungan dan determinasi lingkungan kehidupan terhadap manusia dan 
komunitasnya. 

Kendati masih problematis, sebagaimana akan dibahas di belakang, riset awal ini 
mencatat bahwa perspektif akar penyebab menghadirkan pembacaan berbeda 
tentang hubungan terorisme, radikalisme dan kekerasan. Varian-varian 
perspektifnya memusatkan perhatian pada dimensi manusia dan masyarakat yang 
selalu berusaha bernegosiasi dengan determinasi struktur politik dan struktur 
sosial-ekonomi dalam lokasi dan periode tertentu. Dengan dihadirkannya dimensi 
konflik, implikasi kajian terorisme dengan perspektif akar penyebab bagi 
demokratisasi pembuatan kebijakan untuk menangani terorisme menjadi sangat 
nyata. Meski problematis, agenda de-radikalisasi praktisnya mencerminkan 
konstribusi para pengkaji terorisme berbasis perspektif akar penyebab. Perhatian 
diarahkan pada konteks struktural yang menstrukturasi kekerasan dan 
radikalisme. Penanganan tidak lagi sepenuhnya berkutat di wilayah penegakan 
hukum dan keamanan tradisional. Kemiskinan, rejim otoriter, dan dampak 
globalisasi dipelajari sebagai konteks dan arena radikalisasi dan instrumentasi 
kekerasan. Tesis pentingnya adalah determinasi struktur atas aktor. 


Terorisme dan Political Questions 

Kemajuan penting dalam perkembangan literatur terorisme, radikalisme dan 
kekerasan juga ditandai oleh problematisasi terorisme melalui pembongkaran 
dimensi politiknya. Dimensi politik dipahami sebagai karakteristik fundamental 
dari radikalisme dan kekerasan. Sepanjang kekerasan dan radikalisme dijadikan 
cara mengonseptualisasi terorisme, maka keduanya harus dipahami sebagai fakta 
politik, peristiwa politik. Apa artinya? 

Peristiwa kekerasan dan fenomena radikalisme membawa pesan politik. Keduanya 
adalah artikulasi harapan dan aspirasi seseorang atau komunitas. Hal ini tentu 
sangat berbeda jika keduanya dibaca dalam paradigma keamanan tradisional dan 
kedaulatan negara. Dalam dua paradigma terakhir, kekerasan teroristik dan 
radikalisme segera dipandang sebagai ancaman bagi negara dan warga negara. 
Sementara dengan menjadikan kekerasan terorisme dan radikalisme sebagai 
fenomena politik, para penstudi mencari tahu kepentingan politik apa yang 
diperjuangkan dengan cara kekerasan tersebut. Dengan kata lain, terorisme 
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menggabungkan radikalisme dan kekerasan sebagai alasan dan metode untuk 
mencapai tujuan politik tertentu. Kemajuan ini terbaca melalui berkembangnya 
perspektif strategi dan metode serta etis-moral. Kedua tema ini sebetulnya masih 
berisikan sejumlah asumsi-asumsi konvensional. Para pengkaji melakukan 
pengembangan konseptual dan beberapa diantaranya bahkan melakukan 
pembalikan konseptual yang dramatis. Riset awal ini mencatat bahwa pembalikan 
tersebut lebih disebabkan oleh pewacanaan terorisme pasca serangan n 
September melalui doktrin ‘War on Terrorism’. 

Melalui perspektif strategi dan metode, dimensi politik kekerasan terorisme 
dibaca sebagai taktik perjuangan dalam pertarungan politik yang tak seimbang. 
Hal ini tentu dibenarkan oleh kenyataan politik nasional, regional dan 
internasional pasca Perang Dingin. Hegemoni AS, misalnya, yang didasarkan pada 
kebijakan unilateral, menimbulkan reaksi global berbasis negara maupun aktor 
non-negara. Dalam pandangan sebagian pengkaji terorisme dengan perspektif ini, 
radikalismse Islam dan kekerasan terorisme bukanlah fenomena yang berdiri 
sendiri. Proliferasi kekerasan teroris satu dekade terakhir berjalan bersamaan 
dengan proliferasi intervensi AS di Timur Tengah, baik yang terjadi sebelum 
serangan n September maupun yang berlangsung sesudahnya dalam paket perang 
melawan terorisme Islam. 

Sementara itu, melalui perspektif etis-moral, asumsi nilai di balik ‘War on 
Terrorism’ dipersoalkan. Perang global terhadap terorisme dilandasi klaim klaim 
keadilan dan kemanusiaan universal. Para pengkaji dengan perspektif kritis 
berusaha mempertanyakan seberapa universal klaim moral itu? Mereka 
menyimpulkan bahwa klaim universal itu hanyalah untuk meloloskan intervensi 
politik negara-negara Barat, khususnya AS. Setidaknya dengan kritik ideologi ini, 
penanganan terorisme termasuk de-radikalisasi tidak bisa dikerjakan semaunya 
oleh negara dan kekuatan korporasi global. Dimensi kepentingan mereka 
dibongkar karena menggunakan klaim moral yang tidak sinkron dengan praktek- 
praktek counter-terrorism yang anti-humanis dan tidak demokratis. 

Dalam dua tema ini, politik liberal yang menjadi dasar bagi upaya-upaya counter- 
terrorism dilihat dengan cars yang sangat kritis karena cenderung 
menyamaratakan terorisme, radikalisme dan kekerasan. Mulai dari praktek 
penyiksaan di Guantanamo dan Abu Ghraib sampai pada paket ‘demokratisasi’ 
Timur Tengah dipersoalkan karena memperlihatkan tendensi hegemoni 
demokrasi liberal dengan cara-cara koersif, melanggar kedaulatan negara lain dan 
mengejar manusia yang didakwa teroris dengan mekanisme yang justru anti- 
liberal. 


Kritik Etis: Terorisme, Kekerasan dan Supremasi Moral 

Lebih fundamental dari capaian sebelumnya, perdebatan dalam perspektif etis- 
moral membuka kontroversi terkait konstruksi dan justifikasi etis-moral terhadap 
kekerasan baik dalam terorisme maupun counter-terorisme. Intisari perdebatan 
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adalah kekerasan. Kajian melalui dilema moral atau kritik atas klaim moral yang 
dijadikan alasan melakukan kekerasan terorisme dan kekerasan melawan 
terorisme. Dalam formulasi sederhana, perdebatan tersebut memperlihatkan 
paradoks moral dalam Just War yang digunakan para proponen Counter- 
Terrorisme dan paradoks moral dalam Holy War yang digunakan para proponen 
terorisme. Keduanya merefleksikan dua rejim moral yang bertarung menjadi yang 
paling benar dan superior. Keduanya sedang membela konstruksi dunia, tindakan 
dan manusia versi masing-masing. Alhasil, terorisme dan counter-terorisme 
bukan cerita tentang clash of cultures-civilizations melainkan clash of moral 
regimes. 

Salah satu capaian penting dalam perspektif ini adalah argumen yang meyakinkan 
bahwa kedua rejim moral itu bersumber dari fantasi yang sama tentang identitas. 
Fundementalisme agama yang dianggap menjadi sumber terorisme dan 
fundamentalisme liberal yang membenarkan counter-terorisme tersandera dalam 
upaya terus menerus membuktikan superioritas moral mereka. Baik Osama Bin 
Laden maupun George Bush, misalnya, dianggap sama-sama menyerukan perang 
atas nama moral dan keadilan yang justru menghasilkan lingkaran setan 
kekerasan yang dilakukan kedua pihak selama satu dekade terakhir. 


Mengapa preskripsi moral kedua rejim itu serupa? Para pengkaji terorisme 
dengan perspektif ini memandang keduanya sedang berusaha membentuk 
masyarakat manusia yang total, utuh dan tak kenal kerentanan. Ideologi keduanya 
adalah totalitarianisme. Bagi Al-Qaeda, masyarakat yang baik adalah masyarakat 
berlandaskan Islam, sementara bagi AS, khususnya rejim Bush, masyarakat yang 
baik dan sejahtera adalah masyarakat yang berlandaskan demokrasi liberal. 
Karena itulah para pengkaji terorisme dengan perspektif ini mengusung isu etis 
sebagai jalan keluar untuk mengelola paradoks moral kedua rejim tersebut. 
Tawaran etis dianggap lebih mujarab ketimbang klaim moral. Kalau klaim moral 
membatalkan interaksi untuk kebaikan dan pemahaman bersama, maka tawaran 
etis mengajak para pihak mengakui kerentanan masing-masing. Tidak mengakui 
kerentanan berarti membatasi interaksi karena mendorong para pihak berpikir 
bahwa ideologi dan tindakannya yang paling benar. Sebaliknya, mengakui 
kerentanan mendorong para pihak belajar dari kesalahan dan kegagalan, 
mengakui kekeliruan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan 
atas nama moral. Bagi para pengkaji terorisme dengan perspektif etis-moral, 
absennya kesadaran etis membuat para pihak menghidupi lingkaran setan 
kekerasan. 

Kendati lebih realistis dan berpeluang mengakhiri kekerasan, perspektif etis- 
moral ini belum banyak berpengaruf dalam kajia terorism maupun dalam parktik 
counter-terorisme, termasuk dalamkaitannya dengan program-program de- 
radikalisasi. Mengapa demikian? Mengikuti cara pikir post-foundasionalis, 
jawabannya adalah bahwa de-radikalisasi masih didasarkan pada klaim satu pihak 
atas pihak lain. Hal ini terbaca karena sumber masalah dilihat ada pada satu pihak 
dan pihak ini perlu dibuat tidak radikal agar tidak melakukan kekerasan. Klaim 
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moral yang menuntun de-radikalisasi masih berpijak pada preskripsi liberal 
tentang masyarakat dan manusia yang baik versi liberal. 

Implikasinya mudah dilihat. Mengabaikan tawaran etis berarti kegagalan 
membaca dan merumuskan sumber masalah yang memproduksi dan 
mereproduksi kekerasan. Bagi para pengkaji terorisme dengan perspektif ini, 
sumber masalah dalam terorisme pada dasarnya terletak pada interaksi, yakni 
dalam relasi-kuasa antar pihak. Mengubah cara berinteraksi dan mengakui 
kekeliruan dan kejahatan akan membuka pintu lebih lebar lagi bagi penyelesaian 
sumber masalah kekerasan. Dalam argumen ini, tesis-tesis pokok dalam perspektif 
dapat diperbaharui dengan preskripsi etis yang ditawarkan pengkaji terorisme 
dengan perspektif etis-moral. 


Keterbatasan dalam Literatur 
tentang Hubungan Konseptual 

Selain capaian yang telah disebutkan, penelitian awal melalui kajian literatur ini 
mencatat tiga keterbatasan dalam perkembangan kajian yang membahas 
hubungan terorisme, radikalisme dan kekerasan. Keterbatasan yang dimaksud 
merupakan hasil analisis terhadap empat perspektif yang telah dibahas pada bab- 
bab sebelumnya. 

Keterbatasan paling fundamental adalah justru karena dominannya paradigma 
liberal. Paradigma ini paling mudah kita temukan dalam perspektif aktor dan akar 
penyebab. Dominannya paradigma liberal ini tercermin terutama dalam logika 
yang mendasari program-program de-radikalisasi dan pendekatan hukum- 
keamanan dalam penanganan terorisme pasca serangan 11 September baik pada 
level nasional, kawasan dan internasional. Terlepas dari capaiannya, perspektif 
akar penyebab bisa juga dibaca sebagai pelunakan paradigma liberal. Melalui 
perspektif-perspektif dalam tema ini logik berpikir liberal beroperasi melalui 
produksi pengetahuan tentang masyarakat, manusia dan agama. Sebagaimana 
akan diperinci selanjutnya, penelitian awal ini juga memandang hubungan 
simbiosis saling membentuk antara kebijakan counter-terorisme dan produksi 
pengetahuan yang menfasilitasi de-radikalisasi pasca serangan n September. 
Hubungan antara terorisme, radikalisme dan kekerasan masih dirumuskan dalam 
logika sebab-akibat dan bersifat linear. Dalan artian ini, alih-alih 
‘mederadikalisasi’ obyek intervensi, berbagai program deradikalisasi, setidaknya 
secara konseptual, malah berpeluang sebaliknya. Obyek yang diintervensi 
memfantasikan dirinya sebagai ‘radikal’ atau malah menemukan alasan 
melakukan kekerasan teroristik justru karena menemukan kapasitas 
radikalitasnya dalam kaitannya dengan intevensi ini. 

Penelitian awal ini menemukan bahwa terdapat perspektif yang secara kritis 
berargumen bahwa terdapat kekeliruan dalam merumuskan masalah dalam 
kaitannya dengan penanganan terorisme. Merumuskan masalah yang bukan 
masalah justru menciptakan realitas yang hendak diatasi atau, seperti yang telah 
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dibahas dalam bab sebelumnya, wacana terorisme, radikalisme dan kekerasan 
cenderung menjadikan ketiga fenomena itu riil, self fulfilling prophecy. 
Menjadikan kemiskinan sebagai sumber masalah, misalnya, malah membuat 
subyek-subyek atau komunitas yang dikonstruksi ‘miskin’ itu menemukan alasan 
untuk bertindak ‘radikal dan ‘kekerasan’ sebagai cara mengartikulasikan 
kekecewaan dan keterasingan mereka. Totalisasi terhadap struktur, bahwa 
struktur adalah penyebab kekerasan teroristik dan radikalisme, memberdayakan 
subyek melawan totalitas struktur dalam fantasi mereka. Alhasil, bukannya 
mendekatkan para pihak ke sumber masalah terorisme, de-radikalisasi yang tidak 
kritis mereproduksi jenis kekerasan lain untuk alasan berbeda, membuatnya tidak 
populer dan dilawan karena dianggap bias ideologis tertentu. 


Terbatasnya Kajian tentang Proses Menjadi Teroris 

Kajian tentang bagaimana proses seseorang menjadi teroris masih terbatas. 
Terdapat sejumlah kajian tentang proses menjadi ini akan tetapi dipelajari dalam 
cara pikir linear. Perspektif aktor adalah yang terbanyak yang membahas proses 
menjadi teroris ini dengan logika linear. 

Kelemahan yang terbesar adalah, pertama, mengasosiasikan seseorang, 
komunitas atau organisasi sebagai organisasi radikal dan kedua, dengan 
prasangka itu tindak kekerasan yang dilakukan dicarikan kaitannya dengan 
organisasi atau jaringan yang ‘radikal’. Di sini stereotyping menggantikan 
ketekunan mempelajari baik proses diskursif maupun proses psikologis yang 
ditempuh pelaku terorisme. 'Menjadi teroris' jelas sebuah proses yang kompleks. 
Tetapi, kompleksitas itu bisa diurai sejauh pengkaji menyadari asumsi-asumsi 
teoretis tentang manusia, tindakan dan konteksnya. Sayangnya, pengaruh 
perspektif aktor, misalnya, menghindarkan kajian terorisme dari pelacakan 
konteks politik dan konflik. Akibatnya, dalam kajian mereka, jalan menuju 
terorisme tidak berliku dan digambarkan dengan hubungan kausal yang linear 
dengan mengacu pada sumber dari ideologi gerakan, misalnya. Determinasi 
struktur dan ideologi berinkarnasi dalam organisasi dan jaringan yang dicap 
radikal. Teroris dipandang sebagai pelaku ideologis dan kekerasan yang dilakukan 
dipandang sebagai instrumentasi ideologis. Dengan logika linear ini, sumber 
masalah ada pada ‘ideologi sesat’ dan pelaku adalah penjahat kemanusiaan yang 
tak bisa diajak bernegosiasi. 

Di sisi lain, perspektif-perspektif strategi danmetode serta tema etis-moral 
mengkontektualisasikan biografi teroris atau organisasi teroris dalam konteks 
politik, konflik dan kontestasi rejim moral. Perjalanan seseorang menjadi teroris 
adalah perjalanan panjang dari radikalisme menuju terorisme. Artinya, 
radikalisme dan terorisme pertama-tama dipahami sebagai gejala diskursif, hasil 
relatif dari interaksi yang tak berimbang antar kekuatan politik. Paling kasar bisa 
dikatakan, radikalisme dan terorisme dipahami sebagai ‘weapon ofthe weak’. Hal 
ini tentu tidak untuk membenarkan kekerasan teroris, melainkan untuk 
menunjukkan bahwa baik radikalisme maupun terorisme merupakan gejala sosial- 
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politik yang terbentuk karena interaksi yang tak berimbang dalam relasi-kuasa. 
Keduanya tidak berdiri sendiri. Begitu pula bahwa terorisme bukanlah semata- 
mata gerak lurus dari radikalisme di luar interaksi dengan kekuatan-kekuatan 
politik yang hegemonik. Sebaliknya, gerak dari radikalisme menuju terorisme 
berkelindan bersama gerak dari dominasi menuju hegemoni yang ditempuh 
kekuatan lain (negara, ideologi liberal) dalam proses interaksi yang saling 
menegasi. 

Dengan menggunakan perspektif yang lebih kritis, perjalanan seseorang dari 
‘radikal’ menjadi ‘teroris’ tidak lagi dilihat sebagai proses mulus tanpa intervensi. 
Konflik dan politik yang tak berimbang membentuk radikalisme dan terorisme 
dalam cara-cara yang tak terbayangkan para pengkaji terorisme dalam perspektif 
aktor. Dalam pandangan pengkaji terorisme dengan perspektif etis yang ekstrim, 
perjalanan menjadi teroris sangat dimungkinkan oleh praktek-praktek kekuasaaan 
yang tak kenal kompromi dari negara atau kekuatan eksternal. Dalam arti, 
hegemoni dan intervensi paradigma liberal ikut bertanggung jawab dalam proses 
transformasi manusia-komunitas menjadi radikal dan menjadi teroris. 

Kendati meyakinkan secara konseptual, perspektif-perspektif dengan logika 
sirkular tersebut tidak cukup berpengaruh dalam wacana terorisme pasca 
serangan n September. Logika linear masih mendominasi konseptualisasi antara 
terorisme, radikalisme dan kekerasan. Tak jauh beda dari pandangan populer, 
kajian tentang proses menjadi lebih brfungsi merasionalisasi common sense 
dalam kajian keamanan tradisional dan dunia intelijen. 


Imperialisme Moral Liberal 

Kajian awal ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat adanya imperialisme 
moral dalam pemahaman dan cara pandang atas radikalisme dan terorisme. Yang 
dimaksudkan imperialisme moral tak lain adalah penggunaan retorika moral 
sebagai selubung kepentingan politik. Moral dikedepankan untuk memahami dan 
menamakan sebuah tindakan, manusia dan komunitas lain. Karena pada dasarnya 
kerja moral adalah ‘self-grounding’, perhatian dari ideologi moral tidak lagi 
mengoreksi dirinya melainkan selalu berusaha membuktikan kesaktian 
ideologinya di luar dirinya. Diri, masyarakat dan negara di mana dia hidup sudah 
selesai terbentuk dan istiwewa. Akan tetapi, godaan muncul untuk menguji 
keutuhan dan keistimewaan moral itu. Cara termudah adalah mencari-cari sebab- 
sebab kerentanan diri, masyarakat dan negaranya di luar dunianya. 

Sebagian terbesar dari kajian terorisme, radikalisme dan kekerasan sangat 
mendukung image moral liberal ini. Melacak latar belakang para penstudi dan 
pendanaan penelitian yang dilakukan, bias ideologis hasil penelitian tak 
terbantahkan. Tidak saja soal epistemologi penelitian seperti rumusan masalah 
penelitian, bias itu paling mudah dibaca dalam metodologi. Aktor dan kasus, 
misalnya, hampir seluruhnya seragam yakni dikaji dengan perspektif aktor, 
jaringan maupun tindakannya. Begitu pula rumusan masalah diarahkan pada 
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menjawab pertanyaan sebab-akibat dengan asumsi-asumsi yang dibakukan. 
Kecenderungan merasionalisasi pandangan populer segera tampak dari 
penggunaan sumber-sumber otoritatif untuk membangun argumen dan 
kesimpulan atas peristiwa kekerasan yang dicap sebagai perbuatan terorisme. 

Kelemahan ini sangat fundamental dan membawa konsekuensi serius terhadap 
kebijakan penanganan terorisme termasuk de-radikalisasi. Seperti 
diargumentasikan dalam bagian lain, kekerasan dicerabutkan dari konteks konflik 
dan kontestasi moral. Yang tersisa hanyalah konsensus bahwa radikalisme dan 
terorisme semata-mata persoalan moral dan hukum. Kekerasan atau akti teror 
menjadi peristiwa yang di depolitisasi karena telah dihilangkan dimensi konflik 
dan politiknya. Tak lebih dari obyek kontrol dan pengawasan dari para pihak yang 
berkuasa dan berkepentingan dengan wacana terorisme dan counter-terorisme. 

Bahaya imperialisme moral adalah besarnya peluang untuk dijadikanselubung 
kepentingan ekonomi dan politik. Sebagian besar literatur pasca serangan n 
September kurang memberi perhatian khusus pada problematik ini. Lebih 
mengkhawatirkan lagi, studi tentang radikalisme dan terorisme dibatasi tak lebih 
dari cerita tentang pelaku, organisasi dan jaringannya. Kekerasan dan intolerasi 
yang dilakukan seseorang atau organisasi non-negara seakan-akan berlangsung di 
luar konteks pertarungan politik dan kontestasi ideologi moral terutama pasca 
Perang Dingin. 

Penelitian awal ini menemukan bahwa perspektif kritis dalam bentuk etis-moral 
berusaha menunjukkan adanya bias ideologi liberal yang sangat besar 
pengaruhnya terhadap epistemologi dan metodologi penelitian yang dilakukan 
oleh para pengkaji terorisme, radikalisme dan kekerasan. Implikasi politisnya 
amat serius. Mereka cenderung gagal memberi masukan kritis. Rekomendasi yang 
mereka hasilkan cenderung seragam dan dibangun dengan basis logika yang sama 
dengan yang digunakan oleh jurnalis media massa atau yang digunakan dalam 
investigasi penegak hukum seperti kepolisian dan badan intelijen. Kendati 
terkesan efisien dan praktis, implikasi kebijakan dari kajian-kajian tersebut 
sebetulnya tak efektif untuk skenario penanganan kekerasan dan radikalisme 
dalam jangka panjang. 

Imperialisme moral liberal bekerja dengan menjadikan ‘kebaikan dan kejahatan 
dan kebaikan’ (good and evil ) sebagai kategori hukum dan politik dalam satu 
paket. Tujuannya tak lain untuk mendeskripsikan tindakan politik gerakan- 
gerakan politik di luar kerangka berpikir politik liberal. Alhasil, dihilangkannya 
dimensi konflik dan politik cenderungmeloloskan perspektif hukum internasional 
dan kedaulatan negara dalam mebghasilkan regulasi-regulasi represif terhadap 
gerakan-gerakan politik tertentu dan membatasi hak-hak sipil dan politik warga 
negara. Fenonema kekerasan counter-terorisme kiranya sudah cukup menjadi 
bukti kekacauan pendekatan kebijakan yang dilandasi imperialisme moral. 
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Ketiadaan Konsensus tentang Definisi 

Jika secara konseptual definisi terorisme tak jelas, bagaimana sebuah kajian dapat 
membahas hubungannya yang obyektif dengan radikalisme dan kekerasan? Tidak 
adanya kesepakatan di kalangan pengkaji terorisme tentu tidak terlepas dari dua 
keterbatasan yang disebutkan sebelumnya. Konsensus tentang definisi bersifat 
instruktif karena konsensus memungkinkan adanya pengembangan dan 
pertukaran pendekatan di kalangan pengkaji. Oleh karena itu, penelitian awal ini 
dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai definisi yang berbeda-beda itu dan 
menempatkannya dalam sebua peta konseptual yang memungkinkan kita untuk 
menelusur akar konseptual definisi-definisi tersbut. Melalui upaya konseptual ini, 
penelitian awal ini mengelompok berbagai definisi ke dalam empat ruang yang 
masing-masing menggambarkan perspektif, yakni berangkat dari asumsi tertentu 
dan menghasilkan kajian dengan tema-tema yang spesifik. 

Bagi mereka yang melihat kajian terorisme dari aspek filsafat ilmu, ketiadaan 
konsensus mengenai definisi terorisme bisa dilihat sebagai sebuah kemajuan dan 
menunjukkan dinamika suatu kajian. Tetapi, dalam kaitannya dengan kajian 
terorisme, penelitian awal ini melihat perlunya definisi tentang terorisme, 
terutama seteahserangan n September. Kebutuhan akan konsensus ini tak dapat 
dipisahkan dari persoalan kehidupan dan kematian, status manusia, masyarakat 
dan bangsa. Dalam bahasa ekstrim, wacana terorisme, radikalisme dan kekerasan 
adalah wacana berdarah, bleeding discourse. Studi ini mencatat bahwa hegemoni 
definisi yangberasal dari perspektif aktor memberi dasar konseptual dan ideologis 
kepada wacana ‘War on Terrorism’. Berbalut moral dan supremasi hukum, 
definisi-definisi yang dikembangkan dalam tema tersebut memusatkan perhatian 
pada kekerasan tetapi kekerasan versi moral dan versi hukum. 

Definisi semacam ini mendekatkan negara pada pilihan represi ketimbang 
negosiasi. Definisi tersebut dalam praktiknya membela konsep keadilan retributif, 
dalam arti keadilan harus ditegakkan dengan senjata dan penjara semata. Prinsip 
kekerasan dibalas kekerasan tentu tidak menyelesaikan masalah. Definisi 
kekerasan terorisme, atau terorisme semata-mata isu kekerasan, melokalisir 
pelaku tindakan teror sebagai setan dan psikopat. Mereka bukan manusia karena 
itu harus ditangkap, dipenjara dan dibunuh bilamana perlu. 

Penelitian awal ini memang menemukan kecenderungan ke arah ‘konsensus’ 
terkait definisi terorisme, radikalisme dan kekerasan, tetapi konsensus tersebut 
bukanlah hasil dari perdebatan bernas dan kritis di antara perspektif-perspektif 
lintas tema. Definisi-definisi terorisme berbasis perspektif strategi dan etis-moral 
kurang mendapat perhatian atau tidak dibahas dalam kajian-kajian dominan 
berbasis perspektif aktor. Hal ini berimplikasi pada argumen-argumen di balik 
pembuatan kebijakan penanganan terorisme dan radikalisme dalam satu dekade 
terakhir. Kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan definisi terorisme dan 
radikalisme sebagaimana dipahami dapam perspektif aktor. Secara obyektif, 
pendekatan counter-terorism, baik hard-approach maupun soft-approach, 
cenderung melakukan kriminalisasi, moralisasi dan psikiatrisasi terhadap pelaku 
tindakan teror dan kelompok yang dicap intoleran atau radikal. 
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Sebagaimana akan diuraikan pada bagian Rekonseptualisasi Hubungan 
Konseptual, penelitian awal ini memandang perlu adanya konsensus terhadap 
definisi yang membantu usaha konseptualisasi yang koheren dan sistematis. 
Tetapi, konsensus tersebut harus dicapai melalui perdebatan antar perspektif. 
Tidak semata-mata perdebatan antar perspektif dalam masing-masing tema. 
Terlampau banyak definisi versi moral dan hukum, misalnya, menyebabkan kajian 
tentang hubungan terorisme, radikalisme dan kekerasan cenderung 
menyederhanakan relasi saling membentuk antar ketiganya. Jika ada konsensus 
tentang definisi, maka definisi tersebut berlaku sebagai ‘functional definition’. 
Definisi terorisme, definisi radikalisme dan definisi kekerasan tidak dirumuskan 
secara terpisah-pisah melainkan dicarikan karakteristik-karakteristik khusus yang 
memiliki daya penjelas terhadap hubungan konseptual ketiganya. 

Terdapat dua tujuan dari konsensus terhadap definisi. Pertama, kontribusi 
akademis bagi kajian terorisme, radikalisme dan kekerasan. Konsensus akademis 
menunjukkan tanggung jawab etis dari para pengkaji terutama karena hasil-hasil 
kajian mereka yang koheren dan sistematis dapat memberikan kontribusi yang 
sistematis pula bagi pembuatan kebijakan penanganan terorisme dan radikalisme. 
Tidak saja merekomendasikan pengetahuan yang obyektif, hasil-hasil kajian tentu 
tidak membingungkan para pembuat kebijakan. Kedua, mencegah terorisme dan 
radikalisme menjadi penanda kosong ( empty signifier). Karena tak ada 
konsensus, istilah terorisme dan radikalisme dipergunakan secara sewenang- 
wenang untuk melabelkan individu, komunitas, organisasi dan gerakan. Karena 
berlaku sebagai penanda kosong, kajian terorisme misalnya dipenuhi istilah- 
istilah seperti state-terrorism, etno-nationalist terrorism, bahkan belakangan ini 
muncul istilah eco-terrorism dan gender-terrorism. 


Hasil Penelitian Awal dan Pengembangan Konseptual 

Untuk mempermudah pembacaan atas hasil penelitian awal dan pengembangan 
konseptual yang kami lakukan, pada bagian ini diringkaskan kembali materi dan 
temuan studi ke dalam bentuk tabulasi yang menggambarkan perspektif yang 
menjadi basis bagi kajian-kajian tentang terorisme, yang pada akhirnya juga 
berusaha menghubungkannya dengan radikalisme dan kekerasan dengan cara 
yang khas. Kajian-kajian tentang terorisme tidak melihat radikalisme dan 
kekerasan secara terpisah. Hanya bagaimana kaitan radikalisme dengan terorisme 
sangat berbeda dari satu perspektif ke perspektif yang lain. 

Baik kajian terorisme konvensional (sebelum 2001) dan kajian terorisme 
kontemporer (pasca serangan 11 September) tidak memisahkan terorisme, 
radikalisme dan kekerasan. Sebagaimana ditunjukkan dalam uraian sebelumnya, 
para pengkaji merumuskan hubungan konseptual ketiganya berdasarkan apa yang 
menjadi pokok pembahasan dalam masing-masing tema. Masing-masing 
perspektif membahas tema-tema yang sangat spesifik sebagai refleksi dari 
pengembangan epistemologi dan metodologi penelitian yang khusus. Misalnya, 
dalam perspektif akar penyebab menghasilkan kajian tentang terorisme- 
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radikalisme dengan globalisasi dan demokrasi selain kajian tradisional tentang 
kemiskinan dan rejim otoriter. Begitu pula dalam perspektif strategi dan metode 
yang memunculkan varian-varian perspektif yang membahas terorisme sebagai 
kekerasan politik. 

Kendati demikan, interaksi antar-perspektif lintas tema bisa juga kita temukan 
dalam asumsi-asumsi yang digunakan. Dalam artian ini, misalnya, pendukung 
Just War dalam perspektif etis-moral dan seluruh pendukung perspektif aktor 
berbagi pandangan yang sama tentang hubungan radikalisme dan terorisme. 
Begitu pula halnya, proponen kritis perpektif etis-moral berbagi argumen yang 
serupa dengan proponen terorisme sebagai strategi dalam perpektif atrategi dan 
metode serta pengkaji yang memusatkan diri pada tema dekulturasi dalam 
perspektif akar penyebab. Sementara itu, sebagian besar proponen kajian berbasis 
perspektif akar penyebab (modernisasi, demokrasi, rejim otoriter) banyak juga 
dipengaruhi oleh kanjian-kajian tentang kekerasan politik konvensional dalam 
perspektif strategi dan metode. 
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Tabel 3. Tabulasi Perspektif dan Tema dalam Kajian Terorisme 


Perspektif dan Tema 

Konseptualisasi 


Kekerasan 

Tujuan 

Aktor 

Sumber 

Target/Korban 

Akar Penyebab 

• Modernisasi 

• Ekonomi dan Globalisasi 

• Deprivasi relatif 

• Dekulturalisasi 

• Demokrasi 

Efek pembahan 

Merespon 
perubahan 
struktural yang 
mempengaruhi 
identitas dan 
kesejahteraan 

Kelompok- 
kelompok yang 
tersingkir atau 
terpinggirkan, 
orang-orang dalam 
proses struktural 

Ideologi radikal 
dan budaya 
kekerasan 

Mereka yang dianggap 
sebagai musuh yang 
merendahkan identitas 
dan kesejahteraan 
mereka, misalnya 
aparat negara, 
institusi-institusi 
internasional, Barat, 
atau kelompok- 
kelompok dalam 
kategori 'lain.' 

Aktor dan Tindakan Teror 

Tindakan-tindakan 

Menghancurkan 

Aktor-aktor bawah 

Ideologi atau 

Mereka yang 


keji yang dengan 

tatanan 

tanah (clandestine). 

budaya radikal, 

dipandang sebagai 

• Studi-studi hukum 

maksud dan tujuan 

internasional, 

memiliki struktur 

tidak didorong 

musuh (penjelmaan 

internasional dan nasional 

yang jelas 

kedaulatan negara, 

dan jaringan 

oleh keinginan 

iblis atau 

• Studi-studi kekerasan politik 


rejim hak azasi 

organisasi. Pelaku 

untuk melakukan 

ketidaknormalan), 



manusia 

atau aktor dianggap 

perubahan 

misalnya negara, 

• Studi-studi psikologi 


(pelakunya 

tidak rasional atau 

strukturalatau 

misalnya aparat 

Konvensional 


dianggap sebagai 

punya masalah 

tujuan politik 

negara, institusi- 



musuh 

mental, sepenuhnya 


institusi internasional, 



internasional/ 

hidup dalam 


Barat, atau kelompok- 



global/regional/ 

kekerasan yang 


kelompok dalam 



nasional) 

melembaga 


kategori 'lain.' 























Strategi dan Metode 

• Studi kekerasan politik 

• Studi-studi hukum 
nasinal/internasional, studi- 
studi hukum humaniter 
internasional 

• Pendukung pandangan of 
jus in bello (perang sebagai 
sarana legal) 

Fungsional 
(manipulasi 
strategis), 
simbolik 
(manipulasi 
koersifion) dan 
taktis (bagian dari 
strategi jangka 
pendek dan 
panjang); tindakan 
paksaan 

Menghasilkan 
teror, memperluas 
ketakutan secara 
prsikologis sebagai 
upaya untuk 
mengubah atau, 
sebaliknya, 
mempertahankan 
rejim; 

instrumentalisasi 
korban untuk 
untuk mencapai 
tujuan 

Etis-Moral 

Keharusan moral 

Pemurnian subyek 


melawan mereka 

yang 

• Liberal konservatif - sekuler 

yang dianggap 

terkontaminasi; 

(pendukun pandangan Just 
War) 

sebagai musuh, 

menghilangkan 

dan tidak 

yang dianggap 

• Fundamental puritan 

membenarkan 

ancaman terhadap 

(pendukung pandangan 

tindakan terhadap 

esensi manusia 

Holy War ) 

bukan musuh 

maupun 


seperti sipil dan 

masyarakat yang 


bukan kombatan 

baik (seperti 
masyarakat yang 


Pembuhunan dan 

demokratis 


penganiayaan 

ataupun teokratis) 


dapat dibenarkan 

baik yang berupa 


sejauh sesuai 

ancaman laten 


dengan tatanan 

Just War and Holy 
War 

maupun nyata 


Aktor bertindak 
rasional, 

radikalisme sebagai 
kategori moral tidak 
ada; anarkhis / 
revolusioner, anti- 
kolonialis, 
kelompok kiri baru, 
terorisme berbasis 
agama 


Negara / 

masyarakat liberal; 
negara / masyarakat 
teokratis (semua 
kategori ini 
dipisahkan dalam 
kategori syahid vs 
kafir, liberal vs non 
liberal atau radical 


Teori tentang 

perang / revolusi; 

ideologi 

revolusioner, 

penggunaan 

senjata pemusnah 

massal (WMD), 

penggunaan 

sarana-saranan 

teknologi informasi 

modern 


Kalkulus moral, 
yakni realisme 
moral atau 
utillitarianisme 
moral 


Mereka yang dianggap 
musuh dalam suasana 
perang, misalnya 
aparat negara, 
lembaga-lebaga 
internasional, dan 
orang awam. 

Korban menjadi 
instrumen untuk 
tujuan yang ingin 
dicapai 


Individu, masyarakat, 
kelas sosial, negara, ras 
dan agama (kategori- 
kategori ini dianggap 
sebagai perwijudan 
iblis, radikalisme, dan 
ketidaknormalan) 














Etika koeksistensi / Kritik 

Dehumanisasi, 

Membangun 

terhadap perdebatan 

derealisasi dan 

identitas 

moralmoral 

pembuhunan 

(menjadikan 

(Terorisme/Kontra-terorisme) 

(homisida) 

identitas diri riil 
dan pada saat yang 

• Post-foundationalist 

Praktek-praktek 

sama, identitas 

struktural 

pihak lain tidak 

• Analisis wacana 

dehumanisasi dan 

bermakna/tidak 

• Ideologi kritis 

serta prakek- 

ada); menonjolkan 

praktek derealisasi 

subyektivitas diri 


pihak lain (kedua 

dan menekankan 


bentuk kekerasan 

supremasi moral 


ini mendasari 

ataupun 


kondisi-kondisi 

imperialisme 


homisida) 

moral 


Kelompok- 


Univeraslisme 

Mereka yang dianggap 

kelompok/negara 

ideologi-moral 

sebagai musuh / iblis 

liberal 

fasis, 

yang totalitarian 

(individu, masyarakat, 

Kelompok- 


melalui praktek- 

negara) dianggap 

kelompok/negara 

praktek yang 

sebagai penyebab 

liberal 

rasis, 

mendorong 

kerentanan identitas; 

kelompok- 


kerentanan; 

pihak lain dianggap 

kelompok 

agama 

kurangnya 

memiliki kekuatan dan 

puritan, 

negara 

pengakuan 

menjadi ancaman 

teokratis, 

semua 

terhadap 

terus-meneus, hantu 

yang mendukung 

kerentanan 

abadi yang selalu 

konsepsi 

manusia 

bersama 

membayani identitas 

dan masyarakat 


nya; subyektivitas dan 

yang totalitarian 


imaginasi 




totalitariannya tentang 
manusia dan 
masyarakat 









8. Terorisme, Radikalisme dan Kekerasan 
Rekonseptualisasi Hubungan 


Penelitian awal ini diawali dengan pertanyaan dasar apakah atau, jika ja, 
bagaimana radikalisme dapat diidentifikasi atau dapat dikaitkan dengan terorisme 
dan di mana posisi kekerasan dalam kaitan tersebut. Bagian ini berusaha 
merekonstruksi jawaban terhadap pertanyaan tersebut dengan bertolak dari 
capaian dan keterbatasan dalam kajian-kajian yang ditemukan melalui penelitian 
awal ini. 

Urgensi Kekerasan 

Dominannya paradigma moral liberal dan hukum tentang kekerasan teror 
mendorong studi ini untuk memperlihatkan cara berbeda dalam memahami 
kekerasan baik kekerasan homisida dalam terorisme maupun kekerasan simbolis 
dalam radikalisme. Kekerasan haruslah dibaca dalam konteksnya. Konteks yang 
dimaksud adalah kapasitas, proses dan kondisi yang memungkinkan kekerasan 
itu dilakukan sebagai sebuah pilihan tindakan. Tuntutan ini jelas sangat beralasan 
karena setidaknya, melalui kajian awal ini, kita bisa menghindarkan diri dari dua 
jenis determinisme. Pertama, determinisme struktur seperti yang dihasilkan oleh 
kajian-kajian terorisme yang berbasis perspektif dan tema akar penyebab dan 
kedua, determinisme aktor yang sangat menonjol dalam kajian-kajiann dengan 
perspektif aktor. Tekanan yang berlebihan pada aktor dan struktur membatalkan 
pelacakan terhadap proses dan kondisi yang menmungkinkan aktor melakukan 
kekerasan dan memberdayakan struktur kekerasan. Perubahan kapasitas aktor 
dan kapasitas struktur tidak terpisahkan dari proses dan kondisi yang 
memungkinkan kekerasan terjadi. 

Pada saat yang sama, tuntutan untuk memberikan perhatian yang lebih besar 
kepada kapasitas, proses dan kondisi ini juga didorong oleh perkembangan kajian 
terorisme berbasiskan perspektif etis-moral serta kajian konflik dan politik 
melalui perspektif strategi dan metode. Pertama, dimensi politik dan konflik 
membantu kita memahami pengkondisian kekerasan karena melalui dua dimensi 
ini berlangsung proses formatif kekerasan. Begitu pula selanjutnya kekerasan 
bersifat formatif terhadap konflik dan politik. Kedua, tawaran etis yang diusulkan 
oleh para pendukung kajian kritis dalam perspektif etis-moral menyadarkan kita 
bahwa kekerasan tidak sedang membuktikan klaim moral tertentu melainkan 
kegagalan klaim itu membuktikan supremasinya melalui tindakan. Homisida, 
pembunuhan terhadap sesama, baik dalam terorisme maupun counter-terorisme, 


92 



membatalkan supremasi moral liberal dan moral fundamentalis keagamaan yang 
intoleran. Argumen bahwa kekerasan dilakukan karena ideologi atau klaim moral 
mengandung paradoks karena tidak bisa menjawab pertanyaan bagaimana sebuah 
ideologi kekerasan atau klaim moral eksklusif itu terbentuk. 

Pertimbangan konflik-politik dan etis-moral membantu kita memasuki medan 
yang kompleks di mana kekerasan teror perlu diperiksa dengan lensa konflik, 
politik dan etis-koeksistensial. Mengikuti formulasi dalam studi kekerasan politik, 
kita juga dapat membedakan kekerasan terorisme dari kekerasan kriminal, 
kekerasan negara dan kekerasan separatis-insurgensi. Dengan memusatkan 
perhatian pada kekerasan atau teror, kita akan didorong untuk menguji kekerasan 
dalam radikalisme dan kekerasan dalam terorisme secara lebih sistematis. 

Tujuannya adalah memperlihatkan peta perjalanan radikalisme menuju terorisme. 
Kekerasan menjadi cara menghubungkan radikalisme dan terorisme. Karena itu 
diperlukan dua hal berikut. Pertama, pemahaman kritis dan konstruktif mengenai 
radikalisme dan kedua, mengkonseptualisasi terorisme dalam dua bentuk 
kekerasan yang bersifat fasilitatif terhadap satu sama lain. Untuk tujuan pertama, 
radikalisme harus dikembalikan ke dalam konteks konflik dan politik. Sementara 
untuk tujuan kedua, konseptualisasi terorisme dicarikan pendasarannya pada 
‘nature of violence’ yang membuatnya terbedakan dari kekerasan lainnya. 

Radikalisme: Dari Inklusi, Eksklusi menuju Homisida 

Berbeda dari pertanyaan populer yang dimunculkan oleh para pengkaji terorisme 
dari perspektif akar penyebab, yakni mengapa dan bagaimana seseorang atau 
komunitas menjadi radikal, penelitian ini mendorong munculnya pertanyaan yang 
lebih mendasar: pertama, apakah yang dimaksud dengan radikalisme, kedua, 
bagaimana kekerasan bisa terbentuk dalam radikalisme, dan, ketiga, apa saja 
kekerasan yang muncul dalam radikalisme. Ketiga pertanyaan ini perlu diajukan 
untuk mencegah kerancuan konseptual yang menyamakan kekerasan dan 
radikalisme (yang cenderung dilakukan oleh pengkaji terorisme dengan perspektif 
aktor) dan kesesatan konseptual yang mengeneralisasi radikalisme sebagai jalan 
utama atau sumber terorisme (yang seringkah dilakukan oleh pengkaji terorisme 
dengan perspektif akar penyebab). 

Radikalisme dan Inklusi 

Upaya untuk merekonstruksi hubungan antara radikalisme dan kekerasan 
dilakukan dengan bertolak dari dua teori mutakhir dalam kajian ilmu sosial dan 
ilmu politik, yakni kritik ideologi dan analisis wacana. Dalam cara pandang kedua 
teori ini, radikalisme dipahami sebagai gejala sosial dan politik. Radikalisme lahir 
dalam kondisi dislokasi atau krisis yang tentu selalu permanen dalam masyarakat. 
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Jadi radikalisme bukan fenonema psikologis-individual tetapi feonema politis- 
kolektif. Berbeda dari pendekatan positivistik yang memandang krisis sebagai 
anomali dari struktur sosial/politik normal, kedua pendekatan ini memahami 
krisis sebagai gejala yang selalu menghantui upaya normalisasi yang dilakukan 
oleh satu atau lebih kekuatan ideologis dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 

Dislokasi atau krisis memperlihatkan bahwa negara dan masyarakat, sebagai 
arena kehidupan bersama antar perbedaan, tidak pernah stabil, selalu dalam 
proses pembentukan terus menerus. Hal ini terjadi karena ‘masyarakat’ dan 
‘negara’ terbentuk dari ragam identitas dan kepentingan yang harus terus menerus 
bernegosiasi dalam rangka menjaga keseimbangan dan kepentingan bersama. 
Negosiasi karena itu terus berlangsung, baik melalui jalur yang telah disepakati 
seperti norma atau konstitusi, maupun melalui konfrontasi keras seperti 
perselisihan dan pertikaian karena tidak berjalannya instrumen dan institusi 
demokrasi. Pada titik ini, radikalisme dipandang sebagai ada krisis atau konflik 
dan berikutnya, krisis tersebut menuntut berbagai kelompok atau komunitas 
untuk merumuskan ulang atau memperbaiki negosiasi yang tak lagi berjalan 
efektif. 

Pemahaman atas radikalisme ini mengasumsikan kapasitas manusia atau 
kelompok untuk mempertanyakan dan mengubah struktur sosial atau sistem 
politik yang dianggap tak adil dan menindas kebebasan. Radikalisme muncul 
karena menguatnya ketidakadilan dan ketidakbebasan yang diselenggarakan 
kelompok dominan dalam politik dan ekonomi. Dengan demikian konsep ini 
memperlihatkan keagenan politik manusia untuk perbaikan dan perubahan. 
Seseorang atau kelompok disebut radikal tidak saja karena sadar akan dominasi 
tetapi juga secara aktif mengusahakan perubahan ideologis dan dunia sosial. 

Dalam pemahaman ini, muncul dua konsep penting yang saling terkait yakni 
emansipasi dan partisipasi. Karakter emansipatoris dari radikalisme ditunjukkan 
oleh kesadaran kolektif tentang adanya adanya dominasi dan hegemoni satu 
kekuatan ideologis tertentu. Sementara karakter partisipatoris ditunjukkan oleh 
aksi kolektif untuk membuat perubahan atau bernegosiasi secara politik dengan 
kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat dan negara. Dengan kata lain, 
emansipasi dan partisipasi ini mendekatkan radikalisme pada demokrasi, 
radikalisme yang demokratis. 


Radikalisme dan Ekslusi 

Kendati demikian, dalam perkembangannya, radikalisme yang memperlihatkan 
dimensi demokratis itu dapat bergerak menjadi gerakan politik totalitarian. Kalau 
dalam radikalisme demokratis logic of inclusion menjadi cara seseorang atau 
kelompok menata ko-eksistensi maka sebaliknya radikalisme intoleran 
mendayagunakan logic of exclusion. Menghadapi dislokasi atau krisis, jalan 
menuju perubahan dipikirkan bukan dengan cara memperbaharui kepentingan 
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dalam negosiasi melainkan penarikan diri dari ko-eksistensi. Pilihan pemisahan 
ini tidak semata-mata karena didorong ideologi yang ekslusif, melainkan hasil 
relatif dari proses-proses negosiasi yang tidak memungkinkan identitas dan 
kepentingannya terakomodasi dalam norma umum masyarakat atau konstitusi 
dalam kehidupan bernegara. ‘Ajaran sesat’ atau ‘ideologi extremis’ justru 
terbentuk dalam proses renegosiasi yang timpang atau selalu tak menghasilkan 
konsensus untuk ko-eksistensi, dan bukan sebaliknya. 

Dengan mengoperasikan logik pemisahan sebagai cara menata identitas dan 
kepentingan selama proses renegosiasi yang gagal tersebut, berlangsung usaha- 
usaha mengkonstruksi diri-kelompok dan orang lain-kelompok lain. Proses ini 
pun membentuk kekitaan dan kemerekaan sebagai dua entitas yang difantasikan 
tidak sinkron secara politik dan moral. Proses ini disebut juga proses esensialisasi, 
yakni melalui perkataan dan perbuatan memberi esensi kepada kekitaan dan 
kemerekaan. Perbedaan mulai dipahami sebagai sesuatu yang alamiah meski 
nyatanya dibayangkan dan dikerjakan agar benar-benar berbeda. 

Di sinilah mulai tampak keterputusan karakter radikalisme dari radikalisme 
demokratis-inklusif menuju radikalisme intoleran-ekslusif. Kita perlu mengkaji 
keterputusan ideologis dari radikalisme demokratis menjadi radikalisme yang 
berfantasi tentang keutuhan identitas dan supremasi sistem moral sendiri dengan 
kecenderungan mengatur hubungan etis dan politis dengan kelompok lain (agama, 
etnis, ras ataupun ideologi politik). Pergeseran dari karakteristik inklusi menjadi 
ekslusi tak semata-mata karena determinasi ideologi politik dan ideologi agama 
melainkan terpenting bagian integral dari proses dan tindakan-tindakan 
performatif yang pada gilirannya memberi isi atau mengkonstruksi ideological 
imaginary dan fantasi identitarian kelompok tersebut. 

Pada dasarnya, proses pergeseran dari inklusi menuju ekslusi ini merupakan 
proses ideologisasi atau terbentuknya ideologi totalitarian melalui praktek-praktek 
artikulatif. Artinya, tindakan-tindakan yang mengarah pada intoleransi tak 
sepenuhnya diarahkan oleh ideologi politik atau ideologi agama yang sudah 
totaliter atau mempromosikan intoleransi. Sebaliknya, praktek-praktek penegasan 
identitas diri dan memprasangkakan sesama pada dasarnya adalah proses 
penyempurnaan ‘ideologi’ itu sendiri. Pelajaran penting dari konseptualisasi ini 
adalah bahwa terhadap gejala radikalisme intoleran kita tidak bergegas 
mengajukan pertanyaan ‘apa ideologi atau ajaran di balik tindakan intoleran?’, 
tetapi sebaliknya, ‘bagaimana ideologi intoleran terbentuk dalam rutinisasi 
praktek-praktek menuju intolorenasi ?’ 

Dengan mengajukan pertanyaan tersebut kita menegaskan kembali bahwa 
radikalisme bukanlah ideologi melainkan fenomena sosial dan politik yang 
memungkinkan proses ‘ideologisasi’ intoleran. Hal ini tentu bertolak belakang 
dengan perdebatan populer pasca serangan n September yang dikendalikan oleh 
pertanyaan apakah Islam sebagai ideologi mengandung anasir-anasir kekerasan. 
Bahkan pandangan atau penegasan bahwa ‘Islam itu damai’ mengundang 
kecurigaan kita karena sebetulnya masih berbasis pada determinasi ideologi atas 
tindakan. Dalam arti, pandang itu bersikeras Islam pembawa damai dan sumber 
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kekerasan dicari dalam ideologi yang lain. Bagi studi ini, gejala ideologisasi 
kekerasan, atau mencari alasan tindak kekerasan dalam logik post-factum, tidak 
saja keliru sebagai epistemologi berpikir tapi juga berimplikasi pada metode- 
metode mengatasi kekerasan berlabelkan agama. Di sinilah urgensi 
konseptualisasi dalam studi ini, yakni, mempersoalkan kembali asumsi-asumsi 
yang mendasari program-program de-radikalisasi dengan Islam sebagai obyek 
intervensinya dan kedua, membangun argumen berbeda tentang perlunya de- 
radikalisasi dengan resiko Islam tidak dijadikan lagi penanda ‘ideologis’. 

Memusatkan perhatian pada rutinisasi tindakan intoleran membantu kita 
memahami transformasi kekerasan dari dehumanisasi dan derealisasi menuju 
homisida. Dehumanisasi adalah karakteristik fundamental dari tindakan 
merendahkan martabat dan harkat manusia atau kelompok lain. Secara kategorial, 
dehumanisasi melekat dalam praktek kebijakan negara yang membawa implikasi 
struktural bagi ketidakkeadilan dan ketaksetaraan. Dalam konteks studi ini, 
dehumanisasi menjadi karakteristik tindak kekerasan yang medegradasi orang 
lain secara moral dan sosial. Secara moral, orang lain dianggap tak bermoral 
sementara secara sosial orang lain dikeluarkan dari orbit dan koordinat interaksi 
sosial. 

Selanjutnya dehumanisasi mendapatkan wujud ekstrimnya dalam de-realisasi. 
Tujuannya adalah membuat manusia atau kelompok lain menjadi tidak inteligibel 
dan dengan itu berarti tak bereksistensi. Hanya saja tindakan de-realisasi adalah 
sekaligus modus operandi untuk membuat identitas diri dan kelompoknya 
menjadi nyata atau bereksistensi. Di sinilah sifat produktif atau karakter formatif 
dari tindakan derealisasi, baik terhadap pelaku (formasi identitas) dan terhadap 
sasaran tindakan atau korban. Melalui tindakan tersebut, identitas pelaku 
terbentuk atau mengalami formasi sementara identitas korban tindakan 
mengalami kehilangan bentuk atau de-formasi. Lebih ekstrim dari dehumanisasi 
struktural, derealisasi melapangkan jalan menuju homisida. 


Derealisasi dan Homisida 

Tindakan penghilangan nyawa, homisida, pada fase radikalisme intoleran-ekslusif 
tak mungkin terjadi tanpa rutinisasi praktek-praktek derealisasi terhadap korban. 
Pada fase tersebut, sesorang dan kelompoknya mulai menggarap identitas kolektif. 
Fantasi tentang supremasi moral juga ikut terbentuk sejalan dengan intensitas dan 
frekuensi tindakan derealisasi. 

Tindakan derealisasi, sebagai kekerasan simbolik, beroperasi dalam berbagai 
bentuk terutama melalui bahasa. Terdapat stereotyping , penamaan dan pelabelan 
terhadap diri dan orang lain. Ketika logika ekslusi ini beroperasi pada level kolektif 
(organisasi, gerakan atau komunitas) tindakan-tindakan performatif yang bersifat 
mengeklusi menjadi kian terlembaga. Begitu pula fantasi kelompok terstrukturasi 
secara sistematis. Rutininasi tindakan itu merawat fantasi dan kenikmatan yang 
balik mendorong dilakukannya tindakan derealiasasi. Dalam rumusan berbeda, 
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struktur fantasi kelompok itu terkodifikasi dalam organisasi waktu dan ruang yang 
kurang lebih berisikan skema-skema tindakan, sikap dan persepsi. Ketiga-tiganya 
tak lagi berdiri sendiri tetapi dalam praktiknya saling menegaskan dan mengisi 
untuk selalu memastikan bahwa sistem tindakan dan sistem moral kelompok itu 
berbeda dari yang lain. Perbedaan yang dihasilkan melalui rutinisasi kemudian 
menjamin terus berlangsungnya fantasi supremasi identitas dan moral. 

Di sini didapati relasi diskursif yang kompleks antara tindakan, persepsi dan sikap 
dalam gerakan, organisasi, atau komunitas yang mulai bergerak dengan logika 
ekslusi yang kian absolut. Lantas, dapatkah disimpulkan bahwa radikalisme 
eksklusi dengan praktik-praktik de-realisasi memfasilitasi proses gerakan ekslusif 
berubah menjadi organisasi homisida? Dapatkah organisasi homisida itu disebut 
terorisme dalam artian yang lebih definitif? Bagian selanjutnya akan membahas 
reformulasi terorisme berdasarkan kajian-kajian terorisme yang dibahas di bab- 
bab sebelumnya untuk kemudian dihubungkan dengan formulasi radikalisme 
derealisasi-homisida di atas. 


Terorisme: Radikalisme Intoleran menuju Homisida 

Dalam cara masing-masing, sejumlah perspektif dengan dua tema konvensional 
(aktor dan tindakannya serta metode-strategi) maupun dua tema kontemporer 
(akar penyebab dan etis-moral) memberi kita peluang mereformulasi terorisme. 

Para pengkaji terorisme berbasis perspektif trategi, misalnya, mulai memikirkan 
perlunya definisi fungsional terorisme dengan menekankan pada signifikansi teror 
dalam terorisme. Fokus pada teror tak lain adalah seberapa jauh kekerasan 
(derealisasi dan homisida) berubah dari kapasitas sebagai instrumen menjadi 
tujuan itu sendiri. Sementara dari berdasarkan kajian dari perspektif etis-moral 
banyak penstudi menyimpulkan bahwa upaya mendapatkan koneksi antara 
terorisme dan radikalisme hanya mungkin apabila ‘prasangka ideologis’ liberal- 
konservatif dalam perspektif aktor dan akar penyebab dikeluarkan dari hipotesis- 
hipotesis penelitian. 


Derealisasi menuju Homisida 

Bertolak dari kebutuhan konseptual akan adanya definisi fungsional, maka salah 
satu cara terbaik mengkonseptualisasi hubungan terorisme dan radikalisme 
adalah menjadikan kekekerasan sebagai komponen utama terorisme. Secara 
teoretis, ini bisa dilakukan melalui dua kemungkinan. 

Pertama, kekerasan terorisme memainkan peran konstitutif bagi terorist dan 
organisasinya. Pemutlakan kekerasan sebagai satu-satunya tindakan 
(pembunuhan bersenjata, penyiksaan, pemboman dan bom bunuh diri) tak 
semata-mata untuk menerjemahkan ideologi totalitarian melainkan proses aktif 
untuk reproduksi ideologi intoleran. Melalui tindakan-tindakan tersebut ideologi 
mengalami totalisasi. Sama seperti logik yang beroperasi dalam tindakan 
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derealisasi radikalisme, homisida dalam terorisme merupakan proses ideologisasi 
dalam bentuk yang nyaris total dan tertutup. Bukan ideologi yang mendorong 
homisida melainkan tindakan itu diperlukan untuk menjaga stamina ideologi. 

Di sini kita mempertajam pengertian kekerasan dalam terorisme. Membunuh 
manusia atau kelompok lain merupakan pilihan satu-satunya setelah menempuh 
proses panjang rutinisasi tindakan derealisasi. Terorisme, sepanjang dipahami 
sebagai deskripsi tindakan homisida, menyerupai institusi kekerasan yang total. 
Hubungan antara ‘ideologi’ dan ‘homisida’ bersifat sirkular. Dalam arti, di satu 
sisi, ideologi diperlukan untuk memberi alasan seseorang melalukan teror, dan di 
sisi lain, tindakan teror itu menjadi peristiwa kultivasi ideologi. Ini yang oleh Zizek 
disebut dengan ideological effacement yang telah di bahas dalam bab sebelumnya 
tentang perspektif dan tema. 

Kedua, kekerasan homisida yang menjadi tindakan penanda terorisme hanya 
mungkin terus menerus dilakukan sepanjang praktek-praktek derealisasi telah 
menjadi dasar bagi beroperasinya imajinasi identitas (diri, kelompok). Praktek 
derealisasi bersifat totalitarian, mempersepsikan orang lain atau kelompok lain 
sebagai tidak nyata ( non-inteligible ). Orang lain dan kelompok lain dijadikan 
target kriminalisasi, moralisasi, psikiatriasi — tiga jenis aksi yang merupakan 
tindakan performatif dengan kapasitas merendahkan dan meniadakan. Karena 
dilakukan secara rutin, tindakan derealisasi tidak semata-mata tak menghargai 
perbedaan atau mengancam eksistensi manusia atau komunitas, melainkan lebih 
mendasar lagi, rutinisasi tindakan itu sudah merupakan tindakan merusak 
eksistensi atau bersifat deformatif terhadap identitas kemanusiaan seseoroang 
atau satu komunitas. 

Mengapa derealisasi disebut aksi deformatif? Mengikuti argumentasi Butler yang 
dibahas dalam bab sebelumnya, hakekat diri atau status kemanusian dari individu 
atau komunitas terbentuk karena aktualisasi simbolis yang dilakukan secara terus 
menerus. Seseorang menjadi manusia dalam tindakan mengaktualkan diri atau 
komunitasnya. Membatalkan proses aktualisasi ini berarti membatalkan proses 
seseorang menjadi manusia baik sebagai individu maupun bagian dari sebuah 
komunitas nilai (seperti agama, ideologi, etnis atau gender). Karena itu kejahatan 
eksistensial dari tindakan derealisasi dari kelompok intoleran adalah pembatasan 
terhadap proses menjadi manusia, baik dengan melakukan demoralisasi, 
psikiatrisasi maupun kriminalisasi. 

Jika homisida adalah penghilangan nyawa serta merusak tubuh, maka derealisasi 
membuat individu atau komunitas kehilangan waktu dan ruang untuk menggarap 
martabat kemanusiaannnya. Mengalami tindakan derealisasi berarti hilangnya 
kesempatan dan kondisi, dua aspek primer yang melandasi keberlangsungan 
proses menjadi manusia. Bobot deformatif tentu sama merusak seperti homisida. 
Yang membedakan keduanya adalah bahwa homisida menghilangkan nyawa 
dalam arti meniadakan secara total waktu dan ruang aktualisasi individu, 
sementara dalam derealisasi seseorang terkondisikan sebagai makhluk hidup 
tanpa kapasitas sebagai manusia. 
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Hasil dari penelitian awal ini mendorong pemahaman baru terhadap terorisme 
sebagai kombinasi dua kejahatan kemanusiaan yang fundamental di atas, 
homisida dan derealisasi. Tindakan teror sebagai aksi terorganisir menghilangkan 
nyawa manusia dan mengancam keberlangsungan aktualisasi kemanusiaan 
seseorang atau komunitas yang tersimbolisasi sebagai inkarnasi musuh moral 
(non-human versi moralnya). Dengan pemahaman ini terorisme menjadi isu 
spesifik dalam arti homisida dan derealisasi menjadi aktivitas terorganisir dan 
menimbulkan ketergantungan eksistensial para pelaku pada dua tindakan 
tersebut. Tindakan teror—homisida dan derealisasi—telah menjadi fundasi 
eksistensial seorang teroris dan organisasinya. 

Pemahaman baru ini mengatasi kelemahan yang dihasilkan dalam kajian-kajian 
konflik yang berbasis strategi dalam artian, kajian terorisme telah meninggalkan 
isu konflik dan politik, kendati proses menuju terorisme pasti melalui melewati 
konteks konflik dan politik. Tindakan teror tidak lagi dilihat secara instrumental, 
yakni melayani agenda lain di luar spektrum tindakan itu. Artinya, homisida dan 
derealisasi adalah cara dan tujuan sekaligus. Pemahaman baru tersebut juga 
mengatasi kelemahan perspektif aktor yang cenderung menghasilkan kajian- 
kajian terorisme dalam artian profiling. Artinya, terorisme tidak terkait dengan 
aktor atau organisasi tertentu. Dalam rekonseptualiasi ini, terorisme adalah 
kekerasan yang terlembaga secara total. Aktor dan organisasi manapun dapat 
disebut teroris sepanjang karakteristik kekerasan mutlak bertujuan homisida dan 
derealisasi. 


Rekonseptualisasi dan Peta Jalan menuju Terorisme 

Dari dua arah konseptualisasi di atas, hubungan antara terorisme, radikalisme dan 
kekerasan semakin diperjelas sekaligus dibatasi. Pembatasan menjadi mungkin 
karena karakteristik kekerasan dibahas dalam hubungannya dengan identitas, 
makna dan kehidupan ko-eksistensial manusia. 

Dalam radikalisme, kekerasan memiliki konteks konflik dan politik. Kendati tidak 
dibenarkan secara etis, tindak kekerasan merefleksikan upaya-upaya renegosiasi 
identitas dan kepentingan dalam kehidupan ko-eksistensial. Dalam konteks ini, 
kekerasan sebagai ‘weapon of the weak’ bercerita tentang resistensi terhadap 
dominasi politik dan sosial-ekonomi kekuatan ideologis tertentu dalam 
masyarakat dan negara. Mengikuti kategorisasi para pengkaji terorisme melalui 
perspektif strategi, kekerasan sebagai senjata perlawanan dalam radikalisme bisa 
berupa insurgent’s violence atau criminal’s violence. Biasanya terdapat solusi 
politik untuk gerakan separatis dan penegakan hukum untuk kriminalitas biasa. 
Begitu pula dalam spektrum radikalisme, kita bertemu dengan kekerasan negara 
C state’s violence ) atau kekerasan yang dilakukan sebuah kelompok kuat melalui 
instrumen kekerasan negara. Biasanya revolusi atau reformasi politik menjadi 
solusi terhadap kekerasan negara. 
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Dalam kaitannya dengan radikalisme, terdapat sebuah trajektori atau lintasan 
perjalanan kekerasan dari radikalisme demokratis menuju radikalisme intoleran- 
ekslusif. Hal ini ditandai oleh rutinisasi penggunaan instrumen kekerasan untuk 
memenangkan kontestasi politik dan moral. Tidak berfungsinya instrument 
normatif maupun instrumen politik menfasilitasi rutinisasi kekerasan. Tertawan 
dalam model interaksi friend/enemy , tindak kekerasan tidak lagi berlaku sebagai 
cara merespon isu ko-eksistensial melainkan secara bertahap dipergunakan 
sebagai cara merespon krisis atau bahaya de-formasi identitas. Pada fase ini mulai 
terselenggara kekerasan berwujud praktek-praktek dehumanisasi dan derealisasi. 

Dalam fase radikalisme intoleran-ekslusif, kekerasan menjadi cara mengelola 
kerentanan identitas dan kepentingan. Subyek-subyek kekerasan memulihkan 
imaji diri dan kelompok dengan mengeksternalisasi kerentanan diri pada pihak 
atau kelompok lain. Alih-alih mengatasi kerentanan, tindak kekerasan tersebut 
tidak menghasilkan stabilitas identitas, malah sebaliknya menimbulkan 
ketergantungan pada rutinisasi kekerasan. Tanpa intervensi politik dan hukum 
yang sistematis, jalan menuju terorisme semakin terbuka lebar bersamaan dengan 
tingkat pengorganisasian dan ketersediaan sumber daya dan instrumen kekerasan. 

Karakteristik kekerasan simbolis dan fisik yang dirutinisasi pada fase radikalisme 
intoleran menjadi landasan pacu menuju tindakan kekerasan teroristik. Garis 
pisah antar radikalisme dan terorisme semakin jelas ketika kekerasan sepenuhnya 
meninggalkan resolusi politik dan menjadikan homisida dan derealisasi sebagai 
cara berada dalam dunia manusia dan dunia mental. Dalam terorisme, kekerasan 
menjadi mutlak dan tanpa homisida terorist dan organisasinya kehilangan fundasi 
eksistensial. Bagan di bawah berusaha meringkas rekomseptualisasi untuk 
memahami proses menuju terorisme. 


Bagan 4. Roadmap to Terrorism 


Exclusionary 
(Totalitarian Radicalism) 


Homicide Radicalism 
(Terrorism) 



Inclusionary 

(Democratic Radicalism) 
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g, Rekonseptualisasi, Implikasi dan Agenda 


Sesuasi dengan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian awal dan 
sepenuhnya merupakan kajian literatur dengan tujuan untuk pengembangan 
konseptual, yakni mengkaji kerangka pemikiran yang mendasari wacana terorisme 
yang berkembang saat ini. Keinginan untuk menelurus akar pemikiran tersebut 
berangkat dari penilaian bahwa wacana-wacana tentang terorisme yang 
berkembang dan mempengaruhi kebijakan dalam menangani terorisme cenderung 
tidak dilandasi oleh bangun teoretis dan konseptual yang sangat kuat. Berbgai 
konsep yang digunakan cenderung digunakan tanpa kajian kritis dan mendalam. 
Yang paling terlihat adalah kebijakan perang melawan terorisme. Tetapi, 
kelemahan yang sama juga terjadi ketika strategi untuk melawan terorisme 
bergeser dari pendekatan keras menjadi pendekatan lunak. Pendekatan lunak, 
yang memunculkan program-pogram deradikalisasi, misalnya, mengasumsikan 
adanya hubungan linear antara radikalisme dan terorisme. Bagaimana hubungan 
riil antara kedua fenomena ini, nampaknya tidak menjadi menjadi isyu penting. 
Dan penelitian awal ini dimaksudkan untuk mempermasalahkan asumsi ataupun 
logika pemikiran yang sering dilupakan dalam wacana tentang terorisme. 

Dengan mengkaji sumber-sumber pemikiran yang mendasari wacana tentang 
terorisme dan hubungannya dengan radikalisme dan terorisme, penelitian awal ini 
menghasilkan dua terobosan konseptual (melalui rekonseptualisasi) dalam 
memahami terorisme, radikalisme dan kekerasan, yang cukup signifikan. 

Pertama, rekonseptualisasi dilakukan untuk memberikan pengertian tentang 
terorisme yang lebih tegas yang selama ini menjadi kelemahan dari kajian-kajian 
terorisme yang berbasiskan pada strategi dan metode serta aktor. Kajian-kajian 
dalam tema tersebut harus dengan mempertimbangkan fungsi esensial dari 
kekerasan dalam terorisme. Dalam artian ini, menjadi teroris bukanlah semata- 
mata determinasi strategi politik dan imperatif moral atas individu-kelompok. 
Penekanan pada strategi politik bertolak dari asumsi tujuan politik sebagai sumber 
agensi, sementara penekanan pada ideologi-moral bertolak dari asumsi kekerasan 
sebagai efek ideologi. 

Melalui penelitian awal ini, muncul kebutuhan agar kita keluar dari kebiasaan 
berpikir fenomenologis positivistik yang memahami tindakan dan makna sebagai 
hubungan antara interioritas subyektivitas dan eksterioritas perilaku. Padahal, 
tindakan dan makna-imaginasi berlangsung dalam peristiwa saat sebuah tindakan 
dilakukan. Dalam tindakan itulah aktor menemukan dirinya sebagai subyek. 
Agensinya sebagai subyek bernama dan bermakna ditemukan dalam tindakan. 
Di situlah kenikmatan eksistensial yang diperoleh dalam aksi melumatkan batas 
antara kehidupan dan kematian. 

Kedua, rekonseptualisasi ini juga membuka area baru mengkaji hubungan 
radikalisme dan terorisme dalam tema akar penyebab. Dari dua arah 
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konseptualisasi di atas, menjadi jelas bahwa kelemahan mendasar dari kajian 
terorisme berbasis akar penyebab adalah karena tidak digarapnya isu agensi dan 
fungsi tindakan kekerasan dari ‘radicals turning into terrorists’. Kuatnya 
pendekatan strukturalisme membatalkan upaya lebih lanjut untuk mengkaji 
hubungan antara kesadaran dan tindakan. Padahal, eksplorasi terhadap hubungan 
ini sangat penting pentingnya terutama untuk memahami ruang imajinasi yang 
dimiliki oleh individu atau gerakan tertentu: apakah ruang imajinasi demokratis, 
eksklusif totalitarian ataukah homisida dan oleh karenanya perlu dikaji lebih 
serius praktik-praktik artikulatif ( ideological effacement) yang sedang dilakukan 
oleh individu atau gerakan tersebut. 

Ruang imaginsi terbentuk melalui artikulasi-artikulasi rutin, menjadi terstruktur 
melalui skematisasi tindakan, sikap dan persepsi. Kebermaknaan tindakan dalam 
mang fantasi bukan semata-mata karena menuntaskan sebuah tujuan yang lebih 
besar dari pelaku melainkan bahwa dalam tindakan itu baik pelaku maupun 
tujuan itu mengalami kultivasi ( efficacy ). Tindakan itu, dalam arti lain, adalah 
eksperimentasi yang bersifat fundamental bagi inteligibilitas subyek dan 
identifikasi diri dengan kelompoknya. Melalui tindakannya seseorang 
menemukan ‘diri’ dan ‘identitas’-nya. Bagi individu, sebuah tindakan selalu 
memiliki makna tertentu. Melalui tindakan, individu merasa dirinya menjadi 
nyata dan eksis. Pada saat yang sama, dengan tindakan itu pula individu merasa 
terhubungkan dengan komunitas atau kelompok yang rutin melakukan tindakan 
serupa. Dengan kata lain, seseorang atau kelompok orang harus dianggap sebagai 
teroris atau melakukan tindakan terorisme lebih dipandang dalam kaitannya 
dengan ketergantungan mereka kepada kekerasan (derealisasi dan homisida). 
Kekerasan dalam terorisme adalah kekerasan yang bersifat formatif bagi identitas 
pelaku dan kelompoknya sekaligus de-formatif bagi korban atau kelompoknya. 
Konsekuensinya, terorisme harus dipahami sebagai gejala kekerasan mutlak yang 
dilakukan individu maupun organisasi. 

Sebagai sebuah bentuk penelitian awal yang memfokuskan diri pada 
pengembangan konseptual, penelitian ini pada dasarnya merupakan kajian dari 
titik nol dalam konteks kajian terorisme secara keseluruhan. Oleh karenanya, 
implikasi kebijakan praktis yang mungkin bisa titawarkan juga sangat terbatas. 
Tetapi, sebagai sebuah upaya untuk mengembankan kerangka konseptual melalui 
kajian terhadap berbagai pemikiran yang mendasari wacana terorisme dan 
melihat kekuatan serta kelemahan pemikiran-pemikiran tersebut, penelitian ini 
setidaknya bisa menawarkan prinsip-prinsip yang mungkin perlu diperhatikan 
dalam kajian-kajian terorisme dan, terutama, dalam kaitannya dengan perumusan 
kebijakan untuk melawan terorisme. 

Setidaknya dua hal yang bisa digunakan untuk meningkatkan keberhasilan 
kebijakan melawan terorisme, terutama dalam kerangka pendekatan lunak 
melalui program-program deradikalisasi. Program-program untuk menangani 
terorisme harus menghindarkan kecenderungan untuk berangkat dari penekanan 
pada aktor. Mengidentifikasi aktor sebagai potensial radikal (dan oleh karenanya 
teroris) dalam kebijakan deradikalisasi tanpa ditopang dengan kajian detail 
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mengenai bagaimana karakterisasi itu bisa muncul, jelas sangat counter 
productive, terutama dalam jangka panjang. Dalam artian ini, identifikasi individu 
dan kelompok individu sebagai aktor potensial dalam kaitannya dengan 
radikalisme dan terorisme dengan asumsi ideologis, juga sangat tidak banyak 
membantu. Kedua, kebijakan-kebijakan untuk mengatasi terorisme harus lebih 
memberikan perhatian kepada dimensi kekerasan. 

Penelitian ini menemukan bahwa dalam semua kajian, kekerasan dilihat sebagai 
aspek yang menentukan dalam kaitannya dengan terorisme. Tetapi, sebagian 
pemikiran melihat signifikansi kekerasan sebagai given dan tidak perlu 
diipermasalahkan. Pengembagan konseptual yang dilakukan melalui riset ini 
menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya merupakan karakter ataupun 
instrumen dalam terorisme, melainkan juga menjadi esensi dari terorisme itu 
sendiri. Oleh karenanya, memahami kekerasan dengan berbagai dinamikanya 
menjadi sangat penting untuk memahami terorisme dan, implikasinya, bagi 
penanganan terorisme. 

Pengembangan konseptual yang dilakukan melalui penelitian awal ini 
menawarkan metodologi yang lebih jelas dan komrehensif dalam kaitannya 
dengan kajian tentang terorisme dan kaitannya dengan radikalisme dan 
kekerasan. Tetapi, sebagai penelitian awal, semua asumsi yang dibangun melalui 
rekonseptualisasi yang menghubungkan antara terorisme, radikalisme dan 
kekerasan masih perlu dikaji lebih detail. Kajian yang lebih empiris untuk 
verifikasi konseptual yang dikembangkan melalui penelitian ini masih sangat 
diperlukan. Penelitian-penelitian empiris untuk memverifikasi temuan konseptual 
dalam penelitian ini harus memberi perhatian penuh kepada sentralitas kekerasan 
baik dalam radikalisme maupun dalam terorisme. Praktisnya, kita perlu untuk 
mengkaji strukturasi tidnakan kekerasan yang dimaksudkan untuk mengkaji 
seberapa jauh individu dan kelompoknya menghidupi dan dihidupi oleh 
radikalisme totalitarian-ekslusif, seberapa jauh individu dan kelompoknya 
terkunci dalam terorisme, dan seberapa jauh individu dan kelompoknya berada 
menghidupi radikalisme demokratis yang toleran dan inklusif. Dengan tiga tujuan 
definitif di atas, penelitian empiris akan membantu kita untuk menjelaskan 
strukturasi tindakan kekerasan yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi 
diskursif dari kekerasan tersebut: apakah pada fase radikalisme demokratis, fase 
radikalisme totalitarian, atau fase terorisme. 

Penelitian empiris dengan basis rekonseptualisasi ini juga perlu untuk melacak 
proses pemaknaan diri dan orang lain yang dipergunakan dan dipraktekkan 
individu dan kelompok yang diteliti. Dalam radikalisme demokratis-inklusif 
beroperasi pemaknaan adversarial yang membingkai dan mengatur hubungan 
antar-individu dan antar-kelompok. Proses dari radikalisme demokratis-inklusif 
menuju radikalisme totalitarian-ekslusif melewati sejumlah kondisi dan praktek 
artikulasi. Dalam proses itu berlangsung peralihan pemahaman individu dan 
kelompok dari pemahaman ko-eksistensial dalam formula adversarial menuju 
pemahaman ko-eksistensial dalam formula friend/enemy. 
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Proses inipun bersifat tidak tetap ( contingent ), ditandai rutinisasi tindakan 
formatif bagi identitas diri dan kelompok serta adanya variasi model simbolisasi 
dan identifikasi yang diujicobakan untuk mengisi atau memaknai dislokasi 
struktural (ekonomi, politik, dan budaya). Sepanjang trayek tersebut (demokratis- 
inklusif menuju eksklusif-totalitarian), simbolisasi dan identifikasi dengan logik 
eksklusi dan tindakan-tindakan derealisasi mulai beroperasi, menjadi terstruktur 
dalam fantasi supremasi diri dan kelompok. Dengan meneliti strukturasi tindakan 
kekerasan, terdapat berpeluang untuk mengklasifikasi dan melihat fenomena 
pergeseran yang ditempuh seseorang dan kelompoknya dari radikalisme-inklusif 
menuju terorisme melalui terminal radikalisme ekslusif-totalitarian. Hanya 
dengan memahami proses yang berlangsung menuju terorisme ini kita bisa 
menghadapi terorisme dengan penuh keyakinan, tanpa pada saat yang sama 
menimbulkan dampak negatif yang selama ini seringkah menyertai upaya-upaya 
penanganan terorisme. 
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